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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memperoleh informasi mengenai; (1) 
pelaksanaan program MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru fikih, (2) hambatan 
program MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru fikih, (3) solusi atas hambatan 
program MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru fikih. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tempat penelitian di 
sekretariat MGMP fikih Jatinom Klaten. Waktu penelitian dimulai bulan Nopemberl s.d 
Desember  2017.  Subyek penelitian ini adalah ketua MGMP fikih. Informan penelitian ini 
adalah sekretaris MGMP fikih, guru anggota MGMP fikih. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan model interaktif meliputi: 
pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan  penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: manajemen program MGMP dalam 
peningkatan profesionalisme guru fikih, meliputi: (1) pelaksanaan program MGMP dalam 
peningkatan Profesionalisme guru fikih meliputi diskusi, penyusunan dan pengembangan 
silabus serta RPP, analisis kurikulum, pendalaman materi, pelatihan/diklat; (2) hambatan 
program MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru fikih, meliputi guru anggota 
MGMP kurang disiplin, kegiatan MGMP belum pernah melibatkan ahli dari luar MGMP 
sebagai nara sumber dan  jangkauan kegiatan MGMP belum didukung dana yang 
secukupnya; (3) solusi atas hambatan program MGMP dalam peningkatan profesionalisme 
guru fikih meliputi: pengurus MGMP melakukan konsolidasi kepada K3M sehingga terjadi 
peran yang berimbang dalam membuka kesadaran bagi guru fikih, pengurus MGMP perlu 
melakukan kerjasama baik secara lembaga maupun individu ahli dibidangnya sebagai nara 
sumber, pengurus MGMP perlu melakukan usaha penggalangan dana baik yang berasal dari 
iuran anggota maupun sponsor. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Manajemen Program MGMP. 
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
         Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa, dengan
demikian  sistem pendidikan  nasional  menjadi  parameter  yang sangat  penting
dalam  menentukan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Melalui  pendidikan
diharapkan  bangsa  Indonesia  mampu  menjadi  negara  yang  lebih  maju,
khususnya melalui pengelolaan pendidikan yang tepat guna.
     Peningkatan mutu pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan
dan  ditangani  secara  serius,  salah  satunya  dengan  cara  mengupayakan
pendidikan yang bermutu, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi  sehingga diharapkan peserta didik sudah siap untuk melanjutkan ke
pendidikan yang lebih  tinggi  maupun sebagai  calon  tenaga terampil  dan ahli
dalam bidangnya.
    Penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia  merupakan  suatu  sistem
pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Hal ini sesuai dengan yang
tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem
pendidikan  nasional  pasal  3  yang  menyatakan  bahwa  Pendidikan  Nasional
berfungsi  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta
peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan
bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi
manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
2sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warganegara  yang
demokratis serta bertanggung jawab.
    Peningkatan  mutu  pendidikan  ditentukan  oleh  kesiapan  sumber  daya
manusia  yang  terlibat  dalam  proses  pendidikan.  Guru  merupakan  salah  satu
faktor  penentu  tinggi  rendahnya  mutu  hasil  pendidikan  mempunyai  posisi
strategis,  maka setiap  usaha  peningkatan  mutu  pendidikan  perlu  memberikan
perhatian  besar  kepada  peningkatan  guru  baik  dalam  segi  jumlah  maupun
mutunya. Pengembangan profesional guru harus diakui sebagai suatu hal yang
sangat  fundamental  dan  penting  guna  meningkatkan  mutu  pendidikan.
Perkembangan  profesional  adalah  proses  dimana  guru  dan  kepala  madrasah
belajar  meningkatkan  dan  menggunakan  pengetahuan,  ketrampilan  dan  nilai
secara tepat.
    Guru adalah pendidik profesional, mendidik adalah pekerjaan profesional,
oleh karena itu guru sebagai pelaku utama pendidikan merupakan pendidik yang
profesional.  Sebagai  pendidik  profesional,  guru  bukan  saja  dituntut
melaksanakan  tugasnya  secara  profesional  tetapi  juga  harus  memiliki
pengetahuan dan kemampuan profesional.  Salah satu kemampuan yang harus
dimiliki oleh guru adalah kemampuan mengelola proses belajar mengajar yang
meliputi kemampuan mempersiapkan pembelajaran, kemampuan melaksanakan
pembelajaran dan kemampuan mengevaluasi.
    Untuk dapat memiliki  kemampuan mengelola proses belajar  mengajar
tersebut,  guru  harus  selalu  mengembangkan  kemampuannya  agar  dalam
3menyampaikan materi kepada para siswanya sesuai dengan perkembangan ilmu
dan teknologi saat kini.
    Guru memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk
watak  bangsa  serta  mengembangkan  potensi  siswa.  Guru  yang  profesional
diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Profesionalisme guru sebagai
ujung tombak di dalam implementasi kurikulum di kelas yang perlu mendapat
perhatian.
    Dengan adanya otonomi daerah pola pengelolaan pendidikan mengalami
perubahan dari semula yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, menurut
Nana  Syaodih  (2002  :  198),  kurikulum  yang  bersifat  sentralisasi  adalah
kurikulum  yang  disusun  oleh  suatu  tim  khusus  di  tingkat  pusat.  Sedangkan
kurikulum yang bersifat desentralisasi disusun oleh madrasah ataupun kelompok
sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan
bagi suatu sekolah atau madrasah serta lingkungan wilayah tertentu. Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
mengamanatkan  tersusunnya  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)
yang mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
serta  berpedoman  pada  panduan  yang  disusun  oleh  Badan  Standar  Nasional
Pendidikan  (BSNP),  Semua  itu,  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan  mutu
pendidikan.
     Nana Syaodih (2002 : 151), mengungkapkan bahwa pendidikan sesuai
dengan peran dan fungsinya dituntut untuk mampu menyiapkan manusia yang
berkualitas untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang timbul pada masa
4sekarang  dan  yang  akan  datang.  Bersamaan  dengan  berbagai  upaya  dan
kebijakan  untuk  meningkatkan  mutu  pengelolaan  pendidikan,  ditemukan
fenomena yang menggambarkan telah terjadinya penurunan kualitas moral pada
peserta didik. Kasus tawuran, penodongan di angkutan umum yang dilakukan
oleh sebagian pelajar, penyimpangan prilaku seksual pada sebagian pelajar, dan
pemasaran narkotika yang telah memasuki segmen pelanggan pelajar merupakan
fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut di
atas,  mengindikasikan  bahwa  pendidikan  dewasa  ini  dihadapkan  pada  satu
ancaman yang sangat berbahaya, yakni adanya krisis nilai.
    Azra  (2002  :  2-4),  menyatakan  beberapa  faktor  yang  menyebabkan
terjadinya krisis nilai  dan moral pada peserta didik dewasa ini,  yakni sebagai
berikut : 
1. Sekolah/ madrasah sebagai sistem sosial tidak berfungsi dengan baik dalam
pembinaan nilai dan moral peserta didik. Sekolah/ madrasah dan lingkungan
tidak lagi mendidik peserta didik memahami diri untuk berbuat sesuatu yang
berdasarkan  nilai-nilai  moral  dan  akhlak  di  mana  mereka  mendapatkan
koreksi tentang tindakannya, salah atau benar. 
2.  Proses  pendewasaan  diri  peserta  didik  tidak  berlangsung  dengan  baik  di
lingkungan sekolah/ madrasah. Hal ini disebabkan guru kurang paham dalam
menjabarkan tugas-tugas profesionalnya.
3.  Proses  pembelajaran  di  sekolah/  madrasah  sangat  membelenggu
perkembangan  peserta  didik.  Hal  ini  disebabkan  karena  formalitas  dan
5uniformitas  sekolah/  madrasah,  di  mana  sekolah/  madrasah  berorientasi
mengejar target agar siswanya lulus seratus persen.
4.  Dalam proses pembelajaran  di sekolah/madrasah,  peserta  didik dihadapkan
nilai-nilai  yang bertentangan dimana sekolah/  madrasah menginformasikan
nilai-nilai normatif sementara di lingkungan sekitar mereka dihadapkan pada
nilai pragmatis amoral.
   Dedi  Supriadi  (1998:97),  lebih  lanjut  mengungkapkan  bahwa  mutu
pendidikan  bukan hanya dipengaruhi oleh guru, melainkan oleh mutu masukan
(siswa),  sarana,  faktor  instrumen  lainnya.  Tapi  semua  itu  pada  akhirnya
tergantung kepada mutu pengajaran, dan mutu pengajaran tergantung pada mutu
guru.
    Kalau melihat uraian tersebut, guru khususnya mempunyai peranan yang
sangat penting untuk menjadikan anak didik memiliki akhlak mulia dan mampu
menjaga  kedamaian  dan  kerukunan.  Pada  kenyataan  di  lapangan  ternyata
sebagian anak didik tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu
guru  yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk  mengajar  pada  madrasah,
khususnya  di  MTs  se-kabupaten  Klaten  dengan  mata  pelajaran  fikih  perlu
memiliki profesionalisme dan kinerja mengajar yang baik dalam pengabdiannya
untuk  mengarahkan  anak  didik  kepada  yang  lebih  baik.  Salah  satu  yang
diharapkan agar profesionalisme dan kinerja mengajar dimiliki oleh guru yang
mengajar  pada  MTs,  maka  terdapat  wadah  musyawarah  guru  mata  pelajaran
(MGMP) termasuk di dalamnya musyawarah guru  mata pelajaran fikih yang
mempunyai tujuan seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa (2006 : 236), bahwa
6MGMP  merupakan  organisasi  atau  wadah  yang  dapat  meningkatkan
profesionalisme dan kinerja guru.
    Musyawarah guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah wadah untuk pertemuan
para guru mata pelajaran madrasah. Lembaga ini dibentuk tidak hanya sebagai
forum  silaturahmi,  tetapi  juga  sebagai  forum  untuk  menampung  berbagai
permasalahan  yang dihadapi  guru  di  madrasah  masing-masing  sesuai  dengan
tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Musyawarah guru Mata Pelajaran
(MGMP)  sangat  diharapkan  keberadaannya,  dengan  jalan  dapat  meningkat
kemampuan kompetensi guru. Kemampuan kompetensi guru merupakan salah
satu program MGMP yang dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi
guru.  Danim  (2002  :  23),  mengungkapkan  bahwa  profesionalisme  dapat
diartikan  sebagai  komitmen  para  anggota  suatu  profesi  untuk  meningkatkan
kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi
yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.
Profesionalisme  merupakan  proses  peningkatan  kualifikasi  atau  kemampuan
para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari
penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu.
    MGMP merupakan suatu wadah bermusyawarah para guru mata pelajaran
sejenis dalam suatu jenjang di tingkat MTs. Musyawarah guru Mata Pelajaran
(MGMP) ini juga merupakan suatu forum atau wadah kegiatan profesionalisme
guru yang kegiatan di dalamnya dari oleh dan untuk guru. Hal ini seperti yang
dikemukakan  oleh  Satori  (1998 :  28),  bahwa :  "Jalur  lain yang sifatnya  non
struktural adalah pemanfaatan secara berhasil guna forum gugus mata pelajaran
7sejenis di madrasah yaitu MGMP. Wadah dari-oleh-untuk guru tersebut sangat
strategis dimanfaatkan sebagai mekanisme andal dalam supervisi akademik".
    Musyawarah guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat MTs merupakan wadah
kegiatan guru pada jenjang SLTP untuk memecahkan segala permasalahan dan
hambatan yang terjadi di lapangan serta menyempurnakan proses pembelajaran
diantaranya adalah : a) Perbedaan penguasaan materi pelajaran dan b) Hal-hal
yang  menunjang  dan berhubungan dengan  proses  belajar  mengajar.  Kegiatan
MGMP  ini  merupakan  sarana  peningkatan  mutu  pendidikan,  melalui  wadah
MGMP  para  guru  bermusyawarah  untuk  melakukan  perbaikan  dalam
menyempurnakan proses  pembelajaran,  sehingga hal  ini  akan mencapai  mutu
pendidikan.
Kepala MTs dan pengawas seharusnya berkewajiban membantu guru untuk
meningkatkan keprofesionalismenya, akan tetapi hal tersebut tidak bisa secara
penuh dilakukan. Oleh karena itu, maka dibentuklah suatu wadah yaitu MGMP.
Di  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  MGMP  adanya  saling  meningkatkan
kompetensi  antar  guru  peserta  MGMP seperti  sesama  antar  anggota  MGMP
untuk saling memberdayakan sesama guru fikih agar mampu menyusun rencana
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan standar proses.
Metode-metode belajar  seperti  ceramah,  diskusi,  bermain  peran,  dan lain-lain
harus dikembangkan. Teknik dan alat yang menjadi bagian dari perangkat alat
dan cara di dalam pelaksanaan sesuatu strategi pembelajaran seharusnya dikuasai
oleh  seorang  pembelajaran  juga  harus  dicatat  bahwa  dalam  pelaksanaan
pembelajaran,  seringkali  harus  dipergunakan  lebih  dari  satu  strategi,  karena
8tujuan-tujuan  yang  akan  dicapai  juga  biasanya  terkait  satu  dengan  yang  lain
dalam  rangka  usaha  pencapaian  hasil  belajar  dalam  pendidikan  berkualitas
(Hamruni, 2012: 4).    
    Melalui  kegiatan  MGMP  ini,  maka  para  guru  fikih  akan  mampu
meningkatkan  kemampuannya  dalam  proses  pembelajaran.  Segala  bentuk
kesulitan yang dihadapi di lapangan akan mudah mencari  solusinya dari guru
peserta MGMP dan para pengawas. Seperti yang dikemukakan oleh Surya (2000
: 4), bahwa : Dalam melaksanakan fungsinya, guru tidak berbuat sendirian akan
tetapi harus berinteraksi dengan guru lain yang terkait melalui suasana kemitraan
yang bersifat  sistematik,  sinergik dan simbiotik.  Demikian pula antar  disiplin
ilmu  seharusnya  saling  berinteraksi  dan  bekerjasama  dalam  menghadapi
berbagai  masalah  yang  muncul.  Pendekatan  interdisipliner  dalam bentuk  tim
kerja merupakan suatu yang mutlak dan harus dijadikan landasan dalam kinerja
guru.
    Pengawas dan kepala MTs sebagai pembina seharusnya memfungsikan
MGMP  secara  terarah  dan  berkesinambungan,  sehingga  MGMP  ini  menjadi
wadah  yang  dapat  meningkatkan  kompetensi  guru  untuk  mencapai  kualitas
pendidikan. Lebih lanjut mengenai MGMP di MTs se-Kabupaten Klaten untuk
meningkatkan  profesionalisme  guru  diungkapkan  oleh  Administrator  bahwa
peranan MGMP tingkat MTs dalam pengembangan program di madrasah sangat
penting karena lembaga ini  merupakan wadah kegiatan profesional guru mata
pelajaran fikih dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
Selain itu melalui MGMP  MTs  se-Kabupaten Klaten dapat dilakukan diskusi,
9tukar  pikiran  dan  pengalaman  antar  pengurus  MGMP  tingkat  MTs   untuk
mengatasi  permasalahan  yang  ada  dan  berkembang  di  madrasah  lebih-lebih
tentang materi mata pelajaran fikih.
    Dalam rangka mengoptimalkan  kembali  peranan MGMP tingkat  MTs
sebagai  wadah  koordinasi  antara  guru  mata  pelajaran  di  madrasah,  sehingga
program yang menunjang  MGMP fikih  MTs  se-Kabupaten Klaten  menjadi
sangat penting. 
        Diketahui bahwa kecakapan guru sangat dibutuhkan untuk menjawab
tantangan  perkembangan  dan  pembaharuan  pendidikan,  seperti  yang  di
kemukakan  oleh  Supriadi  (2003  :  567),  yaitu  :  Pengembangan  MGMP
dilatarbelakangi oleh pertama; kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa
unjuk kerja guru dalam melaksanakan KBM sangat bervariasi  dan kualifikasi
pendidikannya pun beraneka ragam, untuk mengatasi keadaan ini wadah-wadah
kelompok  kerja  guru  seperti  MGMP/PKG  yang  telah  dirintis  sejak  tahun
1979/1980, perlu diberdayakan kembali untuk merespon perkembangan IPTEK
yang  senantiasa  menuntut  penyesuaian  dan  pengembangan  profesional  guru.
Kedua; Kepmenpan No. 26/1989 mengenai Kenaikan Pangkat dan angka kredit
bagi jabatan fungsional  guru menuntut  guru untuk meningkatkan kemampuan
profesionalnya  dan  mencapai  prestasi  yang  setinggi-tingginya  dalam
melaksanakan tugas sehari-hari di madrasah serta ikut mengabdikan diri dalam
masyarakat.  
    Para anggota/peserta MGMP mata pelajaran Fiqih ditingkat MTs  tampak
sangat  antusias  mengikuti  MGMP  kali  ini  dalam  rangka  meningkatkan
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profesionalisme,  Kamis (20/05/2017) telah dilaksanakan persiapan Pembuatan
Modul mata pelajaran fikih  yang bertempat di sekretariat MGMP fikih  Jatinom
Klaten.  Drs.  Sunyoto  selaku  kepala  MTs  Negeri  Jatinom  Klaten  atau  yang
mewakili(Waka  Kurikulum)  mengemukakan  bahwa dengan  MGMP Fiqih  ini
sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan profesionalisme guru sebagai
wadah untuk komunikasi bagi guru-guru mata pelajaran Fiqih. Sugeng Widodo,
S.Ag  selaku  ketua  MGMP  Fiqih  di  tingkat  MTs  se-  Kabupaten  klaten
mengemukakan bahwa pelaksanaan berbagai  kegiatan dalam program MGMP
untuk menumbuhkan minat dan motivasi  guru-guru untuk terlibat  aktif  dalam
pembuatan modul mata pelajaran fikih baik kelas VII, VIII dan IX.
  Lebih lanjut Sugeng Widodo,S.Ag menambahkan tujuan penulisan Modul
mata  pelajaran  fikih  adalah  untuk memperjelas  dan  mempermudah  penyajian
pesan  materi  pembelajaran  agar  tidak  terlalu  bersifat  verbal,  mengatasi
keterbatasan baik siswa maupun guru, modul dapat digunakan secara tepat dan
bervariasi, sesuai dengan program pendidikannya.  Persiapan Pembuatan Modul
mata pelajaran fikih  pada kesempatan ini membahas materi  yang telah dibuat
oleh  kelompok-kelompok  sesuai  kelas  yang  telah  ditentukan.  Modul  mata
pelajaran fikih  merupakan media atau sarana  pembelajaran yang berisi materi,
metode,  batasan-batasan,  dan  cara  mengevaluasi  yang  dirancang  secara
sistematis  dan  menarik  untuk  mencapai  standar  kompetensi  yang  diharapkan
sesuai  dengan  tingkat  kompleksitasnya.  Kegiatan  MGMP  ini  dihadiri  oleh
seluruh guru Fiqih kelas VII, VIII dan IX dari Madrasah Tsanawiyah Negeri
maupun Madrasah Tsanawaiyah swasta di Kabupaten Klaten.
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    Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, melalui wadah MGMP ini
para  guru  mata  pelajaran  fikih  dapat  memenej  dengan  cara  berkonsultasi,
berkomunikasi,  saling  berbagi  informasi  dan  pengalaman,  serta  dapat
menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan di lapangan.
    Bertitik  tolak dari  latar  belakang tersebut,  maka penulis  tertarik  untuk
mengadakan penelitian dengan judul  "Manaemen Program Musyawarah Guru
Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Peningkatan Profesionalisme  Guru Fikih
MTs se-Kabupaten Klaten Tahun 2017”.
B.   Rumusan Masalah
        Setelah  melakukan  uraian  pada  latar  belakang  permasalahan,  dapat
dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana manajemen program MGMP dalam peningkatan  profesionalisme
Guru Fikih MTs se-Kabupaten Klaten ?
2. Apa  hambatan  manajemen  program  MGMP  dalam  peningkatan
profesionalisme  Guru Fikih  MTs se-Kabupaten Klaten ?
3. Apa  solusi  untuk  mengatasi  hambatan  manajemen  program  MGMP  dalam
peningkatan profesionalisme  Guru Fikih MTs se-Kabupaten Klaten ?
C. Tujuan Penelitian
   Kegiatan  penelitian  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  usaha
menjawab  permasalahan  penelitian.  Sesuai  dengan  permasalahan  penelitian,
maka penelitian ini memiliki tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai
berikut :
12
1. Untuk  menganalisis  manajemen program MGMP  dalam  peningkatan
porfesionalisme  Guru Fikih  MTs se-Kabupaten Klaten.
2. Untuk menganalisis hambatan manajemen program MGMP dalam peningkatan
profesionalisme  Guru Fikih  MTs se-Kabupaten Klaten.
3. Untuk  menganalisis solusi mengatasi  hambatan manajemen  program  MGMP
dalam peningkatan profesionalisme Guru Fikih  MTs se-Kabupaten Klaten.
D. Manfaat Penelitian
 Suatu kegiatan tentunya memilki manfaat-manfaat, terutama kepada pihak-
pihak yang terkait  dengan jenis kegiatan tersebut. Begitu pula dengan kegiatan
penelitian. Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini diharapkan
memberi manfaat-manfaat yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini,
yaitu :
1. Manfaat Teoritis
           Adapun manfaat secara teoritis yang diharapkan penulis dalam kaitannya
dengan penelitian ini adalah:
a. MGMP  dapat  melakukan  manajemen  program  yang  sesuai  dalam
peningkatan profesionalisme guru fikih  MTs se-Kabupaten Klaten.
b. MGMP dapat memiliki manajemen program yang relevan untuk mengatasi
hambatan  manajemen  program dalam  peningkatan  profesionalisme  guru
fikih  MTs se-Kabupaten Klaten.
c. MGMP bisa manajemen program yang terarah dan terukur sebagai solusi
pada  hambatan  untuk  peningkatan  profesionalisme  guru  fikih   MTs se-
Kabupaten  Klaten. 
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2. Manfaat Praktis
a.   Manfaat  praktis  dimaksudkan bahwa hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan
bahan  refleksi  dan  pertimbangan  dalam  rangka  meningkatkan
profesionalisme  guru   fikih,  yaitu  sebagai  masukan  dan  bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan MGMP agar
program-program  yang  dikembangkan  lebih  representativ mewakili
aspirasi  anggota,  akomodatif  terhadap  dinamika  perubahan  zaman  dan
bagi para guru fikih.
 b.  Bagi  guru  memperoleh  masukan  dan  sumbangan  positif  agar  dapat
memanfaatkan  MGMP  sebagai  sarana  pengembangan  profesionalisme
guru.  Meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan  guru,  baik  secara
individu  maupun  kelompok.   Memperbaiki  praktek  pembelajaran,
memahami  bahan  ajar  secara  luas  dan  mendalam,  keterampilan  dalam
menyajikan proses pembelajaran yang bermakna serta penggunaan metode
dan media pembelajan kekinian.
  c. Sebagai sarana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
kepala  madrasah,  membimbing  guru  menyusun  dan  melaksanakan
program pengajaran,  mengevaluasi  hasil  belajar,  melaksanakan program
pengajaran dan remedial. Mengembangkan guru melalui latihan,  diskusi,
seminar dan lain-lain.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Teori Yang Relevan
1. Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
a. Pengertian manajemen
      Manajemen  menurut  bahasa  berasal  dari  bahasa  inggris  manage
artinya mengurus,  mengatur,  melaksanakan,  mengelola   (John M. Echols
dan Hassan Shadily,  2007: 372).  Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI)  manajemen  diartikan  sebagai proses  penggunaan  sumber  daya
secara efektif untuk mencapai sasaran  (KBBI, 1995: 623). Sedangkan orang
yang  mengatur  suatu  pekerjaan  atau  kerja  sama  yang  baik  dengan
menggunakan  sumber  daya  untuk  mencapai  sasaran  disebut  manajer.
Manajer berwewenang dan bertanggungjawab membuat rencana, mengatur,
memimpin  dan  mengendalikan  pelaksanaannya  untuk  mencapai  sasaran
tertentu  (LH.Santoso, 2013:343).
      Manajemen menurut istilah mempunyai banyak pengertian. Di antara
pengertian  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  adalah  kegiatan  untuk
mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan
memanfaatkan orang lain  (getting things done through the effort of other
people)  (Saefullah, 2014 :4). Dengan kata lain, terdapat aktivitas-aktivitas
khusus  yang  merupakan  bagian  daripada  suatu  proses  manajemen.
Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang
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telah ditetapkan sebelumnya. Manusia dan sumber daya lainnya membantu
dan berperan dalam pelaksanaannya  (George R.Terry, 2012: 4).
      Hal  ini  berdasarkan  pengalaman  yang  membuktikan  bahwa  hasil
dicapai  oleh  suatu  organisasi  dengan sistem yang sama pada lingkungan
yang sama sering kali berbeda.  Ini menunjukkan manajemen memerlukan
seni dalam pelaksanaannya, agar tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai dan
berjalan  sesuai  dengan  keteraturan,  efektif,  efisian,  serta  menjaga
keseimbangan dan sinergi di antara bagian-bagian yang ada  (Emron Edison
et.al, 2016: 4).
      Islam mendefinisikan manajemen sebagai sarana untuk mengetahui
arah yang harus dituju, kesukaran apa saja yang harus dihindari, kekuatan
apa yang harus dijalankan dan bagaimana menjalankan sebuah organisasi
beserta  sumber  daya  sebaik-baiknya,  secara  efektif  dan  efisien.  Islam
memandang manajemen sebagai amanah yang diberikan Allah SWT kepada
manusia. Adam dan Hawa serta anak cucunya diberi amanah ini pada saat
makhluk lainnya tidak mampu melaksanakannya. Ini membuktikan bahwa
manajemen adalah tugas manusia yang mulia. Manusia sebagai khalifah di
bumi.  Mengelola  bumi dengan segala sumber dayanya secara efektif  dan
efisien.  Manusia  sebagai  wakil  Allah  di  bumi  dalam  menegakkan
kehendakNya dan menerapkan ketetapan-ketetapanNya ( M.Quraish Shihab,
2002 :172-175).  
     Sebagai contoh adalah manajemen yang dilakukan Rasulullah SAW
pada  saat  menjalankan  usaha  dagang  Khatijah  mencerminkan  high
16
management. Manajemen  yang  mengedepankan  budi  luhur  dan  prestasi
kerja.  Khatijah  lebih  memilih  Muhammad  (25  th)  untuk  menjalankan
dagangannya  ke  Syam  daripada  pemuka-pemuka  orang-orang  Quraisy.
Dengan  kejujuran  dan  kemampuannya,  ternyata  Muhammad  mampu
memperdagangkan barang-barang Khatijah, dengan cara yang lebih banyak
menguntungkan daripada yang dilakukan orang lain sebelumnya. Rasulullah
telah memberi definisi manajemen dalam perilakunya  (Muhammad Husain
Haekal,  2013: 66). 
      Rasulullah SAW sebagai khalifah (pemimpin) menggunakan semua
sumberdaya yang ada di muka bumi sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan
relatif  tidak  terbatas  dengan  semangat  menjalankan  usaha  Khatijah.
Rasulullah  memberikan  contoh  manajemen  sebagai  rangkaian  proses  ke
arah pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber-sumber tersedia secara
optimal. Dengan demikian telah ada pada diri Rasulullah SAW manajemen
yang baik  (Rohmat, 2015 : 27).
      Menurut  Sugiyono,  manajemen  dan  administrasi  mempunyai
persamaan  (sinonim),  sehingga arti  manajemen sama dengan manajemen.
Dalam hal  ini  administrasi  maupun  manajemen  diartikan  sebagai  proses
pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Proses  pengelolaan  ke  dalam  fungsi  manajemen  yang  terdiri  atas
perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengontrolan.  Sumber
daya yang dikelola terdiri atas 7 M yaitu man and women, money, materials,
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methods,  machines,  market,  minute. Sedangkan kriteria  tujuannya  adalah
efektif dan efisien  (Sugiyono,  2014:22).
b. Fungsi manajemen
      Manajemen mengatur dan mengelola manusia dan sumber daya yang
ada  dalam organisasi/lembaga.  Pengelolaan  yang  baik  menjadikan  setiap
manusia  yang  bekerja  bisa  menikmati  pekerjaan  mereka.  Salah  satu
keberhasilan seorang manajer apabila setiap manusia dan sumber daya yang
ada mampu berproses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Manajemen
menggambarkan  proses  dari  fungsi-fungsi  yang  ditampilkan  dalam
perangkat  organisasi.  Produktivitas  organisasi  akan  meningkat  apabila
organisasi  berproses  secara  efektif.  Manusia  dan  sumber  daya  yang  ada
mampu  bersinergi.  Anggota-anggota  dalam  suatu  organisasi
mengombinasikan  upaya  secara  kolektif  dalam  melaksanakan  tugas
(J.Winardi,  2014:21).
      Ada lima fungsi  manajemen,  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,
memerintah, koordinasi, dan mengendalikan ( Emron Edison et.al, 2016 :6).
Kemudian  para  ahli  mengembangkannya.  Ada yang hanya menggunakan
empat  fungsi,  ada  juga  yang  menggunakan  lima  fungsi.  Para  ahli
menggunakan  empat  fungsi,  yaitu  planning,  organizing,  actuating,
controlling (POAC). Masing-masing fungsi tidak berdiri sendiri, melainkan
saling berhubungan dan memengaruhi  serta bergerak ke arah yang sudah
direncanakan. 
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      Pada  umumnya  para  ahli  manajemen  menempatkan  fungsi
perencanaan  (planning) sebagai proses awal dalam setiap kegiatan. Seperti
pemaparan dari Heizer dan Render, semua manajer yang baik melakukan
fungsi  dasar  dari  proses  manajemen.  Proses  manajemen  terdiri  atas
perencanaan,  pengorganisasian,  mengatur  staf,  memimpin,  dan
mengendalikan.  Demikian  pula  Schermerhorn  mengemukakan  manajer
adalah membantu organisasi mencapai kinerja tinggi dengan memanfaatkan
SDM dan material. Hal ini dicapai melalui empat fungsi manajemen yaitu
perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan.
      Dari  beberapa  pemaparan  para  ahli  tentang  fungsi  manajemen,
peneliti  cenderung menggunakan pendapat dari George R.Terry (2012: 7)
yaitu planning, organizing, actuating, controlling (POAC). Seorang manajer
pada  pokoknya  harus  bekerja  dengan  fungsi-fungsi  tersebut.  Berikut  ini
peneliti paparkan fungsi-fungsi manajemen.
1).Perencanaan (Planning).
      Planning  merupakan  sebuah  fungsi  dasar  dari  manajemen.
Perencanaan  pada  hakikatnya  adalah  aktifitas  penetapan  dari  tindakan
masa yang akan datang, tentang sasaran apa yang akan dicapai. Tindakan
mendeterminasi  sasaran-sasaran  dan  arah  tindakan  yang  akan  diikuti.
Perencanaan  adalah  pemilihan  fakta-fakta  dan  usaha  menghubungkan
antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya,  kemudian membuat
perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk
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masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil
yang dikehendaki ( George R.Terry, 2012:36).
      Perencanaan  merupakan fungsi  manajemen  yang  sangat  penting.
Pendiskripsian  perencanaan  merupakan  keputusan  terhadap  arah
kebijakan  dan  harapan  yang  akan  diraih  dalam  suatu  organisasi.
Perencanaan  disusun  melalui  pengamatan  lingkungan  dan  keterlibatan
semua  sumber  daya  yang  ada  dalam  organisasi.  Dengan  demikian
perencanaan  akan  menghasilkan  keputusan-keputusan  terbaik  dan
sinergitas  dari  masing-masing sumber  daya  dalam organisasi   (Emron
Edison  et al,  2016: 6).
      Planning dilakukan  mengacu  kepada  perencanaan  strategis  pada
suatu  organisasi.  Menentukan  tugas-tugas  yang  akan  diemban  oleh
masing-masing tenaga kerja. Menganalisa ketersediaan SDM. Melakukan
tindakan penyesuaian terhadap sumber daya lain yang ada. Perencanaan
merupakan bagian dari kompetensi yang harus dimiliki seorang manager
di  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan   (Rohmat,  2016:38).  Oleh
karenanya  perencanaan  merupakan  proses  kegiatan  yang  berkaitan
dengan  usaha  merumuskan  pogram yang  di  dalamnya  memuat  segala
sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah
yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha
pencapaian tujuan ( Saefullah,  2014: 211). 
      Untuk itulah perencanaan merupakan suatu proses berpikir. Sebelum
melakukan  suatu  tugas  pekerjaan  melakukan  perencanaan   terlebih
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dahulu.  Ini  berarti  semua  pekerjaan  sebaiknya  diawali  dengan
perencanaan.  Perencanaan  dilakukan  untuk  menghindari  kerugian  dan
kegagalan. Proses merencanakan merupakan bagian dari ikhtiar manusia.
Islam  mengajarkan  agar  ikhtiar  dalam mencapai  tujuan  dengan
perencanaan yang baik. Mengerahkan segala tenaga dan dana, membuat
perencanaan dengan sangat cermat dan detail, melaksanakannya dengan
penuh  disiplin,  dan  melakukan  pengawasan  dengan  ketat.  Ikhtiar
merupakan  upaya  preventif  untuk menghindari  bahaya.  Manusia  tidak
boleh pasrah/tawakal tanpa melakukan usaha   (Yunahar Ilyas,  2015: 47)
       Dari pemaparan para ahli tersebut, peneliti mengambil kesimpulan,
perencanaan  pada  umumnya  adalah  usaha  yang  dilakukan  dengan
sungguh-sungguh merumuskan tindakan untuk masa yang akan datang,
menentukan  tugas-tugas  yang  akan  diemban  oleh  masing-masing
anggota,  merumuskan tujuan,  kebijakan  dan sasaran  secara  luas,  yang
kemudian berkembang pada tahapan penerapan tujuan dan kebijakan itu
dalam  rencana  yang  lebih  rinci  berbentuk  program-program  untuk
dilaksanakan.
      Adapun pola perencanaan yang berlaku umum sebagaimana yang
dikemukakan George R.Terry (2012 : 204), mencakup; 
a) Satisficing, yaitu  menekankan  keadaan  status  quo. Kesalahan-
kesalahan  dan  kekurangan  yang  nyatadalam  suatu  organisasi
dikoreksi.  Pekerjaan  dengan  cara  yang  lazim  dilakukan  tetap
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dipertahankan.  Mempertahankan  (survival) cara  lama  dianggap
penting.
b) Optimizing,  yaitu menekankan usaha untuk mencapai prestasi sebaik
mungkin. 
c) Adaptivizing,  yaitu pola perencanaan menyesuaikan suatu pekerjaan
dengan perubahan-perubahan.
      Perencanaan yang dilakukan dalam suatu organisasi/lembaga akan
mendatangkan  beberapa  keutungan,  antara  lain;  perencanaan
menimbulkan  aktivitas-aktivitas  yang  teratur  dan  bermanfaat,
perencanaan  memberikan  dasar  untuk  pengawasan,  dan  perencanaan
merangsang  prestasi  kerja.  Semua usaha  ditujukan ke  arah  hasil  yang
diinginkan.  Mengefektifkan  usaha  dan  meminimalisir  pekerjaan  atau
kegiatan  yang  tidak  produktif.  Pengawasan  dilakukan  berdasarkan
perencanaan  mengenai  budgeting,  timing,  dan  standar  pelaksanaan
kegiatan.
2).Pengorganisasian (Organizing).
      Setelah  membuat  perencanaan  dan menetapkan  langkah-langkah
ataupun  tugas-tugas  untuk  mencapai  sasaran  organisasi,  fungsi
manajemen selanjutnya adalah mengorganisir orang-orang yang tepat dan
sumber daya lainnya untuk menjalankan perencanaan yang ditetapkan.
Pada  dasarnya,  yang  dimaksud  dengan  Pengorganisasian  (Organizing)
adalah  mendelegasikan  tugas-tugas  yang  telah  ditetapkan  dalam
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perencanaan  kepada  individu  ataupun  kelompok  yang  terdapat  dalam
organsasi yang bersangkutan.
      George R.Terry (2012:23),  mengemukakan definisi
pengorganisasian,  yaitu  tindakan  mengusahakan  hubungan-hubungan
perilaku yang efektif  antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja
sama  secara  efisien  dan  memperoleh  kepuasan  pribadi  dalam  hal
melaksanakan  tugas-tugas  tertentu  dalam  kondisi  lingkungan  tertentu
guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.  Maka Organizing dilakukan
setelah adanya perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan. Tugas
manajer  sesuai  dengan  kewenangannya  adalah  melakukan  organizing
(pengorganisasian).  Manajer  mengatur  dan  mengalokasikan  pekerjaan
pada tingkat operasional dan teknis.
       J.  Winardi  (2014:20),  mengemukakan definisi  pengorganisasian
adalah  memfungsikan  sumber  daya  organisasi,  membagi  pekerjaan
diantara  sumber  daya  dan  membuat  struktur  rencana  kerja  dalam
pencpaian tujuan.  Manajemen perlu menetapkan tugas-tugas yang perlu
dilaksanakan,  siapa  yang harus  melaksanakannya,  dan siapa  saja  akan
mengambil  keputusan-keputusan  tentang  tugas-tugas  tersebut.  Inti
pengorganisasian  adalah  pembagian  kerja  guna mendesain  tugas-tugas
secara  logical. Selain itu juga untuk menjelaskan ekspektasi-ekspektasi
kinerja  individual.  Pembagian  kerja  merupakan  kekuatan  fundamental.
Pembagian  itu  menerangkan  bagaimana  cara  pekerjaan  keorganisasian
harus dilaksanakan. Maka muncullah sebuah organisasi.
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       Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar,
dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas
dasar yang relatif  terus menerus untuk mencapai  suatu tujuan bersama
atau kelompok ( Emron Edison et al,  2016: 49). 
       Samuel  B.Certo  dalam  J.Winardi  (2014  :24),  mengemukakan
pandangan  bahwa  ada  lima  macam  langkah  pokok  di  dalam  proses
pengorganisasian.  Adapun  langkah-langkah  yang  dimaksud  yaitu  (1)
melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran, (2)
menetapkan tugas-tugas pokok, (3) membagi tugas-tugas pokok menjadi
tugas-tugas bagian, (4) mengalokasi sumber-sumber daya dan petunjuk-
petunjuk untuk tugas-tugas bagian tersebut, (5) mengevaluasi  hasil-hasil
dari strategi pengorganisasian yang diimplementasi.
       Pengorganisasian sebagai fungsi kedua dari manajemen, memang tak
kalah pentingnya dengan perencanaan. Pengorganisasian meliputi usaha-
usaha departementalisasi yang merupakan spesialisasi dari segi organisasi
sebagai suatu keseluruhan dan pembagian kerja, yakni spesialisasi para
anggota  organisasi.   Pembagian  kerja  pada  suatu  organisasi
memunculkan  struktur.  Oleh  sebab itu  pengorganisasian  menyebabkan
timbulnya sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi mempermudah
pengawasan manajer di dalam menjalankan organisasi. Pengorganisasian
mengharmoniskan  kelompok  orang-orang  yang  berbeda,
mempertemukan  macam-macam  kepentingan  dan  memanfaatkan
kemampuan-kemampuan  sumber  daya  organisasi.  Pengorganisasian
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dapat menimbulkan efek yang sangat baik atas usaha menggerakkan dan
pengawasan manajerial.
       Pengorganisasian yang baik memperhatikan batas-batas yang jelas,
yang menyatakan siapa saja yang berada di dalamnya dan siapa saja yang
berada di luarnya. Organisasi secara sadar menstruktur aktivitas-aktivitas
anggotanya  dengan  jalan  membagi  tugas-tugas  antara  mereka  dan
mengembangkan sistem untuk mengoordinasi. 
       Emron Edison dkk. (2016 :52), memaparkan batas-batas  dalam
pengorganisasian sebagai berikut :
a) Mendukung tujuan strategis.  Struktur organisasi  disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi, dibuat ramping, efektif dan efisien.
b) Beban  kerja  yang rasional.  Dalam organisasi  harus  ada  pembagian
fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja.
c) Otoritas yang jelas. Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas
agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu
bergantung pada perintah-perintah semata.
d) Adanya uraian pekerjaan dan prosedur. Menyiapkan uraian pekerjaan
agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab.
3).Penggerakan (Actuating).
      Pelaksanaan hasil perencanaan dan pengorganisasian perlu diadakan
tindakan  kegiatan  yang  disebut  actuating  (penggerakan).  Actuating
adalah  salah  satu  fungsi  manajemen  yang fundamental.  Ada beberapa
batasan pengertian actuating yang dikemukakan oleh ahli manajemen.
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      George R.Terry (2012:313), mendefinisikan actuating adalah usaha
untuk  menggerakkan  anggota-anggota  kelompok  sedemikian  rupa
sehingga  mereka  berkeinginan  dan  berusaha  untuk  mencapai  sasaran-
sasaran  organisasi/lembaga.  Mengusahakan  agar  para  anggota  suatu
perusahaan/organisasi bekerja sama secara lebih efisien untuk menyukai
pekerjaan mereka. Mengembangkan skill serta kemampuan mereka dan
menjadi anggota organisasi yang baik.
     Actuating sangat berhubungan dengan sumber daya manusia yang
merupakan  pusat  aktifitas  manajemen.  Penggerakan  pada  hakekatnya
adalah  menggerakkan  orang-orang  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah
ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien.  Manajer  diharapkan  mempunyai
kemampuan untuk memberikan kegairahan, pengertian,  sehingga orang
lain mau mendukung dan bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan
organisasi/lembaga sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.
       Dari  pendapat  tersebut,  dapat  dikemukakan bahwa  fungsi
penggerakan  sangat  penting  bagi  langkah-langkah  manajemen  dalam
merealisasikan segenap tujuan, rencana dan kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk manajer pendidikan luar sekolah
seperti pesantren harus pandai memerankan fungsi penggerakan ini agar
para  anggota  kelompok  yang  dihadapi  mau  bekerja  secara  ikhlas,
berdedikasi  dan penuh tanggung jawab dengan tugas-tugas  yang telah
dipercayakan.  Nampaknya  hal  ini  mengimplikasikan  hakikat  dan
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pentingnya  fungsi  penggerakan  dalam  keseluruhan  proses  kerja
organisasi.
       Individu dalam dunia pendidikan pada dasarnya sudah memiliki
sejumlah dorongan yang terpendam dalam diri. Setiap orang yang terlibat
dalam  suatu  organisasi  pada  kodratnya  mempunyai  dorongan  untuk
membereskan kegiatan dengan baik, mencapai prestasi dan memperoleh
kepuasan  bekerja.  Oleh  karena  itu  sebaiknya  mereka  diberi  tanggung
jawab  tertentu  untuk  mengambil  keputusan  dan  menyelesaikan  satu
pekerjaan dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan.
       Peneliti  berpandangan bahwa  Actuating  adalah  kegiatan  yang
menggerakkan  dan  mengusahakan  agar  para  pekerja  melakukan  tugas
dan kewajibannya.  Para pekerja melaksanakan rencana dalam aktivitas
yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan sesuai
dengan  keahlian  dan  proposinya.  Para  pekerja  selalu  mengadakan
komunikasi,  hubungan  kemanusiaan  yang  baik,  kepemimpinan  yang
efektif,  memberikan  motivasi,  membuat  perintah  dan  instruksi  serta
mengadakan  supervisi,  dengan  meningkatkan  sikap  dan  moral  setiap
anggota kelompok.
       Rasulullah SAW dikenal sebagai pemimpin agama dan Negara.
Rasulullah SAW berhasil menyelesaikan amanah kedua organisasi besar
(agama dan Negara) sekaligus. Kemampuan penggerakan yang dilakukan
Rasulullah  SAW  dimulai  dari  diri  Rasulullah,  keluarganya  dan  para
sahabat dekat beliau. Rasulullah SAW dikenal sebagai uswatun hasanah
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(suri tauladan yang baik) di dalam segala bidang kehidupan manusia saat
itu  dan  yang  akan  datang.  Kemampuan  manajerial  yang  dimiliki
Rasulullah SAW dicontoh para ahli manajemen modern saat ini. Seorang
manajer  mempunyai  kemampuan  untuk  bekerjasama  dengan  secara
harmonis  dan  terarah  dengan  pihak  lain.  Menggerakkan  orang  lain
sebaiknya dimulai menggerakkan diri sendiri  (to become self-actuated).
Telah  ada pada diri  Rasulullah  SAW manajemen  yang baik  (Rohmat,
2015:39).
     Menurut  Haris  (2011:19), penggerakan  yang  dilakukan  manajer
berpegang pada beberapa prinsip, yaitu:
a) Prinsip  mengarah  pada  tujuan.  Manajer  dalam  menjalankan  fungsi
penggerakan, perlu mendapatkan dukungan dari sumber daya lainnya
untuk mencapai tujuan organisasi.
b) Prinsip  keharmonisan  dengan  tujuan.  Para  pekerja  menjalankan
tugasnya searah dengan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi.
c) Prinsip  kesatuan  komando.  Manajer  dan  staff  satu  komando  dalam
pencapaian tujuan.
e).Pengawasan (Controlling).
      George  R.Terry  (2012:395),  mendefinisikan  pengawasan adalah
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja
dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil
pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana .       
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       Pengawasan merupakan aktivitas untuk mengoreksi penyimpangan-
penyimpangan  terhadap  rencana  yang  telah  dirumuskan.  Fungsi
pengawasan  adalah  untuk  meminimalisasi  kegagalan-kegagalan  dalam
pelaksanaan  rencana  serta  pelaksanaan  petunjuk-petunjuk  yang  tidak
efektif  serta  tujuan  yang  tidak  bisa  tercapai. Sebagaimana  pandangan
Saefullah, pengawasan (controlling) adalah meneliti dan mengawasi agar
semua tugas dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan
yang  ada  atau  sesuai  dengan  deskripsi  kerja  masing-masing  personal
(Saefullah, 2014 :38).
       Di  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  ini,  perlu  adanya
langkah-langkah pengawasan. Langkah-langkah pengawasan antara lain;
memeriksa,  mengecek,  mencocokkan,  menginspeksi,  mengendalikan,
mengatur,  dan  mencegah  sebelum  terjadi  kegagalan.  Oleh  karena  itu
Rohmat memandang hakekat  pengawasan yang baik adalah aktualisasi
fungsi-fungsi  manajemen  yang  sedang  dan  telah  dilaksanakan,  baik
sebagian maupun keseluruhan  (Rohmat, 2012: 20).
       Islam memandang pengawasan sebagai upaya terwujudnya sikap
ihsan dalam  perilaku  hidup.  Ihsan merupakan  sikap  tertinggi  dalam
perilaku.  Bersikap  ihsan seolah  olah  perilaku  dan  ibadah  seseorang
melihat Allah SWT. Bila tidak bisa milihatnya,  maka bersikap seolah-
olah Allah SWT melihatmu. Kesadaran seseorang terhadap  controlling
(pengawasan)  Allah  SWT  ini  akan  mendorong  seorang  Muslim
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melakukan muhasabah (perhitungan, evaluasi) terhadap amal perbuatan,
perilaku dan kegiatannya sehari-hari  (Yunahar Ilyas,  2015 : 56).
      Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa controlling sebagai
fungsi manajemen adalah aktifitas untuk meneliti dan mengetahui hasil
sampai  dimana  pelaksanaan  yang  telah  dilakukan  dalam  proses
keseluruhan  organisasi  sudahkah  mencapai  tujuan  yang  direncanakan.
Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  unsur  pimpinan  ataupun  anggota,
memerlukan  evaluasi.  Dengan  mengetahui  kekurangan  maupun
kesalahan  sehingga  perbaikan  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan
mudah, dan dapat dengan mudah dicari pemecahannya.
     Adapun  tujuan  dari  pengawasan  antara  lain  sebagaimana
dikemukakan Rohmat (2012 : 22),  adalah:
a) Pengukuran  kepatuhan  terhadap  kebijakan,  rencana,  prosedur,
peraturan dan hukum yang berlaku dalam suatu organisasi.
b) Menjaga sumber daya yang dimiiki organisasi.
c) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
d) Dipercayainya  informasi  dan  keterpaduan  informasi  di  dalam
organisasi.
e) Kinerja  sedang  berlangsung,  kemudian  kemudian  membandingkan
kinerja actual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan,
kemudian mencari solusi.
c. Hakikat manajemen
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        Manajemen dipergunakan untuk memperbaiki kualitas dalam hidup
manusia, baik kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Sekelompok
orang yang mempunyai  tujuan yang sama dalam organisasi  perlu adanya
manajemen. Sehingga tujuan yang dihasilkan bisa optimal dan berkualitas. 
        Drucker  dalam Rohmat (2014 :  25),  memandang bahwa praktek
manajemen memiliki beberapa prinsip dasar yang mengadung hakikat. (1)
manajemen  adalah  soal  manusia.  Manusia  mempunyai  pandangan  yang
berbeda. Manajemen membuat yang berbeda menjadi relevan. Kelemahan
menjadi  kekuatan.  Hal ini  menjadi  alasan dari  keberadaan organisasi.  (2)
manajemen  terkait  dengan  integrasi  dari  beragam orang  untuk  mencapai
tujuan yang sama.  (3)  organisasi  apapun bentuknya  selalu  membutuhkan
komitmen  tertentu  untuk  tujuan  bersama  (common  gool).  (4)  praktisi
manajemen  mampu  membawa  organisasi  untuk  berkembang  dan
menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Ia perlu mampu membaca
situasi,  dan  memanfaatkan  semua  peluang  yang  mungkin  diraih.  (5)
organisasi  terdiri  dari  beragam  orang  dengan  beragam  pengetahuan  dan
keterampilan.  Mereka  melakukan  pekerjaan  yang  berbeda-beda  sesuai
dengan kemampuannya.  (6)  kriteria  dalam melakukan  penilaian  beragam
dan berkembang sesuai dengan perubahan situasi. (7) daya guna dan hasil
suatu organisasi terletak di luar organisasi itu sendiri.
        Selanjutnya Rohmat (2014:28), berpendapat hakikat manajemen adalah
berkenaan  dengan  tindakan  terprogram,  terimplementasi,  terawasi,  dan
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dinilai  dalam  pencapaian  tujuan  baik  pada  institusi  maupun  organisasi
makro sampai pada khas.
        d.   Program 
  Kegiatan MGMP Fikih dilaksanakan dengan prinsip dari guru, oleh
guru,  dan  untuk  guru,  sehingga  dengan  prinsip  ini  guru  dapat
mengembangkan  pengetahuan  dan  ketrampilannya,  terutama  dalam
meningkatkan mata pembelajaran yang bermuara pada hasil pembelajaran
yang optimal.
 Pengurus  MGMP Fikih di tingkat MTs  periode 2014 – 2018 bekerja
untuk  memulihkan  kondisi  organisasi  yang  sebelumnya  mengalami
kevakuman  dengan  berbagai  upaya  konsolidasi  dan  pengembangan
program.  Adapun  jenis  program MGMP  Fikih  yang  dikembangkan
berpedoman pada Rumusan Koordinasi Kegiatan Organisasi Penunjang dari
K3M sebagai berikut :
a) Rapat kerja dan pertemuan rutin dua bulan sekali tingkat kabupaten.
b) Peningkatan  kompetensi  guru  fikih  yang  meliputi  kompetensi
profeional, pedagogik, kepribadian dan sosial serta kepemimpinan.
c) Kegiatan yang termasuk dalam upaya pengembangan kemampuan
dan  ketrampilan  guru  dalam  rangka  meningkatkan  mutu
pembelajaran diantaranay: diskusi isi kurikulum, menyusun disain
pembelajaran,  diskusi  materi  pelajaran,  strategi  pembelajaran  dan
penilaian serta workshop kurikulum 13 (kurtilas).
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d) Kegiatan  studi  banding  dengan  kelompok  MGMP  mapel  lain
diantaranya Quran Hadis,  SKI dan Aqidah Akhlak di  Kabupaten
Klaten.
e) Kegiatan peningkatan mutu SDM dan memperluas wawasan antara
lain:  mengikuti  seminar  dan  studi  banding,  menyelenggarakan
pelatihan  untuk  meningkatkan  ketrampilan  yang  membantu  para
guru dalam mengaplikasikan media pembelajaran.
   MGMP Fikih di tingkat MTs terbentuk dengan berdasarkan AD/ART
yang  memuat   sekurang-kurangnya  Nama,  dasar,  Tujuan,  Tempat,
Kepengurusan, Keanggotaan, Program, dan Tata tertib Organisasi. 
  MGMP Fikih di tingkat MTs Klaten adalah suatu forum atau wadah
kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis ditingkat sanggar ataupun
di tiap-tiap sekolah yang terdiri dari dua unsur pokok yaitu musyawarah dan
guru mata pelajaran fikih ( hasil wawancara dengan ketua MGMP Fikih,
Sugeng Widodo, S.Ag).
Sedangkan dasar terbentuknya MGMP Fikih :
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
d) Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  3  Tahun  2006  tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
33
e) Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  16  Tahun  2007
tantang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
f)    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007
tantang Pendidikian Agama dan Pendidikan Keagamaan.
g) Surat Edaran Bersama Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor
1/01/ED/1444/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan MGMP.
Program  MGMP  Fikih  disusun  dan  dikembangkan  dengan
memperhatikan masalah, tantangan , kebutuhan, kemampuan kebijakan dan
kondisi wilayah, progrma yang dikembangkan sekurang-kurangnya meliputi
yaitu: 
a) Peningkatan  kompetensi  guru  fikih  yang  meliputi  :  1)
profesional,  2)  pedagogik,  3)  kepribadian,  4)  sosial  dan  5)
kepemimpinan.
b) Pembinaan  karir  dan  prestasi  kerja  guru  fikih,  baik  unsur
pengembangan  diri  maupin  pengembangan  profesi  yang
meliputi : 1) Pelaksanaan kegiatan karya tulis, 2) Membuat alat
peraga/  pelajaran  /  alat  bimbingan,  3)  Mengikuti  kegiatan
pengembangan kurikulum. 
e.  Musyawarah guru
1. Pengertian musyawarah
      Musyawarah  menurut  bahasa  berasal  dari  bahasa  Arab  syawara
berarti  meminta  pendapat,  meminta  nasehat  atau  petunjuk.  Sedangkan
menurut  istilah  musyawarah  berarti  berkumpul  untuk  membicarakan
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suatu  perkara  agar  masing-masing  meminta  pendapat  yang  lain  dan
mengeluarkan  apa  saja  yang  ada  dalam  dirinya.  Musyawarah  adalah
mengeluarkan  pendapat  dengan  mengembalikan  sebagiannya  pada
sebagian  yang lain,  yakni  menimbang  satu  pendapat  dengan pendapat
yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati.
      Musyawarah adalah bentuk masdar dari kata kerja syawara yang dari
jenisnya termasuk kata kerja mufa’alah (perbuatan yang dilakukan timbal
balik),  maka musyawarah haruslah bersifat  dialogis,  bukan monologis.
Semua anggota musyawarah bebas mengemukakan pendapatnya. Dengan
kebebasan dialog itulah diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat
yang  dikemukakan,  sehingga  keputusan  yang  dihasilkan  tidak  lagi
mengandung kelemahan  (Yunahar Ilyas, 2015: 229).
     Selanjutnya menurut Quraish Shihab kata musyawarah pada mulanya
bermakna  dasar  mengeluarkan  madu  dari  sarang  lebah.  Makna  ini
kemudian  berkembang  sehingga  mencakup  segala  sesuatu  yang  dapat
diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata ini pada
dasarnya  hanya  digunakan  untuk  hal-hal  yang  baik,  sejalan  dengan
makna dasar , (Kementerian Agama RI, 2012: 41).
        Di  dalam ilmu  manajemen  perkantoran  modern,  musyawarah
dikenal  dengan  istilah  rapat.  Rapat  diartikan  pertemuan  orang-orang,
suatu sidang yakni kumpulan orang-orang terutama untuk membahas atau
memutuskan persoalan-persoalan. The Liang Gie merumuskan rapat ialah
pertemuan  antara  para  anggota  di  lingkungan  organisasi  sendiri  untuk
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merundingkan  atau  menyelesaikan  suatu  masalah  yang  menyangkut
kepentingan bersama (Soetrisno dan Barisma Renaldi , 2009: 105).
      Dari pemaparan para ahli di atas, peneliti menyimpulkan pengertian
musyawarah  berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  pertemuan  orang-
orang  dalam  suatu  organisasi  tertentu,  saling  bertukar  pendapat
(dialogis),  membicarakan  masalah-masalah  dan  memutuskan
permasalahan yang terjadi dalam organisasi.
2. Urgensi musyawarah
       Urgensi  musyawarah  dalam  organisasi  telah  banyak  diakui.
Musyawarah  digunakan  sebagai  ukuran  untuk  menilai  baik  tidaknya
usaha  kerja  sama  dalam  organisasi.  Dengan  musyawarah  orang  bisa
menilai suatu organisasi berjalan dengan baik atau tidak. Organisai tanpa
musyawarah  dinilai  orang  sebagai  organisasi  yang  jelek.  Pimpinan
disebutnya  sebagai  diktator,  aristokrat,  feodal  bahkan  sampai  pada
sebutan  paling  ekstrim  anti  demokrasi,  tidak  reformis  yang  intinya
cenderung untuk mengatakan tidak ada hak berunding.
      Organisasi  kecil  (rumah  tangga)  sampai  dengan  organisasi  besar
(Negara) yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan dan
kesuksesan bagi keluarga maupun masyarakat, tetap memegang prinsip
musyawarah ini. Lembaga permusyawarahan tingkat desa sampai tingkat
pemerintah pusat memegang prinsip musyawarah sebagai sarana dialog
dan mencari jalan keluar berbagai persoalan.
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       Islam menamakan salah satu surat al-Qur’an dengan  asy-Syuura,
yang  terkandung  didalamnya  sifat  orang-orang  beriman.  Diantaranya
segala  urusan  mereka  diputuskan  berdasarkan  musyawarah  di  antara
mereka.  Ayat  yang  menunjukkan  pentingnya  musyawarah  di  dalam
kehidupan  orang-orang  beriman  adalah  QS.  asy-Syuura ayat  37-38
sebagai berikut:
       
        
       
Artinya  :“Dan (bagi)  orang-orang yang menjauhi  dosa-dosa besar  dan
perbuatan- perbuatan keji,  dan apabila mereka marah mereka memberi
maaf.  Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan
Tuhannya  dan  mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian
dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. ( Kementerian RI, 2012:
699).
      Berdasar ayat diatas, musyawarah sebagai sarana komunikasi antara
anggota  suatu  organisasi.  Miftah  Thoha  menjelaskan,  komunikasi
merupakan  kekuatan  utama  dalam  suatu  organisasi.  Salah  satu  unsur
pokok  organisasi  adalah  komunikasi.  Komunikasi  terjadi  di  dalam
musyawarah.  Musyawarah  membuat  dinamis  suatu  sistem  kerja  sama
dalam organisasi dan menghubungkan tujuan organisasi pada partisipasi
orang-orang yang ada di dalamnya  (Miftah Thoha,  2014:169).
      Peneliti berpendapat bahwa musyawarah dilakukan suatu organisasi
sebagai  sarana  komunikasi  antara  anggota,  berdialog  dalam  berbagai
persoalan yang berkembang serta mencari solusinya.
3. Tujuan musyawarah
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      Tujuan musyawarah selain melaksanakan perintah Allah SWT agar
dan sebagaimana dituntunkan Rasulullah SAW yang diikuti para sahabat,
dapat  dikemukakan  tujuannya  yaitu;  (1) untuk menyalurkan  berbagai
aspirasi masyarakat sebagai hak mereka dalam mengeluarkan pendapat
masing-masing,  (2) untuk  mewadahi  masyarakat  dalam  menyalurkan
pendapat,  ide  atau  gagasan  untuk  kemaslahatan  bersama,  (3) untuk
kepentingan atau kemslahatan umum, (4) untuk terhindar dari keputusan
penguasa secara sewenang-wenang /absolut, (5) untuk mendidik semua
elemen  masyarakat  dan  berperan  serta  dalam  kehidupan  bernegara  /
berorganisasi, (6) untuk menanamkan rasa persaudaraan yang dilandasi
keimanan kepada Allah SWT, (7) untuk menemukan jalan keluar terbaik
dari  berbagai  persoalan,  (8) mencegah  lahirnya  keputusan  yang
merugikan kepentingan umum / rakyat. 
4. Hakikat musyawarah
       Hakikat musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan
dan  derajat  manusia,  kebebasan  berpendapat  dan  hak  kritik  serta
pengakuan  terhadap  kemanusiaan  itu  sendiri.  Dengan  musyawarah
ditemukan  cara  untuk  mempersatukan  manusia,  mempersatukan
golongan-golongan  dengan  berbagai  atribut  di  tengah-tengah
bergejolaknya problema umum. Dengan musyawarah pula dikembangkan
tukar pikiran dan pendapat  (Muhammad Hanafi, 2013: 228).
       Musyawarah sebagai  perwujudan dari  sambung  (bahasa  jawa).
Dengan sambung seseorang menyampaikan pikiran dan perasaan kepada
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orang  lain.  Pikiran  berupa  informasi,  gagasan,  opini,  catatan,
rekomendasi yang muncul dari pikirannya sendiri.  Sambung  merupakan
salah  satu  bentuk  akhlakul  karimah  (Rohmat,  2015:29).   Sambung
berarti  komunikasi.  Komunikasi  bisa  terjadi  disaat  bermusyawarah.
Sambung  roso (bahasa  jawa)  yang  berarti  menyampaikan  perasaan
tentang  sesuatu  yang  dialami  baik  face  to  face maupun  berkelompok
dalam satu organisasi dalam suatu musyawarah.
      Musyawarah  sebagai  sistem  penyusunan  hukum  merupakan  cara
untuk  mengetahui, menghimpun dan  menyambungkan kebenaran
pendapat-pendapat melalui diskusi ilmiah. Cara seperti ini memberikan
peluang  besar  bagi  para  peserta  untuk  berdialog  dengan  landasan
argumentasi  ilmiah.  Seterusnya  musyawarah  dapat  dipahami  sebagai
solusi  dan pemecahan semua masalah atau  urusan yang dihadapi  oleh
manusia, karena dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluar
yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.
5. Sikap bermusyawarah
      Bermusyawarah sebagai  sarana komunikasi  organisasi  dilakukan
dengan  sikap-sikap  yang  baik.  Perlu  adanya  etika  atau  sikap  baik  di
dalam  bermusyawarah.  Di  antara  sikap  bermusyawarah  sebagaimana
dijelaskan di dalam QS. ali-Imran ayat 159 sebagai berikut;
           
        
           
    
Artinya:  “Maka  berkat  rahmat  Allah   engakau  (Muhammad)  berlaku
lemah  lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  engkau  bersikap  keras  dan
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu
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maafkanlah  mereka  dan  mohonkanlah  ampunan  untuk  mereka,  dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila
engkau  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertwakkallah  kepada  Allah.
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Kementerian Agama
RI, 2012: 90).
     Sikap  bermusyawarah  sebagaimana  dijelaskan  dalam  ayat  di  atas
antara lain:
a) Lemah lembut. Pimpinan dan anggota musyawarah menghindari kata
yang kasar serta sikap keras kepala.
b) Pemaaf.  Bermusyawarah  menyiapkan  mental  untuk  selalu  bersedia
memberi maaf.
c) Mohon  ampunan  Allah  SWT.  Anggota  musyawarah  memohon
ampunan kepada Allah SWT baik untuk dirinya sendiri maupun untuk
anggota musyawarah lainnya.
       Muhammad Hanafi (2013 : 232), memberikan beberapa pandangan
hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  saat  bermusyawarah  yaitu;  Pertama,
keridhaan atau kemauan untuk kebaikan bersama yang tidak bertentang
dengan  perintah  Allah  Swt.  Kedua,  hati  yang  lemah  lembut  (bersih)
lawan dari berhati keras. Prinsip ini haruslah ada, hati yang lemah lembut
yaitu  yang tidak menaruh kedengkian dan kebencian antara satu sama
lainnya, dalam musyawarah perilaku ini akan terlihat pada saat berbicara
atau  menyampaikan  pendapat  atau  sebuah  gagasan.  Oleh  karenanya
apabila  musyawarah  dilaksanakan  tidak  berdasarkan  hati  yang  lemah
lembut (bersih) sebagai rahmat dari Allah Swt, maka mustahil akan dapat
terjadi kemufakatan. Ketiga, saling memaafkan dan memohonkan ampun
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kepada Allah Swt. Karena di dalam musyawarah pasti akan sering terjadi
perbedaan  pendapat  mengenai  suatu  pembahasannya,  maka  antara
sesama  anggota  yang  terlibat  didalam  musyarawah  apabila  ada  yang
merasa tesinggung akibat ucapan maupun pemikiran, maka mestilah siap
untuk  saling  memaafkan  dan  memohonkan  ampun kepada  Allah  Swt.
Keempat,  mematuhi  perintah  Allah  Swt  dan  mendirikan  sholat.
Berdasarkan prinsip yang keempat ini menunjukan bahwa dalam praktik
musyawarah  untuk  mengambil  suatu  keputusan  harus  didasarkan  atau
tidak boleh bertentang dengan perintah Allah Swt. Makanya, orang-orang
yang bermusyawarah dalam menetapkan suatu aturan atau hukum untuk
kehidupan  bersama harus  senantiasa  didasarkan kepada hukum-hukum
Allah  Swt.  Kelima,  mufakat.  Segala  keputusan  yang  akan  ditetapkan
dalam  suatu  permusyawaratan  harus  merupakan  kemufakatan  dari
seluruh anggota yang terlibat di dalam musyawarah.
f. Profesionalisme 
Profesionalisme berasal dari istilah professional yang dasar katanya
adalah profesi  (profession).  Untuk itu ada baiknya penulis  kemukakan
terlebih dahulu istilah profesional. Profesional berarti persyaratan yang
memadai sebagai suatu profesi  (Abin Syamsuddin, 1996:48). Selain itu
pengertian profesional menurut Tilaar (1999:52), bermakna: (1) sesuatu
yang bersangkutan dengan profesi,  (2) memerlukan kepandaian khusus
untuk  menjalankannya,  (3)  mengharuskan  adanya  pembayaran  untuk
melaku-kannya (lawan amatir). Menurut Dedi Supriyadi (1998:95), dan
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Sudarwan  Danim (2002:22), kata  professional  merujuk  pada  dua  hal:
Pertama, adalah orang yang menyandang  profesi, orang yang biasanya
melakukan pekerjaan  secara otonom dan dia  mengabdi  diri  pada pada
pengguna  jasa  disertai  rasa  tanggung  jawab  atas  kemampuan
profesionalnya,  atau  penampilan  seseorang  yang  sesuai  dengan  keten-
tuan profesi.  Kedua, adalah kinerja  atau performance seseorang dalam
melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi,
kinerja  itu  dimuati  unsur-unsur  kiat  atau  seni  (art)  yang  menjadi  ciri
tampilan professional seorang penyandang profesi.
  Menurut S. Prayudi A. (1979:21), istilah profesional dapat diartikan
pula sebagai: “usaha untuk menjalankan salah satu profesi berdasarkan
keahlian  dan  keterampilan  yang  dimiliki  seseorang  dan  berdasarkan
profesi  itulah  seseorang  mendapatkan  suatu  imbalan  pembayaran
berdasarkan standar profesinya.” Sedangkan kata profesi dapat diketahui
dari tiga sumber makna, yaitu makna etimology, makna terminology, dan
makna  sociology.  Secara  etimologi,  profesi  berasal  dari  istilah  bahasa
Inggris  profession atau bahasa Latin  profecus,  yang artinya mengakui,
pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan
tertentu.  Secara  terminology,  profesi  dapat  diartikan  sebagai  suatu
pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang
ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan
mental  disini  menurut  Sudarwan  Danim  (2002:21), adalah:  “adanya
persyaratan  pengetahuan  teoritis  sebagai  instrument  untuk  melakukan
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perbuatan praktis.” Merujuk pada definisi ini, pekerjaan-pekerjaan yang
menuntut  keterampilan  manual  atau  fisikal,  meskipun  levelnya  tinggi,
tidak digolongkan dalam profesi. 
  Secara  sosiologi,  Vollmer  dan  Mills  dalam  Abin  Syamsuddin
(1996:47), mempersepsikan bahwa profesi itu hanyalah merupakan jenis
model atau tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitanya bukanlah
hal yang mudah untuk mewujudkannya.” Namun tetap bisa diwujudkan,
bila  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh.  Dedi  Supriadi  (1998:95),
menyatakan bahwa “profesi  menunjukkan suatu pekerjaan atau jabatan
yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi
tersebut.”  Parelius and Parelius dalam Wuradji  (1988:50), memberikan
batasan tentang pekerjaan profesi itu menuntut adanya spesialisasi secara
menjurus  (highly specialized),  dilandasi  oleh pengetahuan-pengetahuan
yang khusus (esoteric knowledge), dilandasi oleh pendidikan yang tinggi
dengan program-program pendidikan dan latihan  yang matang. Secara
ideologi  pekerjaan  profesi  menekankan  pada  tanggung  jawab  dan
pelayanan tertentu, dari sekedar pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan
keuntungan  pribadi.  Ada  kode  etik  yang  memberikan  pertimbangan-
pertimbangan secara otomatis dalam membedakan pekerjaan mana yang
tergolong pekerjaan  profesi  dan mana yang bukan,  serta  diantara  para
praktisi  professional  diikat  dalam  suatu  organisasi  profesi  dengan
cakupan  yang  luas. Rumusan  yang  singkat  dan  sederhana  ini
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mengandung sejumlah makna yang masih perlu dikaji lebih lanjut agar
dapat dipahami keseluruhan definisi profesi. 
  Menurut Oemar Hamalik (2006:2),  ada beberapa komponen yang
terkandung dalam definisi profesi, yaitu: (1) pernyataan atau janji yang
terbuka, (2) mengandung unsur pengabdian, dan (3) suatu jabatan atau
pekerjaan.  Blackington  (1968:26), dalam  Oemar  Hamalik  (2006:3),
menyatakan a profession may defined most simply as a vacation which is
organized, incompletely, no doubt, but genuinely, for the performance of
function.
  Menurut Peter Jarvis (1992:28);  Sudarwan Danim (2002:23);  dan
Nina Syam (2002:13), terdapat tujuh tahapan menuju status professional
yang  dapat  penulis  ungkapkan,  sebagai  berikut:  Pertama,  penentuan
spesialisasi  bidang  pekerjaan  sesuai  dengan  pengetahuan  khusus  dan
keterampilan  untuk  menerapkan  pengetahuan  khusus  tersebut  yang
dimiliki oleh seseorang; Kedua, penentuan tenaga ahli yang memenuhi
persyaratan  untuk  menjalankan  pekerjaan  sesuai  dengan  pengetahuan
khusus yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya;
Ketiga,  penentuan pedoman kerja  sebagai  landasan kerja  yang disebut
juga  sebagai  standar  perilaku  tenaga  kerja  dalam  menjalankan
pekerjaannya  atau  keahliannya.  Pedoman  kerja  tersebut  disebut  juga
sebagai etika kerja; keempat, peningkatan kreativitas kerja sebagai usaha
untuk  menciptakan  sesuatu  yang  lebih  baik  bagi  profesi  itu  sendiri
maupun  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanannya;  Kelima,
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penentuan tanggung jawab kerja bagi professional  dalam menjalankan
pekerjaannya;  Keenam,  pembentukan  organisasi  kerja  untuk  mengatur
tenaga kerja yang terdapat dalam organisasi tersebut; Ketujuh, memberi-
kan pelayanan yang ketat dan penilaian dari masyarakat pengguna jasa
profesi  untuk  menentukan  pelayanan  kerja  sebagai  pelayanan  yang
profesional.
   Dari  definisi  yang  telah  dikemukakan  tersebut,  penulis
menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian profesi adalah
suatu  jenis  pekerjaan  yang  bukan  dilakukan  dengan  mengandalkan
kekuatan fisik, namun menuntut pendidikan yang tinggi bagi orang-orang
yang  memasukinya  serta  mendapat  pengakuan  dari  orang  lain.   Jenis
pekerjaan seperti yang telah digambarkan di atas salah satu diantaranya
adalah  jabatan  guru.  Pada  hakekatnya  guru  merupakan  profesi  tenaga
akademik pada lembaga pendidikan tingkat sekolah. Guru adalah salah
satu  sumber daya  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan  organisasi
pendidikan.  Untuk  mencapai  hasil  pendidikan  sebagai  mana  yang
diharapkan, diperlukan kegiatan manajemen sumber daya manusia.
g. Guru
       Menurut KBBI (1995:330), guru adalah orang yang pekerjaannya
(mata  pencahariannya,  profesinya)  mengajar.  Guru  kencing  berdiri,
murid  kencing  berlari,  maksudnya  adalah  kelakuan  murid  selalu
mencontoh guru. Rohmat (2012:110), menjelaskan guru itu  digugu lan
ditiru bukan  wagu tur  kuru (bahasa  jawa)  artinya  guru  diikuti  karena
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ilmu bukan kurus karena anomali Rohmat. Untuk disebut sebagai guru,
karena memiliki keterujian master of learning (penguasaan materi/ilmu),
skill (keterampilan),  sebagai contoh,  network (jaringan),  social (sosial)
dan spriritualitasnya  yang  inhern dalam dirinya.  Selain itu,  guru perlu
mempunyai kompetensi-kompetensi. 
        Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan
Dosen, mendefinisikan guru adalah pendidik professional dengan tugas
utama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional mendefinisikan guru dengan pendidik.
        Guru  merupakan  orang  pertama  yang  memperkenalkan  ilmu
pengetahuan dengan pembelajarannya,  baik di sekolah maupun di luar
sekolah. Di sekolah/ madrasah, guru sebagai pendidik pengganti orang
tua. Sehingga apa yang dilakukan guru akan ditiru oleh anak didiknya.
Guru dianggap sebagai orang yang paling tahu bahkan dianggap sebagai
orang yang paling benar dalam berbagai  hal.  Namun demikian,  bukan
berarti  guru  tidak  memiliki  problematika.  Faktanya  tidak  sedikit  guru
memiliki  problematika  yang  berkenaan  dengan  dirinya  maupun
lingkungannya.  Kemunculan  guru  yang  tidak  memiliki  kemampuan
dalam metode mengajar berakibat pembelajaran menjenuhkan  (Dahlan
R, 2016: 41).
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       Oleh sebab itu guru perlu memiliki standar profesionalismei tertentu,
yang mencakup tanggung jawab,  wibawa,  mandiri,  dan  disiplin.  Guru
bertanggung jawab adalah guru perlu mengetahui, serta memahami niai,
norma moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai
dengan  nilai  dan  norma  tersebut.  Guru  bertanggung  jawab  terhadap
segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan
bermasyarakat.
       Seorang guru perlu memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai
spiritual, emosional, moral, sosil, dan intelektual dalam pribadinya. Guru
juga  perlu  mampu mengambil  keputusan secara  mandiri,  terutaa  yang
berkaitan  dengan  pembelajaran  dan  pembentukan  kompetensi,  serta
bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik, dan lngkungan. Seterusnya
guru perlu mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten,
atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan
para peserta didik di sekolah, terutama dalam pembelajaran  (E.Mulyasa,
2013 :37).
        Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud guru pada penelitian ini
adalah  guru  yang  melaksanakan  fungsinya  di  madrasah  secara
professional dan memiliki tugas utamanya yaitu mengajar, mengarahkan,
mendidik, membimbing, mengevaluasi, melatih serta juga menilai siswa.
Dalam pengertian ini terkandung suatu konsep bahwa guru professional
yang bekerja  melaksanakan fungsi  dan tujuan sekolah/madrasah.  Guru
47
professional  yaitu  guru  yang  memiliki  kompetensi-kompetensi  dalam
melaksanakan tugasnya, yaitu diantaranaya ;
1.  Kompetensi guru
       Kompetensi  mempunyai  banyak  makna.  Charles  (1994:14),
mengemukakan  bahwa  kompetensi  merupakan  perilaku  yang
rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi
yang diharapkan.  E.Mulyasa (2013: 25), memandang, kompetensi
mengacu kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh
melalui pendidikan. Kompetensi guru menunjuk kepada performen
dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi  tertentu di
dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan.   
        Menurut  Wibowo, kompetensi  adalah  tingkat  keterampilan,
pengetahuan, dan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu
dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dalam suatu
organisasi.  Kompetensi  mempunyai  beberapa  elemen,  yaitu  terdiri
dari  pengetahuan  (knowledge),  keterampilan  (skill), dan  perilaku
(personal  attributes). Kompetensi  adalah  kemampuan  perorangan
untuk melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja dengan memenuhi
standar (Wibowo, 2016: 172).
         Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2005
Tentang  Guru  Dan  Dosen,  kompetensi  adalah  seperangkat
pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku  yang  harus  dimiliki,
dihayati,  dan  dikuasai  oleh  guru  atau  dosen  dalam melaksanakan
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tugas keprofesionalannya. Untuk itu kompetensi sangat dibutuhkan
SDM agar sukses dalam pekerjaanya. 
         Mc.Clelland dalam Sedarmayanti (2016 :150), berpandangan
setelah mengadakan penelitian tentang penyebab orang sukses. Mc.
Clelland  mengatakan  kompetensi  keterampilan  dan  pengetahuan
memiliki  peran  penting  dalam keberhasilan  seseorang.  Sedangkan
kompetensi yang jauh lebih berperan adalah peran sosial, citra diri,
sifat/ciri,  dan  motif.  Kompetensi  digambarkan  seperti  gunung  es.
Kompetensi  pengetahuan dan keterampilan  membentuk puncaknya
yang  berada  di  atas  air.  Bagian  di  bawahnya  tidak  terlihat  mata,
tetapi  menjadi  pondasi  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  bentuk
bagian yang ada di atasnya. 
         Demikian  pula  seorang  pembelajar.  Pembelajar  perlu
mempunyai  kompetensi  untuk  mencapai  kesuksesan  dalam
pembelajaran.  Pembelajar  mengajar  bukan  untuk  menghabiskan
pesan  kurikulum.  Pembelajaran  bukan  proses  transfer  materi
kurikulum  semata.  Belajar  itu  sendiri  bukan  menyerap  materi
pelajaran, melainkan juga menimbulkan perilaku belajar. Pembelajar
perlu  mengedepankan  transfer  nilai-nilai  kehidupan  yang  sinergi
dengan pesan pembelajaran.  Untuk menimbulkan perilaku dan nilai
nilai  pebelajar,  maka  pembelajar  perlu  memiliki  kompetensi
(Rohmat, 2012: 83).
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         Dengan  demikian,  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  setiap
pembelajar  akan  menunjukkan  kualitas  si  pembelajar  dalam
mengajar.  Kompetensi  tersebut  akan  terwujud  dalam  bentuk
penguasaan  pengetahuan  dan  profesional  dalam  menjalankan
fungsinya  sebagai  pembelajar.  Artinya  seorang  guru  tidak  hanya
pintar tapi juga pandai mentransferkan ilmunya kepada peserta didik.
Dapat dipahami bahwa kompetensi guru adalah suatu ukuran yang
ditetapkan  atau  dipersyaratkan  dalam  bentuk  penguasaan
pengetahuan dan berperilaku (Abdul Majid, 2013 :6). 
        Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru antara lain ;
a.   Kompetensi Pedagogik
           kompetensi seorang pendidik sebagaimana tertuang di dalam
PP.  Nomor  16  Tahun  2007  Tentang  Standar  Kualifikasi  Dan
Kompetensi  meliputi;  kompetensi  pedagogik,  kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.  Dengan
uraian  dari keempat kompetensi tersebut adalah (1) yang dimaksud
dengan  kompetensi  pedagogik  adalah  kemampuan  mengelola
pembelajaran  peserta  didik  yang  meliputi   pemahaman  terhadap
peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi
hasil  belajar,  dan  pengembangan  peserta  didik  untuk
mengaktualisasikan  berbagai  potensi  yang  dimilikinya,  (2)  yang
dimaksud  dengan  kompetensi  kepribadian  adalah  kemampuan
kepribadian  yang  mantap,  stabil,  dewasa,  arif  dan  berwibawa,
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menjadi  teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia,  (3) yang
dimaksud  dengan  kompetensi  profesional  adalah  kemampuan
menguasai  materi  pembelajaran  secara  luas  dan  mendalam  yang
memungkinkannya  membimbing  peserta  didik  memenuhi  standar
kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan, (4)
yang  dimaksud  dengan  kompetensi  sosial  adalah  kemampuan
pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan
bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orang tua/wali  peserta didik, dan masyarakat sekitar
(PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan
2006). 
     Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen  dikemukakan  kompetensi  pedagogik  adalah  “kemampuan
mengelola  pembelajaran  peserta  didik”.  Depdiknas  (2004:9),
menyebut  kompetensi  ini  dengan  “kompetensi  pengelolaan
pembelajaran.  Kompetensi  ini  dapat  dilihat  dari  kemampuan
merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan
interaksi atau mengelola proses belajar mengajar,  dan kemampuan
melakukan penilaian.
 Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan sebagai berikut ;
1). Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran
         Menurut Joni (1984:12), kemampuan merencanakan program
belajar  mengajar  mencakup  kemampuan:  (1)  merencanakan
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pengorganisasian  bahan-bahan  pengajaran,  (2)  merencanakan
pengelolaan  kegiatan  belajar  mengajar,  (3)  merencanakan
pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan sumber
pengajaran;  dan  (5)  merencanakan  penilaian  prestasi  siswa  untuk
kepentingan  pengajaran. Depdiknas  (2004:9)  mengemukakan
kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi  (1) mampu
mendeskripsikan  tujuan,  (2)  mampu  memilih  materi,  (3)  mampu
mengorganisir  materi,  (4)  mampu  menentukan  metode/strategi
pembelajaran,  (5)  mampu  menentukan  sumber  belajar/media/alat
peraga pembelajaran, (6) mampu menyusun perangkat penilaian, (7)
mampu  menentukan  teknik  penilaian,  dan  (8)  mampu
mengalokasikan waktu. 
          Berdasarkan uraian tersebut, merencanakan program belajar
mengajar  merupakan proyeksi guru mengenai  kegiatan yang harus
dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup:
merumuskan  tujuan,  menguraikan  deskripsi  satuan  bahasan,
merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan
sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan.
2). Kompetensi Melaksanakan Proses Belajar Mengajar
         Melaksanakan  proses  belajar  mengajar  merupakan  tahap
pelaksanaan  program  yang  telah  disusun.  Dalam  kegiatan  ini
kemampuan yang di tuntut adalah keaktifan guru menciptakan dan
menumbuhkan kegiatan  siswa belajar  sesuai  dengan rencana yang
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telah  disusun.  Guru  harus  dapat  mengambil  keputusan  atas  dasar
penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan,
apakah metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang,
manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.
Pada  tahap  ini  disamping  pengetahuan  teori  belajar  mengajar,
pengetahuan  tentang  siswa,  diperlukan  pula  kemahiran  dan
keterampilan  teknik  belajar,  misalnya:  prinsip-prinsip  mengajar,
penggunaan  alat  bantu  pengajaran,  penggunaan  metode  mengajar,
dan keterampilan menilai hasil belajar siswa.
         Yutmini (1992:13), mengemukakan, persyaratan kemampuan
yang  harus  di  miliki  guru  dalam  melaksanakan  proses  belajar
mengajar  meliputi  kemampuan:  (1)  menggunakan  metode  belajar,
media  pelajaran,  dan  bahan  latihan  yang  sesuai  dengan  tujuan
pelajaran,  (2)  mendemonstrasikan  penguasaan  mata  pelajaran  dan
perlengkapan  pengajaran,  (3)  berkomunikasi  dengan  siswa,  (4)
mendemonstrasikan  berbagai  metode  mengajar,  dan  (5)
melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.
          Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses
belajar  mengajar  merupakan  sesuatu  kegiatan  dimana berlangsung
hubungan antara manusia, dengan tujuan membantu perkembangan
dan menolong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya
melaksanakan  proses  belajar  mengajar  adalah  menciptakan
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lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur
kognitif para siswa.
3). Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Belajar Mengajar
          Menurut Sutisna (1993:212), penilaian proses belajar mengajar
dilaksanakan untuk mengetahui  keberhasilan  perencanaan kegiatan
belajar  mengajar  yang  telah  disusun  dan  dilaksanakan.  Penilaian
diartikan  sebagai  proses  yang  menentukan  betapa  baik  organisasi
program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-
maksud yang telah ditetapkan.
         Commite dalam Wirawan (2002:22), menjelaskan,  evaluasi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia,
evaluasi  yang  baik  akan  menyebarkan  pemahaman  dan perbaikan
pendidikan,  sedangkan  evaluasi  yang  salah  akan  merugikan
pendidikan.  Tujuan  utama  melaksanakan  evaluasi  dalam  proses
belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat
mengenai  tingkat  pencapaian  tujuan  instruksional  oleh  siswa,
sehingga  tindak  lanjut  hasil  belajar  akan  dapat  diupayakan  dan
dilaksanakan.  Dengan  demikian,  melaksanakan  penilaian  proses
belajar  mengajar  merupakan  bagian  tugas  guru  yang  harus
dilaksanakan  setelah  kegiatan  pembelajaran  berlangsung  dengan
tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan
pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar
siswa.  Depdiknas  (2004:9),  mengemukakan  kompetensi  penilaian
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belajar peserta didik, meliputi (1) mampu memilih soal berdasarkan
tingkat  kesukaran,(2)  mampu  memilih  soal  berdasarkan  tingkat
pembeda, (3) mampu memperbaiki soal yang tidak valid, (4) mampu
memeriksa jawab, (5) mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian,
(6) mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian, (7) mampu
membuat  interpretasi  kecenderungan  hasil  penilaian,  (8)  mampu
menentukan  korelasi  soal  berdasarkan  hasil  penilaian,  (9)  mampu
mengidentifikasi  tingkat  variasi  hasil  penilaian,  (10)  mampu
menyimpulkan  dari  hasil  penilaian  secara  jelas  dan  logis,  (11)
mampu  menyusun  program  tindak  lanjut  hasil  penilaian,  (12)
mengklasifikasi  kemampuan  siswa,  (13)  mampu  mengidentifikasi
kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian, (14) mampu melaksanakan
tindak lanjut, (15) mampu mengevaluasi hasil tindak lanjut, dan (16)
mampu  menganalisis  hasil  evaluasi  program  tindak  lanjut  hasil
penilaian.
          Berdasarkan uraian  di  atas  kompetensi  pedagogik  dalam
penelitian  ini  akan  diukur  melalui  indikator  (1)  kemampuan
merencanakan  program  belajar  mengajar,  (2)  kemampuan
melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan
(3) kemampuan melakukan penilaian.
                b. Kompetensi Kepribadian
 Dalam  Standar  Nasional  Pendidikan  Pendidikan,  penjelasan
Pasal  28  ayat  (3)  butir  b,  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud
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dengan  kompetensi  kepribadian  adalah  kemampuan  kepribadian
yang mantab,  stabil,  dewasa,  arif  dan berwibawa,  menjadi  teladan
bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Selanjutnya dalam PP No.
19/2005  pasal  28  dan  Draf  PP  Guru  menyatakan  :  “Kompetensi
kepribadian  guru  adalah  kemampuan  kepribadian  yang  mantap,
stabil,  dewasa, arif,  berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik
dan  masyarakat,  mampu  mengevaluasi  kinerjanya  sendiri,  dan
mengembangkan diri secara berkelanjutan”.
 Berdasarkan uraian tersebut kemampuan pribadi meliputi:  a)
guru  sebagai  pribadi  yang  mantab,  stabil,dewasa,  arif,  dan
berwibawa,  b)  terlihat  sebagai  pribadi  yang  berakhlak  mulia,  c)
berprilaku  sebagai  pendidik  yang  profesional  yang  dicirikan:
mernerapkan  kode  etik  guru  dan  menunjukkan  komitmen  sebagai
pendidik, serta mengembangkan etos kerja dengan tanggung jawab,
d)  mengembangkan  diri  secara  berlanjut  sebagaai  sumber  untuk
meningkatkan pengetahuan/ ketrampilan/ dan kepribadian, e) menilai
kinerjanya  sendiri,  dan  f)  mampu  meningkatkan  kualitas
pembelajaran  dengan penelitian  tindakan kelas  dan tindakan  yang
lain.
                     c.  Kompetensi Sosial
 Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat
(3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi
sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk
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berkomunikasi  dan  bergaul  secara  efektif  dengan  peserta  didik,
sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik,
dan  masyarakat  sekitar.  Mulyono  (2008:  173),  Pendidik  sebagai
bagian  dari  masyarakat  untuk  berkomunikasi  dan  bergaul  secara
efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua peserta
didik dan masyarakat. Seorang guru bukan hanya bertugas disekolah
saja, tetapi juga di rumah dan di masyarakat. 
  Di rumah guru sebagai orang tua adalah pendidik bagi putra-
putrinya,  dimasyarakat  guru  harus  bisa  bergaul  dengan  mereka,
dengan cara saling membantu, tolong menolong, sehingga dia tidak
dijauhi oleh masyarakat sekitar. Guru tidak bisa bekerja sendiri tanpa
memperhatikan lingkungannya.  Guru perlu menyadari  bahwa guru
sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, sekolah tempat dia
mengajar  maupun dengan masyarakat  di  luar  guru perlu memiliki
kepekaan  lingkungan dan secara  terus  menerus  berdiskusi  dengan
teman sejawat dalam memecahkan persoalan pendidikan. Guru perlu
menyadari bahwa interaksi guru dengan siswa perlu dihidupkan lagi
agar  tercipta  suasana  kegiatan  pembelajaran  yang  hangat  dan
harmonis.
          Dari  beberapa  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa
kompetensi guru merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas
atau pekerjaan dengan dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan
didukung oleh sikap yang menjadi karakteristik individu.
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2.  Tupoksi (Tugas Pokok Dan Fungsi) guru.
         Tugas pokok guru adalah untuk melaksanakan proses belajar
mengajar  yang  berorientasi  kepada  tujuan  pembelajaran.  Tugas
pokok  ini  bukan  hanya  menghabiskan  materi  kurikulum  dan
memenuhi otak anak didik dengan materi-materi yang telah disusun.
Guru  mengajar  tidak  hanya  terpaku  pada  materi  pelajaran,  akan
tetapi  mengerakkan potensi  akademik diri  dan karakteristik  siswa.
Selanjutnya fungsi guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pengarah,
orang  tua,  sahabat,  motivator,  stabilisator,  mediator,  kreator,
dinamisator,  inovator, dan lawan dalam berdiskusi (Rohmat, 2012:
114).
          E. Mulyasa (2013:19), menguraikan tugas dan fungsi guru
antara  lain;  guru  sebagai  pendidik  dan  pengajar,  guru  sebagai
anggota  masyarakat,  guru  sebagai  pemimpin,  guru  sebagai
administrator, dan guru sebagai pengelola pembelajaran. Selanjutnya
Mulyasa,  mengemukakan  tugas  pokok  dan  fungsi  guru  yang
dirumuskan  P2TK  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional, dipaparkan pada tabel berikut ini:
Tabel  2.1.  
Tugas Pokok Dan Fungsi 
Tugas Fungsi Uraian Tugas
I.  Mendidik, 1 Sebagai 1.1 Mengembangkan potensi/
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Tugas Fungsi Uraian Tugas
mengajar, 
membimbing 
dan melatih
pendidik kemampuan dasar peserta 
didik
1.2 Mengembangkan 
kepribadian peserta didik
1.3 Memberikan keteladanan
1.4 Menciptakan suasana 
pendidikan yang kondusif
2 Sebagai 
pengajar
2.1 Merencanakan 
pembelajaran
2.2 Melaksanakan 
pembelajaran yang 
mendidik
2.3 Menilai proses dan hasil 
pembelajaran
3 Sebagai 
pembimbing
3.1 Mendorong 
berkembangnya perilaku 
positif dalam 
pembelajaran
3.2 Membimbing peserta 
didik memecahkan 
masalah dalam 
pembelajaran
4 Sebagai 
pelatih
4.1 Melatih keterampilan-
keterampilan yang 
diperlukan dalam 
pembelajaran
4.2 Membiasakan peserta 
didik berperilaku positif 
dalam pembelajaran
II.  Membantu 
pengelolaan 
dan 
pengembanga
n program 
sekolah
5 Sebagai 
pengembang 
program
5.1 Membantu 
mengembangkan program 
pendidikan sekolah dan 
hubungan kerjasama intra 
sekolah.
6 Sebagai 
pengelola 
program
6.1 Membantu secara aktif 
dalam menjalin hubungan 
dan kerjasama antar 
sekolah dan masyarakat
III.Mengembang
kan 
keprofesional
an
7 Sebagai 
tenaga 
profesional
7.1 Melakukan upaya-upaya 
untuk meningkatkan  
kemampuan profesional.
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3.  Kualifikasi guru
      Guru merupakan salah satu sumber daya manusia di sekolah dan
pendidikan  pada  umumnya.  Mutu  out  put pendidikan  akan
dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga pendidikan mampu mengelola
potensi  SDM secara optimal.  Di  antara potensi  itu  adalah pendidik
(guru) dan tenaga  kependidikan. Kepala sekolah yang efektif adalah
mampu  memberdayakan  guru-guru  untuk  lebih  berkualitas  dan
bermutu  dalam  melaksanakan  proses  pembelajaran  (Veithzal  Rizal
Zainal et al., 2016: 118-119).
      Karakteristik dari SDM berkualitas memiliki ciri ciri antara lain;
added  values (memiliki  nilai  tambah,  keahlian,  profesionalisme),
abstraction  system  thinking (mampu  berpikir  rasional,
mengabstraksikan  suatu  persoalan  secara  sistematis  melalui
pendekatan  ilmiah  obyektif),  experimentation  and  test  (mampu
berpikir  dibalik  data-data  dengan  melihat  dari  berbagai  sudut)  dan
collaboration (mampu  bekerjasama,  bersinergi).  SDM  yang
berkemampuan,  berkemauan  untuk  siap  belajar  sepanjang  hayat
(Rohmat, 2016: 112).
       Seterusnya Rohmat memaparkan, kualifikasi menjadi persyaratan
dalam bidang garapan. Bilamana bidang garapan itu diisi oleh SDM
yang  tidak  sesuai  kualifikasinya  bahkan  tidak  memiliki  kualifikasi
keilmuan yang meningkat maka hasilnya tidak sesuai yang ditargetkan
(Rohmat,  2012:  81).  Demikian  halnya  guru  hendaklah  mempunyai
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kualifikasi fisik maupun non fisik yang mendorong pelaksanaan tugas
keprofesiannya.
       Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya
mencakup  dua  aspek  mendasar,  yaitu:  (1)  peningkatan  kualifikasi
akademik dan (2) peningkatan kompetensi. Pemerintah, dalam hal ini
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  tahun  2007  telah
merumuskan kebijakan berupa Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru. Lahirnya Permendiknas
ini  merupakan  pelaksanaan  dari  amanat  peraturan  perundang-
undangan  nasional  yang mengarah  pada  upaya  meningkatkan  mutu
dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yakni: (1) Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
(2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar
Nasional Pendidikan.
      Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait standar
pendidik  dan tenaga  kependidikan  tentang  pendidik,  pada  Pasal  28
ayat  (1)  dicantumkan  bahwa:  “pendidik  harus  memiliki  kualifikasi
akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani
dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan
pendidikan  nasional”.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  dijelaskan:
“kualifikasi  akademik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah
tingkat  pendidikan  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang
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pendidik yang dibuktikan dengan ijazah  dan/atau  sertifikat  keahlian
yang  relevan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.
Selanjutnya  pada  ayat  (4):  seseorang  yang  tidak  memiliki  ijazah
dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi
memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat
menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
        Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 8 dinyatakan
bahwa  “guru  wajib  memiliki  kualifikasi  akademik,  kompetensi,
sertifikat  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki
kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.
Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang
harus  dimiliki  oleh  guru  sesuai  dengan  jenis,  jenjang,  dan  satuan
pendidikan formal di tempat penugasan.
        Dengan  pertimbangan  pengembangan  SDM  dan  terbitnya
Undang-Undang  yang  mengatur  Sistem  Pendidikan  Nasional  serta
Guru  dan  Dosen  dalam  meningkatkan  profesionalisme  guru,  maka
sangat perlu adanya kualifikasi guru. Berdasarkan beberapa ketentuan
itu,  peneliti  berpendapat  bahwa  kualifikasi  guru  adalah  tingkat
pendidikan  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  guru  yang
dibuktikan  dengan  ijazah  dan/atau  sertifikat  keahlian  yang  relevan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Profesi guru.
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        Profesi menurut Sikun Pribadi dalam Oemar Hamalik, (2010:2)
adalah  suatu  pernyataan  atau  suatu  janji  terbuka,  bahwa  seseorang
akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam
arti  biasa,  karena  orang  tersebut  merasa  terpanggil  untuk  menjabat
pekerjaan itu. Oemar Hamalik  berpandangan berpandangan  bahwa
profesi itu pada hakekatnya suatu pernyataan dan janji terbuka yang
mengandung unsur pengabdian untuk suatu jabatan dan pekerjaan.
        Sejalan  dengan Sikun Pribadi,  E.Mulayasa  (2013:26),  juga
berpandangan  sama,  bahwa  hakikat  suatu  profesi  tidak  secara
langsung  dimaksudkan  untuk  mencari  keuntungan,  terutama  secara
ekonomis,  melainkan  sebagai  komitmen  yang  tinggi  untuk
mengabdikan  dirinya  kepada  masyarakat  dan  bangsa.  Dengan
demikian tidak sembarang orang dapat memasuki dan menjabat suatu
profesi,  termasuk  menjabat  profesi  guru.  Untuk  menjabat  sebagai
profesi  guru  perlu  memiliki  beberapa  persyaratan,  antara  lain  (1)
keterampilan yang berlandaskan konsep dan teori ilmu pengetahuan
yang mendalam, (2) keahlian tertentu sesuai dengan bidang profesi,
(3)  pendidikan  yang  emadai,  (4)  kepekaan  terhadap  dampak
kemasyarakatan dan pekerjaan yang dilaksanakan, (5) pengembangan
karier sejalan dengan perkembangan masyarakat ( E.Mulyasa, 2013 :
27).
       Pernyataan dan janji guru mengandung makna kesungguhan akan
menjalankan pekerjaannya secara profesional. Janji dan pernyataan itu
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mengandung konsekuensi bila ia melanggarnya. Janji yang dinyatakan
telah  digariskan  dalam  suatu  kode  etik  profesi  guru.  Selanjutnya
profesi  bukan  bermaksud  mencari  keuntungan  bagi  dirinya  sendiri.
Keuntungan  yang  bersifat  materi  maupun  psikis  tetapi  untuk
pengabdian  kepada  masyarakat.  Profesi  itu  harus  menimbulkan
kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi
masyarakat.  Profesi  erat  kaitannya  dengan  jabatan  atau  pekerjaan
tertentu.  Pekerjaan  menuntut  adanya  keahlian,  pengetahuan,  dan
keterampilan  tertentu  pula.  Tersirat  di  dalam  profesi  adanya
kompetensi agar profesi itu berjalan dengan baik.
       Selanjutnya  Sikun Pribadi  mengemukakan unsur-unsur  yang
terkandung di dalam profesi, antara lain (1) spesialisasi ilmu sehingga
mengandung  keahlian,  (2)  kode  etik  yang  direalisasikan  dalam
melaksanakan profesi,  (3)  kelompok yang tergabung dalam profesi,
(4) masyarakat  luas yang memanfaatkan profesi  itu,  (5) pemerintah
yang melindungi   profesi  dari  undang-undangnya (Oemar  Hamalik,
2010 :5).
       Sejalan dengan unsur-unsur profesi,  pemerintah  melalui  UU
Nomor  14  Tahun  2005  tentang   Guru  dan  Dosen  memberikan
penghargaan  terhadap  profesi  guru  sebagai  tenaga  profesional,
meningkatkan  kesejahteraan  guru,  sekaligus  meningkatkan  mutu
pendidikan.  Peningkatan  mutu profesi  guru melalui  uji  kompetensi,
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penilaian kinerja, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan perlu
dilakukan  (E.Mulyasa, 2013 :8).
       Profesi guru merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan
berdasarkan prinsip  (1)  memiliki  bakat,  minat,  panggilan  jiwa,  dan
idealism,  (2)  memiliki  komitmen  untuk  meningkatkan  mutu
pendidikan,  keimanan,  ketakwaan,  dan  akhlak  mulia,  (3)  memiliki
kualifikasi  akademik  dan  latar  belakang  pendidikan  sesuai  dengan
bidang  tugas,  (4)  memiliki  kompetensi  yang  sesuai  dengan  bidang
tugas,  (5)  memiliki  tanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas
keprofesionalan,  (6)  memperoleh  penghasilan  yang  sesuai  dengan
prestasi  kerja,  (7)  memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat,
(8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan, dan (9) memiliki organisasi profesi yang berwenang
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru
(UU RI No. 14 tahun 2005 pasal 7).
       Dari  berbagai  pemaparan  para  ahli  di  atas,  peneliti  menyimpulkan
manajemen  musyawarah  guru  adalah  proses  melakukan  manajemen  berupa
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pada organisasi
para guru/pendidik melalui dialog, komunikasi tentang berbagai permasalahan
dan  pemecahannya,  yang  terjadi  pada  tugas  seorang  guru  sebagai  pendidik
berkualifikasi dengan mengedepankan sikap bermusyawarah yang baik.
   2.   Mata pelajaran Fikih.
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a). Pengertian.
      Mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan mata
pelajaran  dalam  struktur  kurikulum  2013.  Merupakan  salah  satu  dari
rumpun  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI).  Memberikan
kontribusi  dalam  beribadah.  Memberikan  motivasi  kepada  siswa  untuk
mempraktekkan  dalam  bentuk  pembiasaan  nilai-nilai  ibadah  yang  sesuai
dengan hukum Islam dalam kehidupan sehari hari.
      Salah satu mata pelajaran PAI yang merupakan peningkatan dari mata
pelajaran  Fikih,  telah  dipelajari  oleh  peserta  didik  di  Madrasah
Ibtidaiyah/Sekolah  Dasar.  Peningkatan  tersebut  dilakukan  dengan  cara
mempelajari tentang  thaharah / bersuci, shalat, puasa, zakat dan haji serta
muamalah,  ini  ciri-ciri/tanda-tanda  perilaku  seseorang  dalam  realitas
kehidupan  individu  dan  sosial,  serta  pengamalan  fikih  dalam  kehidupan
sehari-hari.
      Secara  substansial  mata  pelajaran  Fikih memiliki  kontribusi  dalam
memberikan  motivasi  kepada  peserta  didik  untuk  mempelajari  dan
mempraktikkan fikihhnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan fikih
dalam kehidupan sehari-hari.  Fikih  ini  sangat  penting  untuk dipraktikkan
dan diamalkankan oleh peserta didik dalam ibadah secara individu.
b).Landasan Fikih
 Landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fikih, dimana
ulama fikih membagi dua macam landasan hukum fikih, yaitu landasan yang
disepakati dan landasan yang diperselisihkan. 
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Landasan yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad az-Zarqa
disebut  dengan  al-Masadir  al-Asasiyyah   adalah  Al-Quran  dan  Sunnah
Rasulullah SAW. Tetapi menurut jumhur ulama fikih landasan tersebut ada
empat, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.
 Adapun landasan fikih yang tidak disepakati seluruh ulama fikih atau
yang disebut dengan al-Masadir al-Taba’iyyah ( landasan selain Al-Quran
dan As-Sunnah ) yang terdidri dari Istihsan, Maslahat, Istishab, Urf, Sadd a-
Zari’ah,  Mazhab Sahabi  dan Syar’u Man Qablana.  Bagi  ulam fikih yang
menyatakan bahwa al-Masadi  al-Asasiyyah hanya terdidri  dari  Al-Quran,
As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas dan yang termasuk al-Masadir al-Taba’iyyah
tersebut  dikatakan  sebagai  dalil  atau  metode  untuk  memperoleh  hukum
syara’  melalui  ijtihad,  alasannya  metode-metode  merupakan  metode
penggalian  hukum  Islam  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  tetapi  harus
disandarkan kepada Al-Quran  dan As-Sunnah. 
        c). Tujuan pendidikan fikih
        Pembelajaran fikih dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum di dalam UU
Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha
Esa,  beribadah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Sesuai  dengan  tujuan
pendidikan  nasional,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembelajaran  fikih
menempati posisi utama dalam pendidikan di Indonesia. Pembelajaran fikih
bagian  dari  pendidikan  bersumber  pada  ajaran  Islam,  membina  perilaku
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manusia,  mengembangkannya menjadi  kepribadian Muslim. Pembelajaran
mencakup qur’an skill, humaniora skill, scientific skill dan technology skill.
Dengan kata lain Rohmat menjelaskan keilmuan pendidikan Islam bertumpu
pada transendental Islam ( Rohmat, 2015 : 25).
       Mata pelajaran fikih bertujuan untuk menumbuhkembangkan amalan
ibadah  melalui  pemberian,  pemupukan,  dan  pengembangan  pengetahuan,
penghayatan,  pengamalan,  pembiasaan,  serta  pengalaman  peserta  didik
tentang hukum Islam (fikih). Sehingga menjadi manusia muslim yang terus
beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.     
3   MGMP Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Fikih. 
            Program  MGMP  mendesain  aktivitas  guna  mengembangkan
keterampilan guru menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran
sebagai alat  bantu belajar peserta didik dan juga memberikan kemudahan
pemahaman.  Pembelajaran memanfaatkan media akan mempermudah dan
memperjelas  pesan  pembelajaran  yang  diterima  pebelajar  (Rohmat,
2016 :231).  
             E. Mulyasa (2013:161), berpendapat bahwa di antara kegiatan strategis
MGMP dalam peningkatan  kompetensi  guru  antara  lain;  (1)  pemahaman
standar  nasional  pendidikan,  (2)  pemahaman  dan  penjabaran  indikator
standar kompetensi dan kompetensi dasar, (3) pengembangan bahan ajar, (4)
penyusunan  silabus  dan  RPP,  (5)  penyusunan  instrumen  evaluasi  hasil
belajar,  (6)  pengembangan  media  dan  sumber  belajar,  (7)  pelaksanaan
kegiatan  pembelajaran  sesuai  dengan  standar  proses,  (8)  pengembangan
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media  dan sumber  belajar,  (9)  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  sesuai
dengan standar  proses,  (10) pelaksanaan evaluasi  terhadap program yang
telak  dilaksanakan,  (11)  perbaikan  terhadap  program  yang  telah
dilaksanakan, dan (12) pengembangan kisi-kisi dan analisis butir soal.
              Di samping itu kegiatan-kegiatan MGMP akan lebih efektif dan
efisien dengan standar pengembangan dan pemberdayaan program MGMP
secara  proporsional  untuk  peningkatan  kualitas  guru.  Dirjen  PMPTK RI
perlu  menerbitkan  standar  pengembangan  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)
dan MGMP. Standar pengembangan KKG/MGMP merupakan unsur-unsur
yang harus dimiliki oleh KKG/MGMP yang mencakup organisasi, program,
pengelolaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan dan
penjaminan mutu (Dirjen PMPTK, 2008: 6). 
     Undang-undang  RI  Nomor  14  tahun  2005  tentang  Guru  dan 
Dosen, mempersyaratkan  guru  untuk:  (1)  memiliki  kualifikasi  akademik 
minimum S1/D4; (2)  memiliki  kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran 
yaitu  kompetensi  pedagogik,  kepribadian,  sosial,     dan     profesional; 
dan    (3) memiliki     sertifikat  pendidik.    Dengan  berlakunya  Undang-
undang  ini diharapkan  memberikan  suatu  kesempatan  yang  tepat  bagi 
guru    untuk  meningkatkan  profesionalismenya   melalui  pelatihan, 
penulisan  karya ilmiah,    pertemuan  di  Kelompok  Kerja  Guru     (KKG), 
dan  pertemuan  di Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP).  
      Untuk   mewujudkan   peran   KKG   dan   MGMP  dalam  
pengembangan profesionalisme guru, maka peningkatan kinerja kelompok
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kerja  guru  (KKG)  dan  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)
merupakan  masalah  yang mendesak untuk dapat  direalisasikan.  Berbagai
upaya telah dilakukan untuk meningkatkan  kinerja  KKG  dan  MGMP, 
antara  lain  melalui  berbagai pelatihan instruktur dan guru inti, peningkatan
sarana dan prasarana,  dan peningkatan  mutu  manajemen  KKG/MGMP. 
Namun  demikian,  berbagai  indikator   mutu   pendidikan   belum  
menunjukkan   peningkatan   kinerja  KKG/MGMP  yang  berarti.  Di
beberapa  daerah  menunjukkan  peningkatan  kinerja  KKG/MGMP  yang
cukup  menggembirakan,  namun  sebagian  besar  lainnya  masih
memprihatinkan.  Berdasarkan  masalah  ini,  maka  diperlukan  analisis 
yang  mendalam mengenai rendahnya kinerja KKG/MGMP. 
      Dari  berbagai  pengamatan dan analsis,  sedikitnya  ada empat  faktor
yang  menyebabkan  kinerja  KKG/MGMP  tidak  mengalami  peningkatan
secara  merata. Faktor  pertama, kebijakan  dan  penyelenggaraan
KKG/MGMP menggunakan pendekatan education production function atau
input-output  analysis yang  tidak  dilaksanakan  secara  konsekuen. 
Pendekatan  ini  melihat  bahwa  KKG/MGMP  berfungsi  sebagai  pusat
produksi  yang apabila  dipenuhi  semua input  (masukan)  yang diperlukan
dalam kegiatan  produksi  tersebut,  maka  lembaga  ini  akan  menghasilkan
output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input
KKG/MGMP seperti  pelatihan  guru  dan  perbaikan  sarana  dan  prasarana
lainnya dipenuhi, maka peningkatan kinerja KKG/MGMP  (output)  secara 
otomatis  akan  terjadi.  Dalam  kenyataan,  peningkatan  kinerja
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KKG/MGMP yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa? Karena  selama  ini 
dalam  menerapkan  pendekatan  education  production  function terlalu
memusatkan  pada  input  pendidikan  dalam  hal  ini  guru  yang  mengikuti
kegiatan KKG/MGMP  dan  kurang memperhatikan  pada proses kinerja. 
Padahal,  proses  kinerja  sangat  menentukan  output  kegiatan
KKG/MGMP. Faktor  kedua,  penyelenggaraan  KKG/MGMP  yang
dilakukan  masih  belum  dapat  melepaskan  dari  sistem  birokrasi 
pemerintah  daerah,  sehingga menempatkan KKG/MGMP sebagai  wadah
pengembangan  profesionalisme  guru  masih  tergantung  pada  keputusan
birokrasi  yang mempunyai  jalur  yang sangat  panjang dan kadang-kadang
kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan   kebutuhan   guru  
setempat.   
B. Penelitian Yang Relevan
         Diantara  penelitian  yang relevan  dengan manajemen  program MGMP
Fikih adalah:
1. Penelitian tentang “Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam Sekolah Menengah Pertama (MGMP PAI) Dalam Peningkatan
Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam” yang dilaksanakan oleh Anang
Muqoddam  (2012)  di  Kabupaten  Bantul.  Penelitian  tersebut  menggunakan
jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan  kuantitatif  yang
bersifat  korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas
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MGMP PAI SMP di  Kabupaten Bantul  adalah 82,41 % (MGMP memiliki
efektivitas  tinggi).  Sedangkan  kompetensi  guru  PAI  di  Kabupaten  Bantul
berada pada posisi 85,52 % (tingkat  kompetensi   guru  PAI  sangat  tinggi).
Untuk   mengetahui    hubungan  efektivitas  MGMP  terhadap  tingkat
kompetensi guru PAI, dilakukan perhitungan dengan  rumus  pearson  product
moment,   dan  diperoleh   nilai  koefisien   korelasi  sebesar  0.549, artinya
terdapat korelasi positif yang cukup signifikan antara efektivitas MGMP PAI
SMP  dan  tingkat  kompetensi  guru  PAI  SMP  di  Kabupaten  Bantul. Dari
perhitungan  determinasi  didapatkan  angka  0.3014  atau 30,14  %  artinya
bahwa  peningkatan   kompetensi   guru  PAI  30,14  %  dipengaruhi   oleh
efektivitas MGMP,  sedangkan 69,86 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di
luar efektivitas MGMP. Maka penelitian tersebut mempunyai kedudukan yang
berbeda dengan penelitian ini.
2. Penelitian  tentang  “Efektivitas  Kinerja  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran
(MGMP)  Ekonomi  SMA”  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Sopiyana  dan
Sugiyono. Penelitian dilaksanakan di SMA Kabupaten Boyolali  pada tahun
2015.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  hasil  (1)
profil  MGMP Ekonomi  SMA di  Kabupaten  Boyolali  sudah  sesuai  dengan
rambu-rambu KKG dan MGMP dengan pengembangan pada sisi tugas pokok
dan fungsi MGMP, (2) kinerja MGMP Ekonomi SMA di Kabupaten Boyolali
belum efektif. (3) hambatan MGMP Ekonomi SMA di Kabupaten Boyolali,
yakni: pertama, hambatan internal: jadwal rapat sering berubah, keterlambatan
anggota  dalam  mengahdiri  rapat.  Kedua,  hambatan  eksternal,  berasal  dari
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sekolah anggota MGMP, yakni: perijinan yang sulit bagi anggota oleh kepala
sekolah  untuk  megikuti  rapat.  (4)  model  pembinaan  yang  terdiri  dari  dua
model yaitu pembinaan untuk mengatasi permasalahan di organisasi MGMP
Ekonomi  SMA  di  Kabupaten  Boyolali  provinsi  Jawa  Tengah.  Kedudukan
penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mirip tetapi tidak
sama.
3.  Penelitian  tentang  “Hubungan  Supervisi  Pembelajaran  Dan  Motivasi
Mengikuti  MGMP Dengan Peningkatan Kompetensi  Guru “ yang dilakukan
oleh Ijang Kurnia pada tahun 2013. Hasil temuan awal menunjukkan adanya
kendala atau persoalan yang berkaitan  dengan kompetensi  guru yang masih
tergolong rendah. Disisi lain guru dituntut untuk meningkatkan kompetensinya
dalam upaya mendorong guru menjadi profesional dalam melaksanakan proses
pembelajaran di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan supervisi pembelajaran
dan  motivasi  mengikuti  MGMP  mempunyai  hubungan  dengan  peningkatan
kompetensi  guru  sebesar  26,80%  dan  sisanya  ditentukan  variabel  lain.
Supervisi  pembelajaran  yang  dilakukan  kepala  sekolah  menurut  persepsi
sebagian  besar  guru  tergolong  kurang.  Oleh  karena  itu  disarankan  kepada
kepala  sekolah  untuk  selalu  melaksanakan  supervisi  pembelajaran  yang
diharapkan kompetensi guru mengalami peningkatan. Motivasi guru mengikuti
MGMP  tergolong  cukup  sehingga  perlu  dipertahankan  dan  ditingkatkan
terutama dalam memecahkan berbagai masalah dalam pembelajaran sehingga
kompetensi  guru  meningkat  dalam  usaha  meningkatkan  mutu  pendidikan.
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Penelitian  ini  mirip  tapi  tidak  sama  dengan  yang  diakukan  peneliti  pada
penelitian ini.
           Dari berbagai penelitian yang telah peneliti kemukakan,  maka perlu
peneliti  mengadakan  analisis  terhadap  manajemen  program  MGMP  serta
hambatan dan solusinya dalam peningkatan profesionalisme guru fikih MTs se-
Kabupaten  Klaten, yang belum pernah ada penelitian sebelumnya. 
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
           Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif.   Penelitian
deskriptif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  membuat  pencandraan
(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Sumardi Suryabrata,
2015 :75). Kegiatan penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam
pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar,
dan  bukan  angka-angka.  Hal  itu  disebabkan  oleh  adanya  penerapan  metode
kualitatif. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data
untuk  memberi  gambaran  penyajian  laporan  tersebut.  Data  tersebut  mungkin
berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto,  dokumen pribadi, catatan
atau memo, dan dokumen resmi lainnya.
      Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa
data yang hendak dicari adalah data yang menggambarkan manajemen  MGMP
dalam  peningkatan  kualitas  pembelajaran  fikih.  Data  yang  akan  dikumpulkan
berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar  (Sugiyono, 2015 : 14). Karena itu
pendekatan  yang  tepat   untuk  penelitian  ini   adalah  pendekatan  deskriptif
kualitatif. 
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B. Latar Setting Penelitian
      Penelitian dilakukan di sekretariat kelompok MGMP guru  fikih kabupaten
Klaten  yang  beralamat  Jl.  Tasgading,  Krajan,  Jatinom,  Telp.  (0272)  337351,
Kabupaten Klaten dan di MTs se-kabupaten Klaten dengan bergantian. Penelitian
ini  tentang Manajemen MGMP dalam Peningkatan Profesionalisme Guru-Guru
fikih  MTs se-kabupaten Klaten tahun 2017.  Sedangkan penelitian dilaksanakan
pada  dalam tiga tahap :
a. tahap persiapan
b. tahap penelitian
c. tahap penyelesaian
C. Subyek Dan Informan Penelitian
      Subyek penelitian adalah ketua MGMP fikih di MTs se-kabupaten Klaten.
Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah sekretaris MGMP fikih,  guru
anggota MGMP fikih, dan siswa.
D. Metode Pengumpulan Data
Berikutnya peneliti paparkan metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi 
      Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap  gejala  ataupun  fenomena  yang  dimiliki   (Marzuki,  2000:  55-58).
Dengan  kata  lain  metode  ini  dilakukan  dengan  melihat  langsung  dan
mengamati langsung yang disertai dengan pencatatn dan diperkuat juga dengan
melakukan dokumentasi di lapangan. Menurut Sugiyono (2015 :166), metode
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observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses
kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
Metode observasi dalam penelitian ini merupakan pengamatan dan pencatatan
data secara langsung untuk mengumpulkan data tentang manajemen MGMP
dalam peningkatan profesioalisme guru fikih MTs  se-kabupaten Klaten yang
menjadi  peserta  MGMP.  Kesejahteraan  sebagian  besar  guru  dalam MGMP
meningkat, kulifikasi dan sertifikasi sebagian besar guru tuntas. Guru mampu
mengekspresikan pemikirannya, guru mempunyai  kepribadian proaktif  untuk
meningkatkan kemampuannya dalam mengajar dan berkreasi dengan siswa.
2. Wawancara
        Metode  interview  atau  wawancara  digunakan  untuk  mendapatkan
informasi  yang lebih dalam tentang responden.  Maka peneliti  menggunakan
wawancara  tidak  terstruktur  dalam  pengumpulan  data.  Wawancara  tidak
terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan  datanya.  Pedoman  wawancara  yang  digunakan  hanya  berupa
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2015 :160).
         Sebagaimana pandangan Suharsimi Arikunto (2013 :271), peneliti perlu
mengembangkan wawancaranya dengan penggunaan metode sarasehan (round
table).  Metode  ini  dilakukan  dalam  kelompok,  dimana  responden  diminta
duduk melingkar.  Metode ini  dilakukan dengan maksud; menghemat waktu,
dilakukan  dengan  suasana  santai  penuh  persahabatan  dan  kekeluargaan
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sehingga akan mendapatkan data yang obyektif, dan peneliti dapat mengkait-
kaitkan beberapa pertanyaan dalam jalinan pertanyaan yang komprehensip.
         Untuk menjaga agar interview terarah, maka interviewer mempersiapkan
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan secara garis  besar.  Namun daftar
pertanyaan  itu  tidak  mengikat  jalannya  wawancara  yang  sedang  diakukan.
Wawancara  dalam  penelitian  ini  ditujukan  kepada  guru-guru  fikih  dan
pengurus MGMP mapel fikih  untuk mengungkap peningkatan profesionalisme
guru-guru fikih. Teknik ini juga untuk mengkonfirmasikan tentang data yang
diperoleh dari obsevasi.
3. Dokumentasi
         Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang  berupa  catatan-catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,
notulen  rapat,  agenda,  dan  sebagainya   (Suharsimi  Arikunto,  2013  :274).
Dalam penelitian ini, peneliti sengaja menggunakan metode dokumentasi guna
mengutip dan menganalisa data yang telah didokumentasikan pada pengurus
MGMP fikih  di  Klaten.  Dari  data  yang didokumentasikan  tersebut,  peneliti
memperoleh data-data yang akurat yang berhubungan dengan tema penelitian
ini. Data tersebut antara lain mengenai guru-guru fikih, pengurus MGMP fikih
kabupaten Klaten yang didokumentasikan.
        Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan
dokumen  musyawarah  MGMP.  Dokumen  musyawarah  MGMP  meliputi
program kerja, notulen rapat, jadwal musyawarah, foto musyawarah, struktur
organisasi serta capaian MGMP.   Sebagaimana  pendapat  Suharsimi Arikunto 
78
( 2013 :274), peneliti memegang check list untuk mencari variabel yang sudah
ditentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal
membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. Selain itu peneliti
perlu mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar
variabel penelitian ini,  yakni anggaran rumah tangga MGMP mata pelajaran
fikih MTs se-Kabupaten Klaten. 
E. Pemeriksaan Keabsahan Data
        Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah dengan
triangulasi method yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan
pertimbangan.  Triangulasi  ini  dilakukan  dengan  jalan  membandingkan  dan
mengecek  informasi  atau  data  yang  diperoleh  dari  dokumentasi  dengan  hasil
pengamatan dan interview (Lexy Moleong, 2014 :330). Triangulasi ini dilakukan
dengan; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
(2)  membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang  di  depan  umum  dengan  yang
dikatakan pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi
penelitian  dengan  apa  yang  didapat  selama  penelitian,  (4)  membandingkan
keadaan dan perspektif  seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan yang
lain,  dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
F. Teknik Analisa Data
        Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dekriptif,
yaitu  dengan  menganalisis  melalui  pemikiran  yang  logis,  teliti  dan  sistematis
sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.
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        Dalam penelitian ini  analisis  yang digunakan adalah analisis  interaktif.
Proses analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan
yang terjadi  secara bersamaan yaitu reduksi data,  penyaji  data,  dan  penarikan
kesimpulan/verifikasi  (Emzir, 2016 :129-135).
        Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2016:129), rincian model dalam
proses  analisis  data  interaktif,  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  sebagai
berikut:
1. Pengumpulan data 
        Dalam pengumpulan data selain dengan metode dokumentasi, angket dan
observasi, peneliti juga membuat catatan lapangan yang dibuat dalam bentuk
kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama yang kemudian diperjelas dan
disempurnakan bila telah selesai penelitian.  Catatan lapangan adalah catatan
tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka
pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.
2. Reduksi data
        Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada  penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi  data  “kasar”  yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini catatan
lapangan  yang  terkumpul  dipilih,  diberi  kode,  dan  membuang  hal-hal  yang
kurang mendukung.
       Reduksi  data  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan,
menggolongkan,  mengarahkan  dan  membuang  yang  tidak  perlu  dan
mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya
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dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data sebagai komponen pertama, telah
dilakukan  sejak  awal  pengumpulan  data  dengan  cara  pemilihan,  pemusatan
perhatian,  dan  penyederhanaan  data  dari  catatan  lapangan.  Reduksi  data
berlangsung  terus-menerus  selama  proses  penelitian  berlangsung.  Peneliti
melaksanakan pemilihan data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan
pengumpulan dokumendokumen yang relevan.
3. Penyajian data
      Menurut pandangan Miles dan Huberman (2016:131), membatasi suatu
penyajian  data  sebagai  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada
tahap ini merupakan upaya untuk merakit kembali semua data yang diperoleh
dari lapangan selama kegiatan berlangsung. Setelah data dipilih dalam reduksi,
selanjutnya  disajikan  dalam  bentuk  tulisan  atau  kata-kata  verbal  secara
sistematik sehingga mudah disimpulkan.
4. Penarikan kesimpulan
      Dari awal pengumpulan data, peneliti dengan pendekatan kualitatif mulai
mencari  arti  benda-benda,  mencatat  keteraturan,  pola-pola,  penjelasan,
konfigurasi-konfigurasi  yang  mungkin,  alur  sebab  akibat,  dan  proposisi.
Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data
berakhir,  tergantung  pada  besarnya  kumpulan-kumpulan  catatan  lapangan,
pengkodeannya,  penyimpanan dan metode  pencarian  ulang yang digunakan,
kecakapan peneliti dan tuntunan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan
telah dirumuskan sejak awal.
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          Langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini yaitu melakukan
analisis  awal,  bila  data  yang  didapat  sudah  cukup,  maka  data  dapat
dikumpulkan.  Setelah  data  dikumpulkan  selanjutnya  direduksi,  disajikan
kemudian ditarik kesimpulan. Jika belum tepat kesimpulannya kemudian dicek
lagi data yang telah dikumpulkan  atau mencari data lagi guna mendapat data
yang  akurat,  terfokus  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dari  data  tersebut
kemudian  ditarik  kesimpulan.  Demikianlah  tahapan  rincian  model  proses
analisis data interaktif.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data
1. Profil MGMP Fikih Kabupaten Klaten
a. Letak Geografis
Sekretariat  MGMP Fikih terletak di Dukuh Tasgading, Desa
Krajan,  Kecamatan  Jatinom,  Kabupaten  Klaten,  Propinsi  Jawa
Tengah. NSM : 12113310004, phone : 0272-33751.  
Ditinjau dari letak geografis sekretariat MGMP Fikih  cukup
strategis karena tidak terlalu jauh dari jalan raya Jatinom-Mundu. 
   Sekretaria  MGMP fikih yang dibatasi oleh beberapa tempat
sebagai berikut :
   a)  Sebelah timur     : Dukuh Krajan
   b)  Sebelah selatan   : SMA N Jatinom  
          c )  Sebelah barat     : Dukuh Tasgading
   d)  Sebelah utara      : Sawah bengkok Ds. Krajan ( Observasi. 1).
       b.  Sejarah Singkat Berdirinnya  Sekretariat  MGMP fikih  Klaten
Di   dalam   sejarah   berdirinya   sekretariat MGMP fikih
dilatar belakangi oleh beberapa anggota MGMP yang sejak tahun
2011 berencana  membangun  sekretariat  dan  setelah  muyawarah
secara mufakat memutuskan untuk membangun sekretariat MGMP
dan dilanjutkan dengan penjadwalan kegiatan MGMP setiap dua
bulan satu kali, sehingga sampai sekarang pertemuan MGMP telah
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terlaksan dengan cukup baik, baik dari segi program-programnya,
kedisiplinannya dan lain lain.
Dengan statusnya sekretariat MGMP yang baru, ketua MGMP
fikih bertekad untuk membawa   MGMP   menuju ke depan harus
lebih maju dan berkembang.  Perlu  diketahui  bahwa  sekretaiat
MGMP fikih kebetulan berdekatan dengan MTsN Jatinom.
c.Visi, Misi MGMP Fikih MTs se-Kabupaten Klaten
1) Visi MGMP Fikih MTs se-Kabupaten Klaten
     Visi  adalah  wawasan yang menjadi  sumber arahan bagi
organisasi  dan  digunakan  untuk  memandu  perumusan  misi
organisasi  tersebut.  Dengan  kata  lain,  visi  adalah  pandangan
jauh ke depan kemana MGMP Fikih akan dibawa. Visi adalah
gambaran masa depan yang diinginkan oleh MGMP Fikih agar
organisasi  yang  bersangkutan  dapat  menjamin  kelangsungan
hidup dan perkembangannya.
     Untuk mewujudkan rujukan tersebut,  MGMP fikih MTs
se-Kabupaten  Klaten  telah  menetapkan  visi:  “Unggul  dalam
profesi, dengan kepribadian Islami dan tetap menjunjung tinggi
kebersamaan”.  Dengan  visi  tersebut  semua  anggota  MGMP
fikih  diharapkan  memiliki  kesamaan  pandangan  arah  depan
yang akan dilakukannya.
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     Adapun indikator dari visi tersebut antara lain : unggul
dalam  pedagogik,  unggul  dalam  kepribadian,  unggul  dalam
profesional, unggul dalam sosial dan unggul dalam leadership.
2) Misi MGMP Fikih MTs se-Kabupaten Klaten
     Misi adalah tindakan untuk merealisasikan visi tersebut.
Karena  visi  harus  mengakomodasi  semua  kelompok
kepentingan  yang terkait  dengan  organisasi,  maka  misi  dapat
juga  diartikan  sebagai  tindakan  untuk memenuhi  kepentingan
masing-masing  kelompok  yang  terkait  dengan  organisasi
tersebut.  Dalam  merumuskan  misi,  harus  mempertimbangkan
tugas  pokok  organisasi  dan  kelompok-kelompok  kepantingan
yang terkait dengan MGMP Fikih. Dengan kata lain, misi adalah
bentuk  layanan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  dituangkan
dalam visi dengan berbagai indikatornya.
     Berdasarkan  pada  visi  MGMP  Fikih  yang  dilengkapi
dengan indikator di atas, segenap anggota dan pengurus MGMP
Fikih  MTs  se-Kabupaten  Klaten  diharapkan  mempunyai
gambaran yang jelas tentang keberadaannya dimasa depan yang
harus  disertai  dengan  peningkatan  dedikasi  dan  loyalitas,
kerjasama yang baik antara segenap anggota,  pengurus,  maka
ditetapkanlah  misi  dengan  rinci  dan  jelas  sebagai  berikut:
Pertama;  Melaksanakan  pelatihan  multi  metode  berbasis
Information  and  Comunication  Tehnology  (ITC)  serta
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melaksanakan bimbingan secara efektif sehingga setiap anggota
dan  pengurus  MGMP  Fikih  di  Kabupaten  Klaten  menguasai
secara  optimal  sesuai  dengan  kebutuhan  guru.,  Kedua  ;
Mendorong dan membantu anggota dalam meningkatkan mutu
pembelajaran fikih sesuai dengan standar nasional pendidikan.,
Ketiga  ;  Menumbuhkan  penghayatan  terhadap  ajaran  Agama
Islam dan beretika moral yang luhur sehingga menjadi sumber
kearifan dan kebijakan dalam bertindak., Keempat ; Mendorong
semua  anggota  untuk  mengembangkan  kemampuan  diri  agar
menjadi  guru  yang  profesional.,  Kelima  ;  Menerapkan
manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota dan
pengurus  MGMP  Fikih  di  Kabupaten  Klaten  dalam  rangka
peningkatan kualitas pendidikan.
2. Program Kerja MGMP Fikih MTs se-Kabupaten Klaten
           Kegiatan MGMP fikih dilaksanakan dengan prinsip dari guru,
oleh  guru,  dan  untuk  guru,  sehingga  dengan  prinsip  ini  guru  dapat
mengembangkan  pengetahuan  dan  ketrampilannya,  terutama  dalam
meningkatkan  mata  pembelajaran  yang  bermuara  pada  hasil
pembelajaran yang optimal.
           Pengurus MGMP fikih MTs se-Kabupaten Klaten periode 2017
– 2018 bekerja untuk memulihkan kondisi organisasi yang sebelumnya
mengalami  kevakuman  dengan  berbagai  upaya  konsolidasi  dan
pengembangan program. Adapun jenis kegiatan program MGMP fikih
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baik  yang  rutin  maupun  yang  dikembangkan  berpedoman  pada
Rumusan Koordinasi Kegiatan Organisasi Penunjang dari K3M sebagai
berikut :
         Program MGMP Fikih MTs se-Kabupaten Klaten:
        Struktur program kegiatan MGMP fikih terdiri dari program
umum,  program  inti  dan  program  penunjang  dengan  uraian  sebagai
berikut:
a.  Program Umum
    Program umum bertujuan untuk memberikan wawasan kepada guru
tentang  kebijakan-kabijakan  pendidikan  ditingkat  daerah  sampai
pusat,  seperti  kebijakan  terkait  dengan  pengembangan
profesionalisme guru.
b.  Program Inti
    Program  utama  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas
kompetensi  dan  profesionalisme  guru,  program  inti  dapat
dikelompokkan  kedalam  program  rutin  dan  program
pengembangan;
1)  Program rutin terdiri dari;
a. Diskusi permasalahan pembelajaran
b. Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester
dan RPP.
c. Analisis kurikulum
d. Penyusunan laporan hasil siswa.
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e. Pendalaman materi
f. Pelatihan  terkait  dengan  penguasaan  materi  yang
mendukung tugas mengajar.
g. Pembahasan  materi  dan  pemantapan  menghadapi  Ujian
Nasional dan Ujian Madrasah.
2)  Program Pengembangan
Program  ini  dapat  dipilih  sekurang-kurangnya  lima  dari
kegiatan beriikut;
a. Penelitian,  diantaranya penelitian  Tindakan Kelas  /  studi
kasus.
b. Penulisan karya ilmiah
c. Seminar, lokakarya.
d. Pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat)
e. Penerbitan jurnal dan buletin MGMP.
f. Kompetensi kinerja guru
g. Pendampingan pelaksanaan tugas guru oleh pembimbing/
instruktur.
c.  Program Penunjang
 Program  ini  bertujuan  untuk  menambah  pengetahuan  dan
keterampilan  peserta  MGMP dengan  materi-materi  yang bersifat
penunjang seperti bahasa asing, TIK dan lain-lain.
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Disamping itu rapat kerja dan pertemuan rutin dua bulan sekali
tingkat kabupaten;
a. Peningkatan  kompetensi  guru  fikih  yang  meliputi  kompetensi
profeional, pedagogik, kepribadian dan sosial serta kepemimpinan.
b. Kegiatan yang termasuk dalam upaya pengembangan kemampuan
dan  ketrampilan  guru  dalam  rangka  meningkatkan  mutu
pembelajaran diantaranay: diskusi isi kurikulum, menyusun disain
pembelajaran,  diskusi  materi  pelajaran,  strategi  pembelajaran  dan
penilaian serta workshop kurikulum 13 (kurtilas).
c. Kegiatan  studi  banding  dengan  kelompok  MGMP  mapel  lain
diantaranya Quran Hadis,  SKI dan Aqidah Akhlak di  Kabupaten
Klaten.
d. Kegiatan peningkatan mutu SDM dan memperluas wawasan antara
lain:  mengikuti  seminar  dan  studi  banding,  menyelenggarakan
pelatihan  untuk  meningkatkan  ketrampilan  yang  membantu  para
guru dalam mengaplikasikan media pembelajaran.
3. Aspek Permasalahan penelitian
a.  Manajemen Program MGMP  Untuk Peningkatan Profesionalisme
Guru Fikih Kabupaten Klaten
1) Perencanaan Program MGMP
Wawancara dengan Sugeng Widada, S.Ag selaku ketua
MGMP,  mengemukakan  bahwa  MGMP  adalah  salah  satu
bentuk bentuk penataran  yang diselenggarakan  oleh  guru dan
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pesertanya  juga  guru-guru  tersebut,  yang  memiliki  manfaat
sebagai  berikut;  (a)  MGMP  merupakan  wadah  yang  efektif
untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guru di kelas,
(b) satu MGMP terdiri dari sejumlah guru yang memiliki gaya
mengajar yang berbeda dan memiliki siswa dengan karakteristik
berbeda pula,  sehingga mereka dapat berbagi pengalaman dan
mencari  solusi  permasalahan  yang  dihadapi  di  kelas,  (c)
memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan guru, karena program
MGMP  ini  dirancang  sesuai  dengan  kebutuhan  guru  mata
pelajaran.
kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik atau
kompetensi pedagogik, meliputi:
1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Pengembangan kurikulum/silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6. Evaluasi hasil belajar
7. Pengembangan  peserta  didik  untuk  mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki
  Wawancara  dengan  Sugeng  Widada,  S.Ag,  selaku
ketua MGMP fikih   menggambarkan bahwa kegiatan MGMP
memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  kompetensi
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pedagogik  dan kompetensi  profesional  guru.  Sugeng Widada,
S.Ag  menyebutkan bahwa melalui kegiatan MGMP guru-guru
dalam satu mata pelajaran dapat mendiskusikan permasalahan-
permasalahan  serta  alternatif  pemecahannya  yang  berkaitan
dengan proses pembelajaran maupun dengan tugas pokok guru,
seperti  merencanakan,  melaksanakan,  dan  menilai  proses  dan
hasil belajar siswa.
Agar  kegiatan  MGMP  bermanfaat  dan  dapat  berjalan
sesuai  dengan  yang  diharapkan  para  anggotanya,  hendaknya
para anggota dilibatkan pada setiap tahapan kegiatan organisasi
seperti  tahap  perencanaan  program,  pelaksanaan,  dan  tahap
evaluasi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa  para guru
pada dasarnya hanya dilibatkan dan terlibat secara optimal pada
tahap  pelaksanaan  aktivitas  MGMP  saja.  Guru  fikih  tidak
banyak  dilibatkan  pada  tahap  perencanaan  seperti  dalam
penyusunan  program  maupun  penetapan  jadwal.  Terlihat
bahwa  peranan  pengurus  lebih  dominan  dan  penyusunan
program  ini  juga  tidak  dilakukan  melalui  analisis  kebutuhan
guru.  Begitu  juga  halnya  pada  tahap  evaluasi,  di  mana  guru
hanya sebagai objek evaluasi, yaitu orang yang dievaluasi.
 Sementara  pada suatu organisasi, anggota merupakan
inti  suatu  organisasi.  Pelibatan  penuh anggota  memungkinkan
kemampuan  mereka  digunakan  untuk  manfaat  organisasi.
91
Mereka  harus  dilibatkan  pada  setiap  proses  untuk  menyusun
arah dan tujuan serta peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai
mutu,  sehingga  setiap  individu  akan  terlibat  dan  memiliki
tanggung jawab untuk mencari  perbaikan yang terus  menerus
terhadap proses  yang berada pada  lingkup tugasnya (Umiarso
dan Gojali, 2010:153). Begitu pula halnya dengan MGMP yang
merupakan  organisasi  non  struktur,  bersifat  mandiri,  dan
berasaskan  kekeluargaan.  Ketika  guru  diundang  hanya  untuk
mengikuti pelaksanan saja, maka mereka merasa hanya sebagai
tamu  undangan,  tetapi  jika  mereka  dilibatkan  pada  setiap
tahapan kegiatan MGMP seperti perencanaan dan pengendalian,
mereka akan ikut merasa memiliki. Hal ini tercermin dari prinsip
kerja MGMP yaitu dari guru, oleh guru, dan untuk guru .
Dari   kompetensi  tersebut,  ternyata  kegiatan  MGMP
memberikan  pengaruh  yang  lebih  signifikan  terhadap
peningkatan kompetensi  pedagogik guru dibandingkan dengan
kompetensi  professional  guru.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan
materi-materi  yang  diberikan  dan  dibahas  dalam  kegiatan
MGMP  lebih  banyak  materi-materi  yang  menunjang 
kompetensi pedagogik. 
Materi-materi  yang  menunjang  kompetensi  pedagogik
seperti  penyusunan silabus,  pembuatan  RPP,  dan penyusunan
LKS selalu diberikan pada awal tahun ajaran baru, sedangkan
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pada  waktu-waktu  lain  mereka  lebih  sering  mendiskusikan
mengenai  metode dan model  pembelajaran  yang cocok untuk
digunakan  pada  materi-materi  tertentu.  Pembahasan mengenai
materi  sangat  jarang  dilakukan,  kecuali  jika  ada  acara  lesson
study.
Penguasaan guru dalam merancang, melaksanakan, dan
mengevaluasi  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  karakteristik
siswanya  (kompetensi  pedagogik)  memanglah  penting  agar
materi  yang  disampaikan  akan  mudah  dipahami  dan
diinternalisasi oleh siswa. Namun penguasaan materi adalah hal
yang  paling  penting,  karena  sepintar-pintarnya  guru
menyampaikan materi pembelajaran,  akan terjadi salah konsep
jika  guru  tersebut  tidak  menguasai  materi  yang  diajarkannya
secara mendetail.
Masalah lain yang muncul adalah kurangnya tenaga nara
sumber  dalam  forum  tersebut.  Biasanya  yang  menjadi  nara
sumber adalah para guru inti yang telah diberikan pelatihan, baik
itu  pelatihan  yang  diberikan  oleh  dinas  pendidikan,  Lembaga
Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (LPMP) maupun  dari  Mapenda
Kementerian Agama Kabupaten Klaten.  Namun jika tidak ada
nara sumber yang memadai,  maka mereka dapat  mengundang
nara sumber dari tempat lain seperti guru dari forum lain, atau
dosen dari perguruan tinggi.
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 Perencanaan guru dalam mengikuti MGMP sebagaimana
yang  disampaikan  Sri  Maryati,  S.Pd,  bahwa untuk  mengikuti
MGMP  mempunyai  rencana,  antara  lain  (1)  memberikan
motivasi  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan
dalam  merencanakan,  melaksanakan,  dan  membuat  evaluasi
program  kegiatan  pembelajaran.  (2)  membantu  guru  untuk
memperoleh  informasi  dari  berbagai  sumber,  pertemuan  rutin
dan pelatihan. (3) membantu memecahkan masalah yang terkait
dengan proses kegiatan belajar mengajar. (4) bekerja sama antar
guru  fikih.  (Wawancara  dengan  Sri  Maryati,S.Pd  pada  hari
Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 pukul 09.00 di Ruang Guru).
   Waktu pelaksanaan  mengikuti MGMP, menurut Dra. Sri
Rahayu, bahwa pelaksanaan  kegiatan  setiap  2 bulan  sekali.
Sedang   beaya  kegiatan  menjadi  tanggung  jawab  peserta
(Wawancara dengan Dra. Sri Rahayu pada hari Kamis, tanggal
23 Nopember 2017 pukul 09.20 di ruang Tatausaha).
    Bahwasannya musyawarah guru dalam bentuk MGMP
membuat  perencanaan dalam kegiatan.  Hal ini  tertuang dalam
AD/ART  rencana  musyawarah  MGMP  antara  lain:  (1)
memperluas wawasan dan pengetahuan gruu dalam berbagai hal
antara  lai:  penyusunan  bahan-bahan  pembelajaran,  strategi
pembelajaran,  metode  pembelajaran,  memaksimalkan
pemakaian  sarana  prasarana  belajar,  memanfaatkan  sumber
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belajar, (2) memberi kesempatan kepada anggota untuk berbagi
pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik,
(3)  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan,  (4)
memberdayakan  dan  membantu  anggota  dalam  melaksanakan
pembelajaran di madrasah, (5) mengembanhkan profesionalisme
guru,  (6)  untuk  meningkatkan  mutu  proses  pendidikan.
(Dokumen dari AD/ART MGMP fikih).
 Demikian pula dipaparkan oleh Sri Pujihastuti, S.Ag ketika
dimintai penjelasan tentang program MGMP: diantara program
MGMP  itu  baru  menekankan  kepada  peningkatan
profesionalisme  tentang  kompetensi  pedagogik  seperti
menyusun  perangkat  pembelajaran,  menyusun  kisi-kisi  soal
penilaian  tengah  semester  dan  penilaian  akhir  semester  serta
penyusunan  modul  (Wawancara  dengan  Sri  Pujihastuti,  S.Ag
pada  hari  Jumat,  tanggal  24  Nopember  2017  pukul  08.30  di
ruang guru).
2)   Pengorganisasian
          Organisasi penyelenggaraan MGMP Fikih di Kabupaten
Klaten merupakan wadah kegiatan profesional  bagi guru fikih
ditingkat MTs Kabupaten Klaten yang terdiri dari sejumlah guru
fikih dari beberapa Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Klaten
dalam bentuk kepengurusan MGMP Fikih.
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Berikut ini tabel struktur pengurus MGMP Fikih tingkat
MTs se-kabupaten Klaten; 
          Tabel 4.1
     Struktur  Pengurus MGMP fikih
NO JABATAN NAMA TEMP. TUGAS
1 Pelindung Drs. H. Masmin Afif, 
M.Ag
Ka.Kementerian 
Agama Kab.Klaten
2 Penasehat Drs.  Sriyanto,  M.Ag Kepala MTsN 
Prambanan
3 Ketua Sugeng Widada, S.Ag MTs N Prambanan
4 Sekretaris Wahadi, S.Ag MTs N Klaten
5 Bendahara Dra.Hj.Endang  S. MTs Muh. Klaten
6 Bidang 
Perencanaan dan
Pelaksanaan 
Program
Dra. Haryani
Suratno, S.Ag
Hj. Mutia N.I.S.Ag
H. Sampurna, S.Ag
UswatunHasanahSAg
MTs N Cawas
MTs N Pedan
MTs N Mlinjon
MTs N Kepoh
MTs N Klaten
7 Bidang 
Pengembangan 
Organisasi, 
Administrasi, 
Sarana dan 
Prasarana
M. Mashudi, S.Ag
Sugeng Sanyoto,S.PdI
Adik Iktisarwan, S.Ag
Masyhuri.M, S.Ag
Masruri, S.Ag
MTs Fil Tegalarum
MTs N Mlinjon
MTs N Jatinom
MTs Fil Tegalarum
MTs N Prambanan
8 Bidang Humas 
dan Kerjasama
Fakhrudin, S.Ag
Nurul Laili, S.PdI
Siti Fatimah, S.PdI
MTs N Gantiwarno
MTs N Klaten
MTs Ceper
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Ati Baroroh, S.PdI
Nugroho, S.PdI
Sirod Taufiq, S.Ag
MTs N Mlinjon
MTs N Gantiwarno
MTs Muh. Wedi
         ( Dokumen MGMP Fikih MTs, diambil pada 12 Desember 2017 )
Pengurus  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  Fikih
tingkat MTs Kabupaten Klaten terdiri dari 19 orang, yang PNS
ada 13 sedang yang GTT ada 6 orang. Dan diantara mereka
sudah  berpendidikan  S1.  Kepengurusan  MGMP  Fikih  ini
menurut peneliti  masih kurang kompak dalam melaksanakan
program-programnya.
Guru fikih di MTs Kabupaten Klaten dalam mengikuti
MGMP telah mendapatkan surat tugas dari kepala Madrasah
masing-masing.  Hal  ini  disampaikan  oleh  ketua  MGMP,
bahwa guru fikih dalam mengikuti MGMP diberi surat tugas
dari kepala Madrasah. Surat tugas yang diberikan kepada guru
bersangkutan dibuktikan dengan bukti kehadiran ketua MGMP
fikih  (Wawancara  dengan  Sugeng  Widada,  S.Ag  pada  hari
Jumat,  24 Nopember  2017 pukul  09.00 di  ruang sekretariat
MGMP).
Hal ini juga disampaikan oleh sekretaris MGMP fikih
yang  mengatakan  bahwa  tugas  saya  adalah  mengumpulkan
surat  dan  peserta  musyawarah  sebagai  bukti  kehadirannya
untuk  diserahkan  kembali  kepada  Madrasah  (Wawancara
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dengan  Wahadi,  S.Ag  pada  hari  Sabtu,  25  Nopember  2017
pukul 09,30 di ruang pertemuan MGMP).
Dalam MGMP, guru melakukan kegiatan yang menjadi
agenda  musyawarah.  Musyawarah  dipimpin  oleh  ketua
musyawarah.  Anggota  MGMP  fikih  berperan  sama  dalam
setiap  materi  musyawarah.  Hal  ini  disampaikan  ketua
musyawarah,  sugeng  Widada,  S.Ag  bahwa  semua  anggota
memberikan  pertimbangan  sehingga  menjadi  keputusan
musyawarah (Wawancara dengan Sugeng widada, S.Ag pada
hari  Sabtu,  25  Nopember  2017  pukul  10.00  di  ruang
pertemuan MGMP).
Demikian  juga  disampaikan  Sugeng  Widada,  S.Ag
dalam  wawancaranya   bahwa   peserta   MGMP   saling
bertukar   pengalaman  tentang  pembelajaran  fikih  kepada
siswa,  lalu  dari  masalah  pembelajaran  itu  dicari  solusinya
secara musyawarah.
 Materi  MGMP  sebagaimana  disampaikan  Sri  Puji
hastuti, S.Ag, disesuaikan dengan permasalahan yang muncul
selama  pelaksanaan  pembelajaran  di  kelas.  Kemudian
dilakukan  bersama  guru  lain   dipandu  oleh  ketua  MGMP,
misalnya  masalah  keluasan  materi  pelajaran  fikih  dan
sebagainya (wawancara dengan Sri Puji astuti, S.Ag pada hari
Sabtu, 25  Nopember 2017 pada pukul 11.00 di ruang guru).
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Guru-guru fikih di MTs se-Kabupaten Klaten terdaftar
pada  kepengurusan  MGMP.  Sebagaimana  yang  tercantum
dalam Anggaran Rumah Tangga bahwa Wahadi, S.Ag sebagai
sekretaris  ,  sedang  tugas  dari  sekretaris  diantaranya  adalah
mengkoordinasi  kehadiran  peserta  MGMP (  Dokumen ART
MGMP fikih).
Peserta  musyawarah  diberikan  tanggung  jawab  pada
setiap kegiatan contohnya dalam penyusunan Silabus dan RPP,
peserta musyawarah dibagi menjadi tiga kelompok disesuaikan
dengan  kelas  yang  diajarkannya.  Setelah  selesai  membuat
Silabus  dan  RPP,  para  peserta  mendiskusikan  untuk
mendapatkan  kemufakatan  dan  kesamaan  Silabus  dan  RPP
(Wawancara dengan Sugeng Widada,  S.Ag pada hari  Sabtu,
25 Nopember 2017 pukul 11.30 di ruang pertemuan MGPM).
Sekretaris    musyawarah    bertugas     membuat
undangan,  mencatat  kehadiran  dan  mengarsip  dokumen
MGMP.  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  Wahadi,  S.Ag
dalam wawancara pada hari Sabtu, 25 Nopember 2017 bahwa
sekretaris  hanya  diberi  tugas  untuk  membuat  undangan
kegiatan,  mencatat  kehadiran,  mengarsip  dokumen  MGMP
dan  dalam setiap  rapat  atau  musyawarah sekretaris  menjadi
pengatur acara.
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Musyawarah  MGMP  diadakan  secara  berkala  setiap
dua bulan sekali dengan materi dan nara sumber yang terbatas.
Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Miftahul  Jannah  I.  Sos.I
bahwa pemateri  belum terjawal.  Begitu juga penjelasan dari
ketua  MGMP  Sugeng  Widada,  S.Ag,  bahwa  nara  sumber
belum terjadwal  dengan  baik.  Lebih  lanjut  Miftahul  Jannah
I,Sos.I mengatakan bahwa beaya kegiatan menjadi  tanggung
jawab  anggota,  dan  kegiatan  yang  menjadi  program
musyawarah  MGMP  didanai  dari  kas  hasil  iuran  anggota
setiap kalipertemuan dan fee pembuatan modul pembelajaran
siswa (Wawancara dengan Miftahul Jannah I,Sos.I pada hari
Senin, 27 Nopember 2017 pukul 09.00 di ruang guru).
      3).Penggerakan
Fungsi guru pembelajaran fikih sangat manfaat sekiranya
dilaksanakan dengan pembelajaran yang menarik. Sebagaimana
yang diungkapkan Sri Pujihstuti, S.Ag bahwa pembelajaran fikih
itu  berorintasi  pada  ibadah  sebagai  implementasi  dari  hamba
Allah. Kalau kita bisa memahami ketentuan Allah maka manusia
manusia bisa   memahami    hakekat  hidupnya.  Maka  hal  ini
penting  saya mengikuti MGMP, yakni untuk lebih memahami
pentingnya  pembelajaran  fikih  (wawancara  dengan  Sri  Puji
Astuti pada hari Senin, 27 Nopember 2017 pukul 10.00 di ruang
guru).
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         Sebagai  contoh,  Guru mata  pelajaran fikih di MTs
Negeri  Jatinom aktif  dalam melaksanakan  hasil  musyawarah.
Contohnya  dalam  menerapkan  silabus  dan  RPP  dalam
pembelajaran di kelas. Adik Ihtisarwan, S.PdI saat memberikan
pelajaran menerapkan metode mengajar serta penguasaan materi
pelajaran  sesuai  dengan  RPP  yang  disusunnya.  Pembelajaran
menjadi menarik perhatian siswa dengan bermain peran maupun
diskusi  atau  dialog  (Observasi  dilaksanakan  pada  hari  Selasa
tanggal 28 Nopember  2017 jam ke 1-2 di kelas 8C).
        Juga diungkapkan oleh Sri Maryati, S.Pd selaku wakil
kepala  bagian  kurikulum,  bahwa  guru  fikih  di  MTs  Negeri
Jatinom  telah  melaksanakan  pembelajaran  dengan  model
PAIKEM. Guru fikih mengadakan komunikasi langsung kepada
siswanya  dalam  pembelajaran  maupun  diluar  pembelajaran
(Wawancara dengan Sri Maryati, S.Pd pada hari Selasa tanggal
28 Nopember 2017 jam  09.00  di ruang guru).
        Guru fikih yang mengikuti  MGMP merasa terkesan
dalam kegiatannya, yang dimulai dari perencanaan secara realita
menggambarkan tahapan kegiatan MGMP. Dalam pelaksanaan
MGMP  dilaksanakan  secara  terjadwal,  melibatkan  semua
anggota, dipandu oelh ketua MGMP dan berlangsung tertib dan
lancar. Selanjutnya MGMP diakhiri dengan kesepakatan dalam
berita  acara  hasil  musyawarah.  Hasil  musyawarah  inilah
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menjadi  dorongan  bagi  guru-guru  untuk  diterapkan  dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, termasuk guru fikih
di  MTs Negeri  Jatinom (Wawancara  dengan  Sugeng Widada
pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2017 jam 12.30 di ruang
pertemuan MGMP).
 4).Pengawasan
          Sebagai  anggota  MGMP guru  fikih  bukan  hanya
mengikuti kegiatan MGMP, melainkan juga sebagai pengawas.
Selama kegiatan para anggota ikut bertanggung jawab terhadap
kesuksesan  MGMP.  Maka  dari  itu  pengawasan  tidak  hanya
dilakukan oleh ketua, sekretaris, bendahara tetapi dilakukan oleh
seluruh  anggota  (Wawancara  dengan  Adik  Ihtisarwan,  S.PdI
pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 jam 10.00 di ruang
guru).
        Prosesi MGMP semua anggota memelihara ketertiban
dan kelancaran MGMP. Selanjutnya pengawasan MGMP bukan
pada  awal  dan  pertengahan,  melainkan  juga  sampai  dengan
berakhirnya kegiatan MGMP. Dengan demikian, semua anggota
melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung
dalam kegiatan  (Wawancara  dengan  Wahadi,  S.Ag pada  hari
Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 jam 09.00 di ruang MGMP)
b. Hambatan  program  manajemen  MGMP  dalam  peningkatan
profesionalisme guru fikih  MTs  se-Kabupaten Klaten
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1). Guru anggota MGMP kurang disiplin
         Bahwa    kurang    disiplin    anggota    MGMP
menimbulkan pengulangan materi yang diberikan. Pengulangan
materi  inilah  menjadikan  penggunaan  waktu  yang  semakin
lama.  Padahal  alokasi  waktu  telah  ditentukan  oleh  pemandu
terbatas  (Wawancara  dengan  Sabari,  S.PdI  pada  hari  Rabu
tanggal 29 Nopember 2017 jam 09.30 di ruang guru).
2). Kegiatan MGMP belum pernah melibatkan nara sumber.
           MGMP termasuk kegiatan pengembangan akademik, hal
ini dapat memilki nilai tambah bila yang memberi materi  ahli
dibidangnya.  Maka  dari  itu,   MGMP  sedang  melakukan
pendekatan  agar  bisa  mendatangkan  pakar  ahli  di  bidangnya
sebagai nara sumber (Wawancara dengan Dra. Sri Rahayu pada
hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 jam 10.15 di ruang guru).
3). Jangkauan pelaksanaan MGMP belum didukung oleh dana yang
secukupnya.
           Kegiatan MGMP selama ini telah terlaksana secara
terjadwal,  tetapi  terbatas  aktivitasnya  dari  anggota  MGMP
sendiri. Hal ini ada faktor yang perlu menambah penguat yakni
pendanaan. Sehubungan dengan hal itu tidak ada kegiatan tanpa
dana,  maka  perlu  perhatian  tentang  keterbatasan  dana.
(Wawancara  dengan  Sugeng  Widada,  S.Ag   pada  hari  Rabu
tanggal 29 Nopember 2017 jam 10.30 di ruang guru).
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c. Solusi  mengatasi  hambatan  program  manajemen  MGMP  dalam
peningkatan profesionalisme guru fikih  MTs Kabupaten Klaten.
1). Guru anggota MGMP kurang disiplin.
          Pelaksanaan   MGMP   perlu   melakukan  kerjasama
dengan  kepala  Madrasah  dan  koordinator,  untuk  meberi
motivasi  dan  peluang  kepada  guru  yang  mengikuti  MGMP
(Wawancara dengan Sabari, S.PdI  pada hari Rabu tanggal 29
Nopember 2017 jam 09.30 di ruang guru).
2).  Kegiatan MGMP belum pernah melibatkan nara sumber
         Untuk mendatangkan pakar di bidang keahliaanya dapat
ditempuh  dengan  kerjasama  pada  lembaga  pendidikan  tinggi
dan praktisi serta komunikasi langsung kesediaan pakar ahli di
bidangnya  (Wawancara  dengan  Sri  Maryati,  S.Pd  pada  hari
Rabu tanggal 29 N0pember 2017 jam 10.00 di ruang guru).
3) Jangkauan  kegiatan  MGMP  belum  didukung  dana  yang
secukupnya.
        MGMP membuat usulan kepada K3M untuk dimasukkan
dalam  penyusunan  anggaran  Madrasah  pada  setiap  MTs.
MGMP  juga  membuat  proposal  disampaikan  kepada  sponsor
dan donatur  (Wawancara  dengan Sugeng Widada,  S.Ag pada
hari Rabu 29 Nopember 2019 jam 13.15 di ruang guru).
4 Interpretasi
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     Setelah data dikumpulkan diteruskan reduksi data, berikut
dilakukan  interpretasi  data  yang  akan  dilakukan   berkenaan
dengan :
a. Manajemen  program  MGMP  dalam  peningkatan
profesionalisme guru fikih  MTs se-Kabupaten Klaten.
1) Perencanaan
    Rencana  mengikuti  MGMP  antara  lain;  untuk
menambah teman, menyamakan   persepsi antar   guru
mata  pelajaran,  menambah  wawasan  dan  untuk
mengetahui  serta  mengkaji  perkembangan  kurikulum
dari waktu ke waktu. Waktu pelaksanaan kegiatan setiap
dua bulan sekali.
    Musyawarah  guru  dalam  MGMP  membuat
perencanaan  dalam  kegiatan,  antara  lain;  (1)
memperbanyak  wawasan dan pengetahuan  guru  dalam
berbagai  hal,  antara  lain;  penyusunan  bahan  atau  alat
pembelajaran,  strategi  pembelajaran,  metode
pembelajaran,  memaksimalkan  pemakaian  sarana
prasarana belajar, dan memanfaatkan sumber belajar, (2)
memberi  kesempatan  kepada  anggota  untuk  berbagi
pengalaman  serta  saling  memberikan  bantuan  dan
umpan  balik,  (3)    meningkatkan  pengetahuan  dan
keterampilan,  (4)  memberdayakan  dan  membantu
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anggota dalam melaksanakan pembelajaran di Madrasah,
(5)  mengembangkan  profesionalisme  guru,  (6)
meningkatkan  mutu  proses  pendidikan  dan
pembelajaran, dan (7) meningkatkan kompetensi guru.
       Di antara program MGMP menekankan peningkatan
profesionalisme  guru  dengan  kompetensi  pedagogik
contohnya  menyusun  perangkat  pembelajaran,
menyusun kisi-kisi  soal  penilaian  tengah semester  dan
penilaian  akhir  semester,  dan  menyusun  modul
pembelajaran.
       Apabila dilakukan pencermatan makan akan dapat
diungkapkan   bahwa   MGMP   dalam   melakukan
kegiatannya   dibuat  perencanaan  secara  futuristik.  Hal
ini menunjukkan bahwa MGMP memahami pentingnya
perencanaan. Kegiata makro (besar) dan kegiatan mikro
(kecil)  tidak  bisa  melepaskan  perencanaan,  termasuk
kegiatan MGMP. Dengan demikian MGMP melakukan
kegiatan dengan menumpukan kepada perencanaan.
2) Pengorganisasian
        Guru-guru fikih MTs se-Kabupaten Klaten dalam
mengikuti  MGMP telah  mendapatkan  surat  tugas  dari
kepala Madrasah. Surat tugas tersebut diberikan kepada
guru  fikih  dibuktikan  dengan  kehadiran  dari  ketua
106
MGMP fikih. Ketua MGMP mengumpulkan surat tugas
dari  anggota  musyawarah  sebagai  bukti  kehadirannya
untuk diserahkan kepada kepala Madrasah.
        Dalam musyawarah  MGMP,  guru  melakukan
kegiatan  yang  menjadi  agenda  musyawarah.
Musyawarah  dipimpin   oleh  ketua  MGMP.  Anggota
musyawarah  berperan  sama  dalam  setiap  materi
musyawarah.  Semua anggota   mempunyai  kesempatan
memberikan  pertimbangan-pertimbangan  sehingga
menjadi  keputusan  bersama.  Anggota  musyawarah
saling bertukar  pengalaman tentang pembelajaran fikih
kepada siswa. Lalu dari masalah pembelajaran itu dicari
solusinya  secara  musyawarah.  Materi  disesuaikan
dengan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan
pembelajaran di kelas, kemudian di diskusikan bersama
guru-guru yang dipandu oleh ketua MGMP.
       Para anggota musyawarah diberikan tanggung jawab
pada  setiap  kegiatan  seperti  di  dalam  penyusunan
Silabus  dan  RPP,  anggota  musyawarah  dibagi  tiga
kelompok disesuaikan dengan kelas  yang di  ampunya.
Setelah  selesai  membuat  silabus  dan  RPP,  anggota
musyawarah  mendiskusikan  untuk  mendapatkan
kemufakatan. 
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       Sekretaris  musyawarah  bertugas  membuat
undangan, mencatat kehadiran dan mengarsip dokumen
MGMP.  Musyawarah  MGMP  dilaksanakan  secara
berkala setiap dua bulan sekali  dengan materi, pemateri
belum  terjadwal.  Beaya  kegiatan  mrnjadi  tanggung
jawab  anggota.  Kegiatan  yang  menjadi  program
musyawarah  MGMP  didanai  dari  hasil  iuran  anggota
setiap kali pertemuan dan bantuan dari hasil pembuatan
modul pembelajaran siswa. Materi musyawarah  mampu
menambah wawasan dan pengetahuan. 
      Perilaku organisasi  MGMP menunjukkan betapa
kuatnya menggerakkan potensi akademik diri bagi guru
fikih  MGMP sebagai  wadah  yang  dikelola  oleh  guru-
guru  mata  pelajaran  fikih  dengan  mengkoordinasikan
tidak  hanya  untuk  wujud  pertemuan  tetapi  merupakan
majelis ilmu secara ilmiah.
3) Penggerakan
      Guru-guru mata pelajaran fikih  MTs se-Kabupaten
Klaten  melaksanakan    hasil    musyawarah    dalam
kegiatan-kegiatan  pembelajaran  sesuai  dengan  tugas
pokok dan fungsi guru. Pembelajaran fikih sangat terasa
manfaat  sekiranya  dilaksanakan  dengan  pembelajaran
yang menarik dan variatif. Sebagian Guru-guru fikih di
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MTs  se-Kabupaten  Klaten  telah  melaksanakan
pembelajaran  dengan  model  PAIKEM,  bukan  hanya
praktek yang terbatas  di  kelas,  tapi  juga di luar kelas.
Guru  fikih  mengadakan  komunikasi  langsung  kepada
siswanya  di  dalam  pembelajaran  maupum  di  luar
pembelajaran. Saat ini  guru fikih di MTs se-Kabupaten
Klaten  dalam pembelajaran  sangat  menguasai,  disiplin
dalam kehadirannya, menjadi penggerak dalam kegiatan
keagamaan di madrasah. Disamping sebagai pembelajar,
guru juga berperan sebagai pembimbing.
      Guru fikih sebagai anggota MGMP merasa dalam
kegiatannya yang dimulai dari perencanaan yang nyata
menggambarkan  tahapan  kegiatan  MGMP.  Dalam
kegiatan  MGMP  dilaksanakan  secara  terjadwal,
melibatkan seluruh anggota, di pandu oleh ketua MGMP
dan  lancar.  Selanjutnya  MGMP  diakhiri  dengan
kesepakatan dalm berita acara hasil musyawarah. Hasil
musyawarah  inilah  menjadi  motivasi  penggerak  bagi
guru-guru  fikih  untuk  diterapkan  dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya.
4) Pengawasan
   Guru  fikih  sebagai  anggota  MGMP bukan  hanya
mengikuti kegiatannya saja, melainkan juga peran serta
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sebagai  pengawas,  selama  kegiatan  para  anggota  ikut
bertanggung  jawab  kepada  kesuksesan  MGMP.  Maka
dari  itu  pengawasan tidak hanya dilakukan oleh ketua,
sekretaris, bendahara tetapi dilakukan seluruh anggota. 
   Pengawasan  dilakukan  bukan  untuk  menemukan
kekurangan,  menakut  nakuti  dan  memojokkannya
kepada  pelaku.  Pengawasan  yang  dilakukan  dalam
kegiatan  MGMP  sebagai  pengawasan  mandiri  yang
melekat  dalam  diri  seorang  guru  fikih  untuk
mendapatkan  suatu  pengalaman  yang  bermanfaat  bagi
semua  pihak.  Untuk  itu  pengawasan  kepada  setiap
anggota  memberikan  wujud  nyata  pengawasan  yang
terkendali.  Setiap  diri  anggota  guru  fikih  sebagai
pengawas,  maka  secara  otomatis  memungkinkan
tercapainya  target  pengawasan itu sendiri.  Pengawasan
ini di lakukan mulai guru fikih terdaftar sebagai anggota
MGMP sampai dengan pencapaian hasil yang diterapkan
di Madrasah.
b. Hambatan manajemen program MGMP dalam peningkatan
profesionalisme guru fikih  MTs se-Kabupaten Klaten
1) Guru anggota MGMP kurang disiplin
      Anggota  MGMP  kehadirannya  kurang  disiplin,
ketidakdisiplin  anggota  MGMP  menimbulkan
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pengulangan materi yang diberikan. Pengulangan  materi
ini   menjadikan  waktu  yang  bertambah  lama,  padahal
alokasi waktu telah di tentukan oleh pemandu terbatas.
Hal ini menunjukkan bahwa guru fikih dalm mengikuti
MGMP  masih  dilingkupi  oleh  kesibukan  akademik,
perjalanan yang padat  dan faktor lain bukan persoalan
terlmbat  kehadirannya.  Setiap  guru  fikih  berkeinginan
untuk  hadir  tepat  waktu,  namun  keadaan  setiap  guru
fikih  banyak  variannya  sehingga  kejadian  hadi  tidak
sesuai dengan waktu. 
2) Kegiatan  MGMP  fikih  belum  pernah  melibatkan  ahli
sebagai nara sumber.
     Kegiatan  ini  memiliki  nilai  tambah  bila  yang
memberi materi ahli di bidangnya. Maka dari itu MGMP
sedang melakukan pendekatan agar bisa mendatangkan
ahli di bidangnya (ilmu fikih) sebagai nara sumber.
      MGMP merupakan wujud musyawarah bagi guru
fikih  yang  memiliki  keahlian  sesuai  profesinya.
Sehubungan  dengan  itu,  maka  kedudukan  guru  fikih
sebagai  ahli  secara  profesional.  Untuk  itu  diperlukan
pengembangan  pandangan  mengenai  keahlian  dalam
profesi  itu  sendiri.  Terkait  dengan  ini,  MGMP
seyogyanya  membutuhkan  ahli  di  bidangnya.  Namun
111
kondisi  belum  memungkinkan  sehubungan  dengan
keterbatasan aspek non akademik. 
3) Kegiatan  MGMP  fikih  belum  menjangkau  dana  yang
secukupnya.
   Selama  ini  pelaksanaan  kegiatan  MGMP   telah
terlaksana  secara  terjadwal,  akan  tetapi  terbatas
aktivitasnya dar anggota MGMP ssendiri.  Hali  ini  ada
faktor penguat, yaitu pendanaan. Sehubungan dengan hal
itu  tidak  ada  kegiatan  tanpa  ada  dana,  sehingga  perlu
perhatian tentang keterbatasan dana.
   Masalah  dana  memang  penting  namun  ikhtiar
mencari  pendanaan  jangan  sampai  lemah  lunglai.
Sumber  dana  MGMP  belum dilakukan  dengan  kiprah
yang optimal. Maka dari itu anggota MGMP fikih perlu
memperhatikan  masalah  pendanaan  untuk  kegiatan
MGMP dengan musyawarah.
c. Solusi  mengatasi  hambatan  manajemen  program  MGMP
dalam  peningkatan  profesionalisme  guru  fikih   MTs
Kabupaten Klaten
1) Guru anggota MGMP fikih kurang disiplin.
   Perlunya  MGMP  melakukan  kerjasama  dengan
kepala  Madrasah  untuk  memotivasi   guru  untuk
mengikuti MGMP.
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   Semua pengurus MGMP melakukan konsolidasi ke
K3M  sehingga  akan  terjadi  peran  yang  berimbang
dalam  membuka  kesadaran  bagi  guru  fikih  mengikuti
MGMP.
2) Kegiatan MGMP belum pernah melibatkan ahli sebagai
nara sumber.
     Memanfaatkan ahli  sebagai  nara sumber dapat  di
tempuh dengan cara kerjasama pada lembaga pendidikan
tinggi  dan  komunikasi  langsung  kesediaan  ahli
dibidangnya (ilm fikih).
     Setiap ahli  di  bidangnya tidak keberatan,  terbuka
sebagai  jaringan  kerjasama sesuai  bidang  keahliannya.
Maka dari itu pengurus MGMP agar supaya melakukan
kerjasama yang baik  secara  lembaga  maupun individu
ahli di bidangnya. 
3) Kegiatan  MGMP  fikih  belum  menjangkau  dana  yang
secukupnya.
      Pengurus adan anggota MGMP membuat  usulan
kepada  K3M  untuk  dimasukkan  dalam  penyusunan
anggaran  BOS  (Bantuan  Operasional  Sekolah)  pada
Madrasah, MGMP juga membuat proposal disampaikan
kepada sponsor dan kementerian Agama.
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      Keterbatasan  dana dalam kegiatan  MGMP perlu
dilakukan  usaha  untuk  pengembangan  MGMP  itu
sendiri.  Usaha  itu  contohnya  membuat  usulan  kepada
DIPA  Madrasah  dan  para  sponsor  serta  Kementerian
Agama.
B. Pembahasan
1. Manajemen program MGMP dalam peningkata  profesionalisme  guru
fikih  MTs se-Kabupaten Klaten.
a).  Perencanaan
Pengurus  dan  anggota  MGMP  fikih  membuat  perencanaan
kegiatan, yakni diantaranaya; (1) meningkatkan kemampuan dalam
membuat  perencanaan,  melaksanakan,  dan  membuat  evaluasi
program  kegiatan  pembelajaran,  (2)  membantu  para  guru  untuk
memperoleh informasi dari  berbagai sumber, pertemuan rutin dan
pelatihan,  (3) membantu memecahkan masalah yang berhubungan
dengan kegiatan belajar mengajar.
Dalam  rencana  mengikuti  MGMP  antara  lain;  menambah
teman, menyamakan persepsi antar guru fikih, menambah wawasan,
untuk  mengetahui  perkembangan  kurikulum  dari  masa  ke  masa.
Waktu pelaksanaan mengikuti MGMP, pelaksanaan MGMP setiap
dua bulan sekali.
Diantara program MGMP fikih menekankan pada peningkatan
profesionalisme  taraf  kompetensi  pedagogik  seperti  menyusun
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perangkat pembelajaran,  menyusun kisi-kisi  soal penilaian tengah
semester  dan  penilaian  akhir  semester,  membuat  modul  mata
pelajaran fikih.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  pada  pandangan,  Rohmat
(2017  :  41)  menyebutkan  bahwa  perencanaan  sangat  diperlukan
untuk  setiap  kegiatan.  Dengan  demikian  semua  kegiatan  perlu
menyusun  perencanaan.  Kegiatan  apapun  termasuk  aktivitas
pendidikan dan pelatihan serta workshop.
Begitu juga pemaparan George R. Terry bahwa perencanaan
mencakup tindakan mendeterminasi sasaran dan arah tindakan yang
akan  diikuti.  Pemilihan  fakta-fakta  dan  usaha  menghubungkan
antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, kemudian membuat
perkiraan  tentan  keadaan  dan  perumausan  tindakan  untuk  masa
yang akan datang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang
dikehendaki (George R. Terry, 2012:7).
Temuan  penelitian  ini  menopang  pada  ungkapan  ahli
sebagaimana  yang  dipaparkan  tersebut.  Jadi  pada  dasarnya
perencanaan MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru fikih
MTs Kabupaten Klaten telah dilakukan sesuai teori dan fakta. Juga
harus dilakukan sosialisasi secara berulang pada setiap musyawarah
yang  berkaitan  dengan  perencanaan  peningkatan  profesionalisme
guru fikih yang tertuang dalam AD/ART MGMP.
b). Pengorganisasian
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Guru fikih  MTs Kabupaten Klaten dalam mengikuti MGMP
telah mendapatkan surat  tugas  dari  kepala Madrasah. Surat  tugas
yang diberikan kepada guru bersangkutan dan dibuktikan dengan
bukti  kehadiran  dari  ketua  MGMP  fikih.  Ketua  MGMP
mengumpilkan surat tugas dari anggota musyawarah sebagai bukti
kehadirannya  untuk diserahkan  kembali  kepada kepala  Madrasah
masing-masing.
Ketika dalam musyawarah MGMP,  para anggota melakukan
kegiatan agenda musyawarah. Musyawarah dipimpin langsung oleh
ketua  musyawarah.  Anggota  musyawarah  berperan  sama  dalam
setiap materi musyawarah. Semua anggota mempunyai kesempatan
memberikan  pandangan  dan  pertimbangan  sehingga  menjadi
keputusan  musyawarah.  Anggota  musyawarah  saling  bertukar
pengalaman  tentang  pembelajaran  fikih  kepada  siswa.  Kemudian
dari masalah pembelajaran itu di cari solusinya secara musyawarah.
Materi  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  muncul  selama
pelaksanaan  pembelajaran  di  kelas,  lalu  didiskusikan  bersama
anggota lain yang di pandu oleh ketua musyawarah.
Anggota  musyawarah  MGMP  diberi  tanggung  jawab  pada
setiap  kegiatan,  contohnya  dalam penyusunan  silabus   dan  RPP,
anggota musyawarah dibagi menjadi tiga sesuai dengan kelas yang
diampunya.  Setelah  selesai  membuatsilabus  dan  RPP  anggota
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musyawarah  mendiskusikan  untuk  mendapatkan  mufakat  dan
kesamaan silabus dan RPP.
Sekretaris  MGMP  bertugas  membuat  undangan,  mencatat
kehadiran dan mengarsip dokumen musyawarah. Pertemuan MGMP
diadakan secara berkala setiap dua bulan sekali dengan materi dan
nara  sumber  terbatas.  Beaya  kegiatan  menjadi  tanggung  jawab
anggota. Adapun program MGMP didanai dari dana iuran anggota
setiap  kali  pertemuan  dan  bantuan  hasil  dari  pembuatan  modul
pembelajaran.  Dalam  musyawarah  bukan  hanya  sekedar  temu
kangen antar sesama anggota, tetapi ada tambahan wawasan berupa
kemantapan ilmu dalam pembelajaran di kelas.
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Rohmat
(2016  :  25)  pada  kawasan  teknologi  pendidikan  tentang  fungsi
pengelolaan  organisasi,  bahwa  fungsi  pengelolaan  organisasi
memerlukan  fungsi  pengembanagn  dengan  sumber  belajar  yang
terdiri  dari  guru,  materi,  metode,  media  dan  lingkungan
diperuntukkan bagi siswa.
Demikian  juga  J.  Winardi  mengungkapkan pembagian  kerja
pada  organisasi  memunculkan  struktur.  Oleh  karena  itu
pengorganisasian  menyebabkan  munculnya  struktur  organisasi
mempermudah pengawasan manajer dalam menjalankan organisasi.
Organisasi  mengharmonisasikan  orang-orang  yang  berbeda,
mempertemukan  beberapa  kepentingan  dan  memanfaatkan
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kemampuan sumber daya organisasi, dan juga dapat menimbulkan
efek  yang  sangat  baik  atas  menggerakkan  dan  pengawasan
manajerial (J. Winardi, 2014 : 24).
Dengan  demikian  temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  apa
yang diungkapkan oleh kedua ahli tersebut, yakni pengorganisasian
MGMP dalam peningkatan  profesionalisme  guru  fikih   MTs se-
Kabupaten Klaten telah dilakukan dan sudah sesuai teori dan fakta.
                      c)  Penggerakan
Setelah  melaksanakan  hasil  musyawarah  MGMP,  pengajar
atau  guru  fikih   MTs  se-Kabupaten  Klaten  dalam  pembelajaran
sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya,  misalnya  menerapkan
silabus dan RPP dalam pembelajaran di kelas. Ketika memberikan
pelajaran  menerapkan  metode  mengajar  serta  penguasaan  materi
pelajaran sesuai dengan RPP.
Guru  fikih  MTs  se-Kabupaten  Klaten  telah  mengadakan
pembelajaran  dengan  model  PAIKEM  yaitu  pembelajaran  aktif
inovatif  kreatif  efektif  dan  menyenangkan.  Mereka  menjadi
penggerak dalam kegiatan keagamaan di Madrasah.
Kegiaatannya  dimulai  dari  perencanaan  yang  nyata
menggambarkan tahapan kegiatan MGMP. Dalam kegiatan MGMP
dilaksanakn  secara  terjadwal,  melibatkan  semua  anggota  yang
dipandu  oleh  ketua  MGMP  dan  berlangsung  tertib  dan  lancar.
Selanjutnya  MGMP  diakhiri  dengan  kesepakatan  dalam  bentuk
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berita acara hasil musyawarah. Maka hasil musyawarah ini menjadi
dorongan  bagi  guru  untuk  diterapkan  dalam  tugas  pokok  dan
fungsinya.
Hasil penelitian ini sesuai dengan ungkapan George R. Terry
bahwa  actuating  atau  penggerakan  merupakan  usaha  untuk
menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka
berkeinginan  untuk  mencapai  sasaran-sasaran  organisasi.
Mengusahakan  agar  para  anggota  suatu  organisasi  bekerjasama
secara efisien untuk menyukai pekerjaan mereka. Mengembangkan
keterampilan  dam  kemampuan  mereka  serta  menjadi  anggota
organisasi yang baik (George. R. Terry, 2012 : 313).
          d)  Pengawasan
Sebagai  anggota MGMP, guru fikih bukan hanya mengikuti
kegiatan  MGMP,  melainkan  juga  peran  serta  sebagai  pengawas.
Selama  kegiatan  para  anggota  ikut  bertanggung  jawab  kepada
kesuksesan  MGMP,  maka  dari  itu  pengawasan  dilakukan  oleh
seluruh  anggota  MGMP.  Selanjutnya  pengawasan  MGMP bukan
pada  awal  dan  pertengahan,  melainkan  juga  sampai  dengan
berakhirnya kegiatan. Dengan demikian semua anggota melakukan
pengawasan baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan
ini.
Hasil penelitian ini tentang pengawasan musyawarah MGMP
guru fikih  MTs se-Kabupaten Klaten dimulai dari seluruh kegiatan
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samapai  dengan  hasil.  Hasil  temuan  penelitian  memberikan
dukungan yang dinyatakan oleh Muhaimin, dkk (2010: 373) bahwa
pengawasan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk
mengawasi  kegiatan  dan  perkembanagn  pelaksanaan  program,
Saefullah (2014: 34) memandang, pengawasan adalah meneliti dan
mangawasi  agar  semua  tugas  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan
sesuai dengan deskripsi kerja setiap personal.
Jadi hasil penelitian tentang pengawasan musyawarah MGMP
dalam  peningkatan  profesionalisme  guru  fikih   MTs  Kabupaten
Klaten  telah  dilaksanakan  dengan baik  sesuai  dengan tujuan  dan
fungsi pengawasan penelitian.
2. Hambatan  program MGMP dalam peningkatan  profesionalisme  guru
fikih  MTs se-Kabupaten Klaten.
a) Guru anggota MGMP kurang disiplin
Ketidakhadiran  para  anggota  MGMP  merupakan
kekurangdislinan sehingga menimbulkan pengulangan materi yang
diberikan.  Pandangan  materi  ini  menjadikan  penggunaan  waktu
yang bertambah lama, sedang alokasi waktu telah ditentukan oleh
pemandu.
Temuan  penelitian  seperti  inilah  sesuai  dengan  ungkapan
Mulyasa  (2013:  146),  bahwa  guru  mempunyai  tanggung  jawab
mengajar di Madrasah , sehingga harus membagi waktu. Disamping
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itu anggota lupa tempat pertemuan, dan terkadang bisa rasa malas
bila tempat pertemuannya jauh.
b) Kegiatan  MGMP  belum  pernah  melibatkan  ahli  sebagai  nara
sumber.
Mendatangkan ahli  dan nara sumber merupakan bagian dari
strategi pembinaan guru. Sebagaimana dikatakan oleh Basir Barthos
(2012:  98),  bahwa pengembangan akademik dilakukan agar  guru
mampu memenuhi  tuntutan pasar kerja.  Dilakukan sesuai dengan
tuntutan  dunia  pendidikan,  pengembangan  teknologi  dan
pembangunan.  Dengan  demikian  penelitian  ini  sesuai  dengan
pandangan ahli. 
c) Jangkauan kegiatan MGMP belum didukung dana secukupnya.
Pelaksanaan kegiatan MGMP sampai saat ini bisa terlaksana
sesuai dengan jadwal, tetapi baru terbatas aktivitas dari anggotanya.
Hal  ini  ada  faktor  yang  perlu  menambah  penguat,  yakni  dana.
Sehubungan dengan hal tersebut tidak ada kegiatan tanpa adanya
dana, maka perlu perhatian tentang keterbatasan dana.
Pendanaan  merupakan  bagian  dari  perncanaan  sebagaimana
ungkapan  George  R.  Terry  (2012:204)  bahwa  perencanaan  yang
dilakukan terkait dengan budgeting, timing,  dan standar pelksanaan
keiatan (George R. Terry, 2012: 204). Untuk itu penelitian sesuai
dengan pandangan ahli dibadangnya.
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3. Solusi  mengatasi  hambatan  manajemen  program  MGMP  dalam
peningkatan profesionalisme guru fikih  MTs Kabupaten Klaten.
a) Guru anggota MGMP kurang disiplin
Pengurus  dan  anggota  MGMP perlu  melakukan   kerjasama
dengan  kepala  Madrasah,  untuk  memberi  motivasi  kepada  guru
yang mengikuti MGMP. 
Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Sumardi (2016: 156) bahwa kepala sekolah (Madrasah) perlu
memberikan dukungan kepada guru untuk berpartisipasi aktif dalam
program pengembangan profesionalisme guru melalui MGMP.
Jadi pengurus MGMP berusaha melakukan konsolidasi kepada
K3M  sehingga  terjadi  peran  yang  seimbang  dalam  membuka
kesadaran bagi guru fikih untuk mengikuti MGMP.
b) Kegiatan  MGMP  belum  pernah  melibatkan  ahli  sebagai  nara
sumber.
Mendatangkan  ahli  sebagai  nara  sumber  dapat  ditempuh
dengan cara kerjasama pada lembaga pendidikan tinggi dan praktisi
dan komunikasi secara langsung untuk kesediaan ahli di bidangnya. 
Akhirnya temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh  Sumardi  (2016:  157)  bahwa  instruktur  guru  inti  berperan
sebagai  fasilitator  dan  narasumber  musywarah  MGMP  untuk
menyampaikan  pengetahuan  dan  keterampilan  kepada  anggota
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MGMP  serta  mendiskusikan,  menyampaikan  ide  gagasan  dalam
rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran.
Jadi pengurus dan anggota MGMP perlu melakukan kerjasama
baik secara lembaga maupun individu ahli  di  bidangnya.  Bahkan
mendatangkan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan
kesiapan MGMP yang akan dilaksanakan.
c) Jangkauan  kegiatan  MGMP  belum  didukung  dana  yang
secukupnya.
Untuk  mengimplementasikan  rencana  program  MGMP
membutuhkan dana yang tidak sedikit.  Program MGMP misalnya
seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan. Hal ini sebagaimana
diungkapkan   oleh  Sumardi  (2016:  89),  program  tersebut
mempunyai titik lemah yakni memerlukan dana yang cukup besar.
Jadi  pengurus  dan  anggota  MGMP  berusaha  melakukan
penggalangan  dana  yang  berasal  dari  anggota  atau  Madrasah,
sponsor  yang  tidak  mengikat  dan  pemerintah  dalam  hal  ini
kementeria Agama Kabupaten Klaten.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil penelitian yang berdasar pada data-data yang terkumpul dan setelah
melalui  proses  analisis  data,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen
program  musyawarah  guru  mata  pelajaran  (MGMP)  dalam  peningkatan
profesionalisme guru fikih  Mts se-Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:
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1. Manajemen  program  MGMP  dalam  peningkatan  profesionalisme  guru
fikih   MTs  se-Kabupaten  Klaten.  Manajemen  program  MGMP  fikih
adalah  pengelolaan   yang  dapat  diartikan  sebagai  pengaturan  semua
kegiatan  pembelajaran  Fikih  yang  meliputi  kegiatan  perencanaan,
pelaksanaan,  dan  penilaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  proses
membelajarkan  siswa  dengan  mengikutsertakan  berbagai  faktor  di
dalamnya  guna  mencapai  tujuan.  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran
(MGMP)  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  memotivasi  guru  guna
meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  merencanakan
melaksanakan,  dan  membuat  evaluasi  program  pembelajaran  dalam
rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional dan untuk
menyatakan  kemampuan  dan  kemahiran  guru  dalam  melaksanakan
pembelajaran  sehingga  dapat  menunjang  usaha  peningkatan  dan
pemerataan mutu pendidikan. Pada hakekatnya Musyawarah Guru Mata
Pelajaran  (MGMP)  berfungsi  sebagai  wadah  atau  sarana  komunikasi,
konsultasi  dan  tukar  pengalaman.  Dengan  Musyawarah  Guru  Mata
Pelajaran (MGMP) diharapkan akan dapat meningkatkan profesionalisme
guru  dalam  melaksanakan  pembelajaran  yang  bermutu  sesuai  dengan
kebutuhan  peserta  didik. Dan  begitu  juga  fungsi  manajemen  program
MGMP baik  itu  dari  segi  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan
dan pengawasan telah dilaksanakan dengan baik.
2. Hambatan  manajemen  program  MGMP  dalam  peningkatan
profesionalisme  guru  fikih   MTs  se-Kabupaten  Klaten.  Pelaksanaan
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kegiatan MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru fikih  MTs se-
Kabupaten Klaten mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain;
a)  Guru  anggota  MGMP kurang  disiplin,  b)  Kegiatan  MGMP kurang
melibatkan ahli sebagai nara sumber, c) kegiatan MGMP belum didukung
dana secukupnya.
3. Solusi  mengatasi  hambatan  manajemen  program  MGMP   dalam
peningkatan    profesionalisme  guru fikih   MTs se-Kabupaten  Klaten.
Solusi yang telah dilakuakan ; a) pengurus MGMP melakukan konsolidasi
kepada  K3M sehingga  terjadi  peran  yang  berimbang  dalam membuka
kesadaran bagi guru fikih sebagai anggota MGMP, b) pengurus MGMP
telah  melakukan  kerjasama baik  secara  lembaga  maupun individu  ahli
dibidangnya  begitu  juga  mengundang  secara  langsung  maupun   tidak
langsung dengan kesiapan MGMP, c) pengurus MGMP perlu melakukan
usaha penggalangan  dana baik yang berasal dari iuran anggota, Madrasah
, unit produksi, sponsor yang tidak menikat.
B. Implikasi
Hasil penelitian ini mempunyai implikasi pada:
1. Guru  selain  mata  pelajara  fikih  MTs  se-Kabupaten  Klaten  dapat
mengikuti MGMP sesuai dengan  mata pelajaran yang  diampunya dalam
rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan keprofesionalitasnya.
2. Guru  fikih  yang  mengikuti  MGMP  dapat  mempertahankan  bahkan
mengembangkan dan meningkatkan keprofesioalitasnya.
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C. Rekomendasi
1. Kepada Pengurus dan anggota MGMP;
a. Pengurus  dan  anggota  MGMP  hendaknya  melakukan  konsolidasi
kepada K3M sehingga terjadi peran yang berimbang dalam membuka
kesadaran bagi guru fikih yang mengikuti MGMP.
b. Pengurus dan anggota MGMP hendaknya melakukan kerjasama, baik
secara  lembaga  maupun  individu  ahli  di  bidangnya.  Bahkan
mengundang secara langsung maupun tidak langsung dengan kesiapan
MGMP akan dihubungi.
c. Pengurus  dan  anggota  MGMP  hendaknya  melakukan  usaha
penggalangan  dana  yang  berasal  dari  iuran  anggota  maupun
Madrasah, donatur dan sponsor yang tidak mengikat.
2. Kepada guru fikih
Guru  fikih  hendaknya  berusaha  melaksanakan  tugas  pokok  dan
fungsinya dengan baik dan selalu berusaha melaksanakan sesuai dengan
keprofesionalitas guru. Setiap program MGMP dimohon guru aktif dan
disiplin.  
3. Kepada kepala Madrasah
Kepala  Madrasah  hendaknya  memberikan  motivasi  dan  dukungan
moril maupun spirituil kepada guru fikih MTs Kabupaten Klaten untuk
aktif mengikuti MGMP dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
di Madrasahnya.
4. Kepada Masyarakat 
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Masyarakat hendaknya ikut memberikan pengawasan secara langsung
maupun tidak langsung terhadap kegiatan guru. Memberikan informasi,
pemantauan,  perbaikan  program,  perencanaan  dan  prediksi  untuk
pengembangan  serta  peningkatan  kualitas  pelaksanaan  pendidikan  dan
kualitas lulusan madrasah di masa yang akan datang.
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LAMPIRAN 1
A. Pedoman Wawancara
Penelitian manajemen program MGMP  dalam peningkatan profesionalisme guru
fikih  MTs Kabupaten Klaten, tahun 2017.
Petunjuk  : Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data  manajemen
program MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru fikih  MTs Kabupaten
Klaten,  tahun 2017.
KODE : W.01 
Wawancara dengan guru fikih
KODE PERTANYAAN KET
W.01 1 Apakah Bapak menjadi peserta MGMP ?
W.01 2 Tahun berapakah Bapak menjadi peserta MGMP ?
W.01 3 Bagaimanakah cara MGMP dibentuk ?
W.01 4 Apakah Bapak mengetahui rencana program kerja MGMP 
W.01 5 Apa saja rencana program kerja MGMP ?
W.01 6 Bagaimana waktu pelaksanaan MGMP?
W.01 7 Bagaimana tempat pelaksanaan MGMP ?
W.01 8 Bagaimanakah  dana  pelaksanaan  program  MGMP  itu
diperoleh ?
W.01 9 Apakah Bapak mengetahui materi kegiatan MGMP ?
W.01 10 Apa saja materinya ?
W.01 11 Apakah narasumber sudah terjadw al ?
W.01 12 Apakah  Bapak  selalu  mendapatkan  ijin  dari  kepala
Madrasah untuk mengikuti manajemen MGMP ?
W.01 13 Apakah manajemen MGMP mempunyai AD/ART ?
W.01 14 Apakah  dalam  penyusunan  AD/ART  melibatkan  semua
peserta ?
W.01 15 Apakah Bapak mengetahui tujuan manajemen MGMP ?
W.01 16 Apakah tujuannya ?
W.01 17 Apakah Bapak mengetahui program-program MGMP ?
W.01 18 Apa sajakah program-program MGMP itu ?
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W.01 19 Apakah dalam melaksanakan program dibentuk 
kepanitiaan ?
W.01 20 Apakah manajemen yang dilakukan MGMP dapat 
meningkatkan kompetensi ?
W.01 21 Apa saja yang dilakukan manajemen program MGMP 
untuk meningkatkan profesionalisme Bapak ?
W.01 22 Apa saja kompetensi dalam profesionalismenya ?
W.01 23 Apakah ada peningkatan pada profesionalsme 
kewirausahaan ?
W.01 24 Bagaimana wawasan Bapak setelah mengikuti manajemen 
MGMP ?
W.01 25 Apakah ada hambatan dalam manajemen program MGMP 
dalam peningkatan profesionalisme Bapak?
W.01 26 Apa saja hambatan-hambatannya ?
W.01 27 Apakah solusi Bapak untuk mengatasi hambatan-hambatan
manajemen program MGMP ?
KODE : W.02
Pedoman wawancara untuk kepala Tata Usaha MTsN Jatinom sebagai perwakilan 
dari MTs Kabupaten Klaten
KODE MATERI PERTANYAAN KET
W.02 1 Ada berapakah guru fikih di madrasah ini ?
W.02 2 Apakah semua guru fikih mengikuti forum MGMP ?
W.02 3 Berapakah guru fikih yang mengikuti MGMP ?
W.02 4 Apakah pendidikan terkahir guru fikih yang mengikuti 
MGMP ?
W.02 5 Apakah guru fikih tersebut  telah bersertifikat pendidik ?
W.02 6 Apakah ibu selalu memberikan surat tugas kepada guru 
fikih untuk mengikuti musyawarah MGMP ?
W.02 7 Bagaiamanakah menurut ibu tentang pelaksanaan 
musyawarah MGMP saat ini ?
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W.02 8 Menurut ibu peningkatan profesionalisme  gurufikih setelah
mengikuti MGMP  apa saja yang  diketahui?
W.02 9 Bagaimanakah seharusnya program yang dilaksanakan 
MGMP ?
KODE : W.03
Pedoman wawancara untuk wakil kepala Kurikulum  MTsN Jatinom sebagai 
perwakilan dari MTs Kabupaten Klaten
KODE MATERI PERTANYAAN KET
W.03 1 Ada berapakah guru fikih di madrasah ini ?
W.03 2 Apakah semua guru fikih mengikuti forum MGMP ?
W.03 3 Berapakah guru fikih yang mengikuti MGMP ?
W.03 4 Apakah pendidikan terakhir guru fikih yang mengikuti 
MGMP ?
W.03 5 Apakah guru fikih tersebut juga telah bersertifikat 
pendidik ?
W.03 6 Bagaimanakah seharusnya kompetensi secara 
profesionalisme yang dimiliki guru fikih saat ini ?
W.03 7 Bagaimana sikap  guru fikih terhadap karakteristik 
peserta didik ?
W.03 8 Bagaimanakah penguasaan teori dan prinsip belajar guru
fikih  yang ibu ketahui ?
W.03 9 Apakah guru fikih melakukan pengembangan / 
perubahan kurikulum saat ini?
W.03 10 Apa yang dilakukan guru fikih agar pembelajarannya 
menarik siswa ?
W.03 11 Prestasi atau jenis lomba yang pernah diikuti apa saja ?
W.03 12 Bagaimana guru fikih berkomunikasi dengan siswanya ?
W.03 13 Apakah guru fikih mengadakan evaluasi dan penilaian 
proses hasil belajar pendidikan Agama ?
W.03 14 Apakah guru fikih menggunakan evaluasi sebagai bahan
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perbaikan mengajar ?
W.03 15 Tindakan apa yang dilakukan guru fikih untuk 
peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan Agama ?
W.03 16 Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh guru fikih 
terhadap siswanya ?
W.03 17 Bagaimanakah penampilan perilaku yang ditunjukkan 
oleh guru fikih saat ini ?
W.03 18 Bagaimanakah etos kerja yang ditunjukkan guru fikih 
saat ini ?
W.03 19 Sikap apakah yang ditunjukkan guru fikih terhadap 
profesinya ?
W.03 20 Bagaimanakah guru fikih berkomunikasi dengan 
lingkungan tempat tugasnya ?
W.03 21 Bagaimanakah guru fikih berkomunikasi dengan dengan
guru lain dan warga sekolah ?
W.03 22 Apakah guru fikih menguasai materi dan keilmuan mata
pelajaran akidah akhlak ?
W.03 23 Apakah guru fikih menguasai standar kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran fikih?
W.03 24 Apakah guru fikih mengembangkan materi 
pembelajarannya?
W.03 25 Bagaimanakah guru fikih melakukan pengembangan 
profesionalitas berkelanjutan ?
W.03 26 Apakah dalam pengembangan profesionalitas 
berkelanjutan tersebut guru fikih memanfaatkan IT ?
  W.03 27 Dalam bentuk apa saja guru fikih mengadakan kegiatan 
pengamalan ajaran Agama ? 
W.03 28 Apakah dalam kegiatan pengamalan ajaran Agama 
tersebut melibatkan potensi dan unsur madrasah ?
W.03 29 Bagaimana guru fikih melakukan pembudayaan 
pengamalan ajaran agama pada komunitas madrasah ?
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W.03 30 Menurut bapak bagaimana seharusnya MGMP 
meningkatkan kompetensi guru fikih ?
KODE : W.04
Pedoman wawancara untuk Ketua MGMP 
KODE MATERI PERTANYAAN KET
  W.04 1 Apa yang bapak ketahui tentang MGMP ?
W.04 2 Secara struktural MGMP dibawah pembinaan siapa ?
W.04 3 Apakah MGMP fikih mempunyai  AD/ART ?
W.04 4 Program apa saja yang dilakukan MGMP ?
W.04 5 Berapakah guru MTs Negeri Jatinom Klaten yang 
mengikuti MGMP ?
W.04 6 Berapa lama mereka mengikuti MGMP ?
W.04 7 Bagaimana tingkat keaktifan mereka yang mengikuti 
MGMP ?
W.04 8 Menurut Bapak apa tugas dan fungsi  MGMP?
W.04 9 Bagaimana mekanisme pembentukan  MGMP fikih ?
W.04 10 Dalam pembentukan   MGMP siapa saja yang diundang
dalam rapat pembentukan?
W.04 11 Pertimbangan  apa  saja  yang  digunakan  dalam
menetukan struktur organisasi MGMP?
W.04 12 Pengurus yang duduk dalam   MGMP itu dipilih  dari
unsur mana saja!
A.04 13 Apakah pengurus yang duduk dalam struktur organisasi
MGMP  itu  sudah  dapat  mewakili  semua  anggata
MGMP? 
W.04 14 Dalam kegiatan perencanaan MGMP apakah dilakukan
secara  bersama-sama  dengan  melibatkan  seluruh
anggota atau hanya sebatas pengurus inti saja?
W.04 15 Dalam hal-hal apa saja perencanaan MGMP dilakukan
secara  bersama-sama  sehingga  menjadi  keputusan
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organisasi, dan dalam hal apa  guru hanya memberikan
pertimbangan-pertimbangan!
W.04 16 Dalam  pengelolaan  sumber  daya  MGMP  apakah
keberadaan  guru  PNS  dan  Swasta  (Honorer)  juga
mendapat pertimbangan dari Pengurus MGMP?
W.04 17 Bagaimana Sistem keanggotaan MGMP yang berjalan
selama ini?
W.04 18 Apakah  guru  direkrut,  ditugaskan  oleh  sekolah  atau
datang  atas  kesadaran  sendiri  untuk  bergabung  di
MGMP?
W.04 19 Apakah   MGMP ini sudah melaksanakan semua tugas
dan fungsinya secara baik?
W.04 20 Apakah  ada  kendala  dalam  pelaksanaan  proses
perencanaan,  koordinasi  pelaksanaan  kegiatan,
pengendalian dan evaluasi setiap program MGMP?
W.04 21 Upaya  apa  saja  yang  dilakukan  MGMP  untuk
menggalang kekuatan dan partisipasi dari anggota?
W.04 22 Bagaimana respons anggota terhadap upaya tersebut?
W.04 23 Apa  bentuk  partisipasi  anggota  dalam  mendukung
program  MGMP?
W.04 24 Apakah  partisipasi  anggota  tersebut  dalam  bentuk
donasi/sumbangan  dalam  bentuk  permanen  (semacam
donatur)?
W.04 25 Apa saja program kerja   MGMP untuk kepengurusan
ini?
W.04 26 Apakah semua program itu bisa dicapai?
W.04 27 Apakah ada kendala dalam mencapai program kerja itu?
W.04 28 Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi itu?
KODE : W.05
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Wawancara untuk sekretaris MGMP
KODE MATERI PERTANYAAN KET
W.05 1 Setelah  MGMP terbentuk apakah pengurus   mempunyai
tempat kerja (Sekretariat) secara khusus?
W.05 2 Sebagai  Sekteraris,  tentu  anda  terlibat  secara  langsung
dalam  kegiatan  administrasi  dan  manajemen,  bisa  anda
terangkan! Dalam bentuk apa saja?
W.05 3 Anda juga ikut merencanakan dan mengelola  sumber daya
MGMP?
W.05 4 Dalam bentuk apa saja dukungan yang diberikan sekolah
tempat guru anggota MGMP mengajar kepada MGMP?
W.05 5 Faktor  apa  sajakah  yang  menjadi  penghambat  dalam
kegiatan MGMP? 
W.05 6 Bagaimana   tindakan  yang  dilakukan  pengurus  dalam
menangani faktor-faktor penghambat tersebut?
W.05 7 Dalam  hubungan  dengan  pihak  luar  (sekolah,  dewan
pendidikan,  masyarakat,)  apa  saja  yang  telah  dilakukan
MGMP selama ini?
W.05 8 Selama  menjadi  pengurus    MGMP hasil  apa  saja  yang
telah dicapai?
KODE : W.07
Wawancara untuk kepala MTs Negeri Jatinom mewakili  dari MTs Kabupaten  
Klaten
KODE MATERI PERTANYAAN KET
W.07 1 Apa yang Bapek ketahui tentang MGMP ?
W.07 2 Hambatan apa yang sering dialami oleh MGMP?
W.07 3 Bagaimana mengatasi peserta MGMP yang tidak disiplin
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dalam kehadirannya ?
W.07 4 Bagaimana  mengatasi  keterbatasan  dana  pelaksanaan
kegiatan MGMP ?
W.07 5 Bagaimana  mengatasi  keterbatasan  nara  sumber/ahli
dalam MGMP ? 
LAMPIRAN 2
B. Pedoman Observasi (Pengamatan)
KODE AKTIVITAS HAL YANG DIAMATI
O.01 Mengamati peningkatan 
profesionalisme guru fikih
1.  Proses pembelajaran
2.  Penguasaan materi
3.  Penampilan guru
4.  Keterlibatan guru dalam 
pengamalan ajaran agama
O.02 Musyawarah guru mata pelajaran fikih 1.  Partisipasi guru
2.  Penyampaian pendapat guru
152
LAMPIRAN 3
C. Pedoman Analisis Dokumen
KODE DOKUMENTASI INDIKATOR
D.01 Gambaran Umum Sekretariat 
MGMP  fikih yang menyatu 
dengan MTs Negeri Jatinom  
Klaten
Profil MTs Negeri Jatinom Klaten
D.02 Manajemen program MGMP 1   AD/ART MGMP
2.  Visi, misi dan tujuan MGMP
3.  Struktur Organisasi MGMP
4.  Program kerja MGMP
D.03 Peningkatan profesionalisme guru
fikih
1.  Proses pembelajaran
2.  Penguasaan materi
3.  Penampilan guru
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4.  Keterlibatan guru dalam 
pengamalan ajaran agama
5. Musyawarah guru 
LAMPIRAN 4
 Hasil wawancara dengan guru fikih
Kode : W.01
Responden : Sabari, S.PdI
Hari, Tanggal : Kamis, 23 Nopember 2017
Waktu : 10.45 WIB
Lokasi : di ruang Guru Madrasah
Saya menjadi anggota MGMP fikih tahun 2015 atau sudah tiga tahun. Setahu
saya  MGMP  itu  dibentuk  berdasarkan  instruksi  dari  Kelompok  Kerja  Kepala
Madrasah  (K3M)  MTs  Kabupaten  Klaten.  Ya,  MGMP  mempunyai  AD/ART.
Sebagaimana  organisasi  yang baik harus  meletakkan dasar-dasar  penyelenggaraan
yang kuat. Ya, rencana dari musyawarah MGMP antara lain ya....menambah teman,
menyamakan persepsi antar guru mata pelajaran, menambah wawasan, terus....untuk
mengetahui  dan  mengkaji  perkembangan  kurikulum  dari  waktu  ke  waktu.  Ya,
diantara rencana program MGMP lainnya itu baru menekankan kepada peningkatan
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kompetensi pedagogik misalnya menyusun perangkat pembelajaran, menyusun kisi-
kisi soal ulangan tengah semester dan akhir semester, menyusun soal ulangan tengah
semester  dan  akhir  semester,  penyusunan  modul.  Ya,  semua  program-program
tersebut ada yang bertanggung jawab penyelesaiannya atau disebut juga kepanitiaan.
Sementara ini dana diperoleh dari iuran anggota setiap kali pertemuan dan fee dari
pembuatan modul mata pelajaran fikih. 
Ya,  dapat  meningkatkan  profesionalitas.  Yang tidak  diharapkan adalah  mengikuti
MGMP  hanya  sebagai  penggembira,  hehehe....atau  hanya  ikut  meramaikan,
menggembirakan.  Peserta  musyawarah  saling  bertukar  pengalaman  tentang
pembelajaran  fikih kepada siswa.  Kemudian  dari  masalah  pembelajaran  itu  dicari
solusinya  secara  musyawarah.  Pembelajaran  akidah  akhlak  itu  berorientasi  dunia
akherat,  implementasi  dari  abdullah  (hamba  Allah).  Kalau  kita  bisa  memahami
ketentuan Allah maka manusia bisa memahami hakekat hidupnya. Maka saya kira ini
pentingnya mengikuti MGMP yaitu untuk lebih memahami pembelajaran fikih.
Profesionalitas  yang  saya  miliki  sebagaimana  terbukti  pada  piagam-piagam yang
saya  punyai  (seraya  menunjukkan  beberapa  piagam).  Tidak  semua  guru  sama
kompetensinya yang dicapai, oleh karena itu harus sharing. Misalnya sharing tentang
amalan-amalan ibadah.
Ya,  pasti  ada  hambatannya  ya.  Hambatan  manajemen  program  MGMP
misalnya  pada  pendanaan  karena  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  sangat
membutuhkan  dana,  terus  belum  adanya  tempat  tersendiri  yang  menjadi  kantor
MGMP menjadikan  hambatan  bagi  peserta  harus  berputar  di  beberapa  Madrasah
dalam  menghadiri  pertemuan,  belum  adanya  gedung  atau  tempat  sebagai  sarana
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pengembangan ke-MGMP-an, dan belum adanya laboratorium agama Islam lengkap
dengan isinya.
Jadi  menurut  saya,  intinya  itu  saya  mengusulkan  agar  guru  fikih  punya
laboratorium agama Islam lengkap dengan berbagai sarana dan media pembelajaran.
Sehingga guru fikih itu berada di kelas dengan penuh percaya diri menyampaikan
materi-materi dan membimbing siswa dengan berbagai model pembelajaran inovatif,
kreatif  dan  produktif.  Sehingga  guru  mengikuti  MGMP itu  tidak  hanya  kenyang
secara fisik hehe...tapi ada tambahan non fisik berupa kemantapan ilmu pembelajaran
di kelas.
   Hasil wawancara dengan guru fikih
Kode : W.02
Responden : Miftahul Jannah I , Sos.I
Hari, Tanggal : Jumat, 24 Nopember  2017
Waktu : 10.30 WIB
Lokasi : di Ruang Guru
Peneliti  mengawali  penelitian  dengan  metode  wawancara.  Wawancara
pertama ditujukan untuk guru mata pelajaran fikih yang menjadi anggota MGMP.
Disepakati waktu yang biasa digunakan untuk kegiatan MGMP yaitu pada hari rabu
pada pukul 10.30. Wawancara pertama peneliti tujukan kepada ibu Miftahul Jannah
I,  Sos.I.  Tempat  yang  digunakan  adalah  Ruang  Guru.  Tepat  pukul  10.15  WIB
peneliti sudah menunggu di ruang guru yang sudah semestinya mendapat ijin dari
kepala TU. Tepat pukul 10.30 Ibu Miftahul Jannah I, Sos.I menempatkan diri duduk
berhadapan di kursi tamu ruang guru. 
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Peneliti  mulai mengucapkan salam. Setelah duduk di kursi masing-masing,
peneliti  mulai  menyapa  dengan  menanyakan  bagaimanakah  kabarnya  ibu?
Bagaimanakah kabar keluarga ibu? Setelah beberapa saat berbincang masalah kabar
keluarga,  peneliti  menyampaikan  maksud  kedatangannya.  Maka  responden
mempersilahkan  peneliti  untuk memulai  wawancaranya.  Dari  wawancara  tersebut
peneliti mengadakan pencatatan secara teliti dan mendalam. 
Hasil wawancara tersebut dapat peneliti paparkan sebagai berikut;
 saya menjadi  anggota  MGMP sejak tahun 2016.  Setahu saya MGMP itu
dibentuk atas inisiatif dari K3M MTs kabupaten Klaten. Kemudian mengumpulkan
guru-guru mapel untuk membentuk kepengurusan. Caranya dengan bermusyawarah
untuk mufakat siapa saja yang akan menjadi pengurus. 
Ya,  MGMP  mempunyai  AD/ART.  Ya  tahu,  perencanaan  musyawarah
MGMP  dibentuk  antara  lain;  (1)  memberikan  motivasi  dan  meningkatkan
kemampuan  dan keterampilan  dalam merencanakan,  melaksanakan,  dan membuat
evaluasi  program  kegiatan  pembelajaran.  (2)  membantu  guru  untuk  memperoleh
informasi  dari  berbagai  sumber,  pertemuan  rutin  dan  pelatihan.  (3)  membantu
memecahkan masalah yang terkai dengan proses belajar mengajar, (4) bekerja sama
antar guru.
Ya,  semua  peserta  dilibatkan  dalam  penyusunan  AD/ART.  Ya,  program
MGMP  itu  antara  lain;  (1)  meneliti,  mengkaji,  menelaah  kurikulum,  (2)  diskusi
permasalahan  pembelajaran,  (3)  penyusunan  dan  pengembangan  silabus,  promes,
rencana  program  pembelajaran  dan  cara  evaluasi,  (4)  pendalaman  materi,  (5)
penyusunan kisi-kisi soal ualangan tengah semester dan ulangan akhir semester, (6)
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penyusunan  kisi-kisi  ualangan  akhir  madrasah,  (7)  penyusunan  modul/buku
penunjang pembelajaran, (8) penyusunan materi UAMBN, (9) penyusunan soal try
out UAMBN, dan (10) iuran anggota setiap pertemuan.
Ya,  dibentuk  kepanitiaan.  Pelaksanaan  kegiatan  yang  menjadi  program
MGMP didanai dari kas hasil iuran anggota setiap kali pertemuan dan fee pembuatan
modul  pembelajaran  siswa.  Ya  untuk  waktu  kegiatan  setiap  2  bulan  sekali.
Sedangkan beaya pelaksanaan kegiatan menjadi  tanggung jawab peserta  (urunan).
Selama ini musyawarah dapat terlaksana secara terjadwal, tetapi terbatas aktivitasnya
dari peserta MGMP sendiri. Hal ini ada faktor yang perlu menambah penguat, yakni
pendanaan. Sehubungan dengan hal itu tidak ada kegiatan tanpa dana, maka perlu
perhatian tentang keterbatasan dana. Materi atau agenda pertemuannya disesuaikan
dengan  permasalahan  yang  muncul  selama  pelaksanaan  pembelajaran  di  kelas,
kemudian  didiskusikan  bersama  guru  lain  dipandu  oleh  ketua  MGMP.  Misalnya
masalah keluasan materi  pelajaran fikih dan sebagainya.  Pemateri  belum terjadual
pak. Spontanitas dari anggota atau peserta MGMP.
Ya,  menjadi  peserta  MGMP dapat  meningkatkan  kompetensi  yaitu  materi
tentang pembahasan RPP, silabus, pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran
dan pembahasan teknologi pembelajaran.
Ya ada,  misalnya  MGMP mengadakan seragam anggota  dengan bermodal
iuran anggota kemudian dijual kembali  kepada anggota dengan mengambil selisih
harga walaupun sedikit. Hahaha....
Setelah mengikuti MGMP tentu menambah wawasan. Dengan ikut MGMP
kita termotivasi dalam merencanakan program pembelajaran. Memperoleh informasi
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dengan mudah dari  berbagai  kegiatan,  demi  kemajuan  dan pengembangan  KBM.
Menjalin  kerjasama  di  antara  guru-guru  fikih  se-kabupaten  Klaten  untuk  dapat
menyusun  program  tersebut.  Bila  ada  permasalahan  dan  kendala  dapat
dimusyawarahkan  dengan  anggota  MGMP  dengan  berbagai  solusi.  Materi
disesuaikan dengan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pembelajaran di
kelas,  kemudian didiskusikan bersama guru lain dipandu oleh ketua Musyawarah.
Misalnya masalah keluasan materi pelajaran fikih dan sebagainya.
Pasti ada hambatannya pak...
Hambatannya dari  peserta  MGMP adalah merangkap mengajar  mapel  PAI
selain  fikih,  sehingga  pesertanya  berubah-ubah  yang  menghadirinya.  Sebagian
peserta datang kurang disiplin. Ini menimbulkan pengulangan materi yang diberikan.
Padahal  pengulangan materi  menjadikan penggunaan waktu yang bertambah lama
pak... Sedangkan waktu musyawarah telah ditentukan oleh pemandu terbatas.
Solusinya  adalah  usulan  saya,  peserta  MGMP fikih tidak  bisa berubah-ubah atau
berganti.
Hasil  wawancara  dengan  kepala  Tatausaha  mewakili  tatausaha  MTs
Kabupaten Klaten
Kode : W.03
Responden : Dra. Sri Rahayu
Hari, Tanggal : Sabtu, 25 Nopember 2017
Waktu : 09.00 WIB
Lokasi : di ruang Tatausaha
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Peneliti melakukan wawancara kepada kepala TU untuk mendapatkan tambahan data
yang  lengkap  tentang  manajemen  program  MGMP  dalam  peningkatan
profesionalisme   guru  fikih   yang  menjadi  anggota  MGMP.  Tepat  pukul  09.00
peneliti menghadap kepala TU duduk di kursi depan meja kerja responden. Setelah
mengucapkan salam peneliti mengulang kembali menyampaikan maksud kedatangan
peneliti.  Responden  menyampaikan  kesediaannya  untuk  memberikan  penjelasan
yang diinginkan peneliti. Hasil wawancara peneliti dengan responden dapat peneliti
tuliskan sebagai berikut;
“Guru  fikih  di  sini  ada....pak.  Tidak  pak,  Guru  fikih  dalam pembelajaran
sangat menguasai, disiplin dalam kedatangannya, menjadi penggerak dalam kegiatan
keagamaan di Madrasah, dan lain-lain. Guru yang kami beri tugas ikut MGMP kan
bisa menularkan hasil MGMP kepada guru yang tidak diberi tugas. Ada dua guru
yang kami beri tugas setiap kali ada kegiatan MGMP. Guru fikih dalam mengikuti
MGMP diberi surat tugas dari kepala Madrasah. Surat tugas yang diberikan kepada
guru  bersangkutan  dibuktikan  dengan  bukti  kehadiran  dari  ketua   Musyawarah
MGMP. Pendidikan terakhir guru yang mengikuti MGMP adalah Sarjana S1. Bahkan
sekarang setelah mengikuti MGMP malah bisa meneruskan ke pendidikan Sarjana S2
belum selesai.  Ya,  semua guru sudah bersertifikat  pendidik.  Kalau ada  undangan
untuk mengikuti MGMP pasti kami beri surat tugas.
Ya...saya  kira  MGMP  berjalan  dengan  baik,  hanya  saja  perlu  adanya
peningkatan program kegiatan yang lebih berkualitas. Ya saat ini guru akidah akhlak
dalam  pembelajaran  sangat  menguasai,  disiplin  dalam  kedatangannya,  menjadi
penggerak dalam kegiatan keagamaan di Madrasah, dan lain-lain.
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Program-program yang dilaksanakan MGMP bisa meningkatkan setidaknya
mempertahankan  kompetensi  yang  dipunyainya.  Menjadikan  siswa  Madrasah
semakin berakhlakul karimah.
Hasil  wawancara  dengan  Waka  Kurikulum  mewakili  dari  MTs
Kabupaten Klaten
Kode : W.04
Responden : Sri Maryati, S.Pd
Hari, Tanggal : Kamis, 23 Nopember 2017
Waktu : 11.00 WIB
Lokasi : di Ruang Guru Madrasah
Peneliti datang memasuki Madrasah pada pukul 11.00 WIB. Setelah beberapa
saat  saling  menyapa,  responden  dan  peneliti  bersepakat  untuk  menempatkan
wawancara  penelitian  di  ruang  guru  Madrasah.  Peneliti  memulai  mengadakan
wawancara kepada responden dengan berpedoman pada acuan wawancara.
“Guru fikih ada tiga. Ya..semua guru fikih mengikuti MGMP. Ya, Pendidikan
terakhir adalah S1 pak. Yang satu sudah bersertifikat pendidik dan yang satu belum.
Profesionalisme yang dimiliki  guru fikih saat ini ya..sesuai dengan mata pelajaran
yang diampu memiliki kompetensi sebagai guru profesional. Terhadap karakteristik
peserta didik  mereka menguasainya. Hal ini juga karena mereka mempunyai latar
belakang pendidikan  di  perguruan tinggi  Islam jurusan Pendidikan Agama Islam.
Selain  itu  mereka  juga  rajin  dalam  mengikuti  pelatihan-pelatihan  yang
diselenggarakan Madrasah seperti workshop, bintek, lokakarya, diklat, dan lain-lain
pak.  Agar  pembelajaran  yang dilaksanakan itu  menarik,  guru fikih  melaksanakan
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dengan model PAIKEM, terus banyak melaksanakan praktek yang terbatas di kelas.
Tapi juga di luar kelas. Sudah ada lomba yang diikutinya. Ya, guru fikih mengadakan
komunikasi  langsung  kepada  siswanya  di  dalam  pembelajaran  maupun  di  luar
pembelajaran.  Ya,  guru  fikih  mengadakan  evaluasi  dan  penilaian  hasil  belajar.
Evaluasi ya digunakan untuk perbaikan pengajaran pada tahun berikutnya.
Tindakan yang dilakukan guru fikih untuk memperbaiki kualitas PBM nya
antara lain dengan media pembelajaran sesuai dengan tema pelajaran.  Guru fikih di
MTs  Kabupaten   Klaten  ini  telah  melakukan  binaan  dalam  PBM  baik  secara
akademis  maupun  non  akademis.  Bahkan  guru  fikih  juga  mendiskusikan  atau
mendialogiskan kepada guru lain juga kepala Madrasah tentang penerapan dari hasil
MGMP.  Guru  fikih  menindak  tegas  kepada  siswanya  yang  melakukan  perbuatan
yang tidak terpuji.
Perilaku yang ditampilkan  guru fikih saat  ini  sesuai  dengan norma sosial,
agama, dan kemasyarakatan.  Guru fikih mempunyai etos kerja yang baik, bekerja
susuai dengan yang dijadwalkan, rajin dan disiplin.Sikap yang ditunjukkan sebagai
guru yang profesional sesuai dengan kriteria kemendikbud. Guru berkomunikasi di
tempat  tugasnya  dengan  baik,  baik  dengan  sesama  guru  maupun  dengan  tenaga
pendidikan serta masyarakat sekitar madrasah. Guru fikih menguasai materi sesuai
dengan  latar  belakang  pendidikannya.  Ya,  menguasai  kompetensi  dasar  mata
pelajaran fikih.
Guru  fikih  mengembangkan  materi  pembelajarannya  dari  buku  paket
kemenag RI. Ya, selain itu juga mengikuti workshop, seminar yang diadakan oleh
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sekolah, MGMP ataupun dari kemenag. Ya, guru fikih juga belajar untuk menguasai
IT atau pembelajaran dengan IT.
Guru fikih menerapkan pembelajaran dengan pembiasaan-pembiasaan yang
baik seperti dengan 5S (senyum, sapa, santun, sopan, sabar) dalam kehidupan sehari-
hari. Ya, kegiatan pengamalan ajaran agama melibatkan semua potensi yang ada di
madrasah.  Ya,  MGMP  membuat  program  yang  terstruktur  setiap  tahun  untuk
memberikan materi / teori tentang pembelajaran fikih.
Hasil wawancara dengan ketua MGMP fikih
Kode : W.05
Responden : Sugeng Widada, S.Ag
Hari, Tanggal : Sabtu, 25 Nopember  2018
Waktu : 10.30 WIB
Lokasi : di kantor ruang pertemuan MGMP
Peneliti  melakukan wawancara kepada ketua MGMP fikih  Bapak Sugeng
Widada,  S.Ag merupakan guru fikih  di  MTs N Prambanan.  Peneliti  menanyakan
kesiapan dari bapak Sugeng Widada untuk dimintai penjelasan. 
Hasil dari wawancara tersebut adalah;
“Yang  saya  tahu  tentang  MGMP  pak...itu  adalah  perkumpulan  guru-guru  mata
pelajaran  yang sejenis.  Kalau misalnya MGMP fikih ya..maksudnya perkumpulan
guru-guru  fikih  pak...  Secara  struktural  MGMP  fikih  itu  dibawah  pembinaan
Kementerian  Agama  kabupaten  pak...  .  Punya  pak...AD/ART MGMP fikih  telah
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tersusun  pada  tahun  2016  kalau  tidak  salah...semua  dokumen  ada  di  tempat
sekretaris. Program yang dilakukan MGMP antara lain program kegiatan rutin yaitu
diskusi  permasalahan  pembelajaran,  penyusunan  silabus,  program  semester,
terus...penyusunan  instrumen  evaluasi  pembelajaran,  apalagi  ya...hehee...oo..ya
pembahasan  materi  UAMBN. Selain  itu  ada  program kegiatan  pembuatan  modul
pembelajaran, pembuatan media pembelajaran dan lain-lain.
Guru  MTs  Kabupaten  Klaten  yang  mengikuti  MGMP  saya  lupa  berapa
ya..coba nanti tanyakan kepada sekretaris karena data lengkapnya ada di sana.Yang
jelas ada yang ikut. Rata-rata lama menjadi peserta MGMP sama dengan saya yaitu
kurang lebih tiga tahun. 
MGMP fikih dibentuk dengan instruksi dari K3M MTs se-Kabupaten Klaten.
Kemudian K3M membentuk koordinator  pelaksana denganmenginstruksikan kepada
guru-guru  mata  pelajaran  sejenis  untuk  melakukan  musyawarah  pembentukan
MGMP pak..Dalam pembentukan MGMP itu yang diundang antara lain para guru
mata  pelajaran  sejenis  dengan  koordinator  yang  ditunjuk  oleh  K3M.  Dalam
menentukan  struktur  MGMP  koordinator  menunjuk  salah  seorang  guru  sebagai
pemimpin rapat dan salah seorang guru sebagai sekretaris rapat. Ketua dan sekretaris
rapat memimpin pemilihan ketua MGMP. Suara yang terbanyak adalah yang menjadi
ketua MGMP. Seteleah itu Ketua terpilih menunjuk sekretaris dan bendahara serta
anggota bidang. Ya itu pak...kebanyakan dari pengurus MGMP ya...dari unsur guru
mata pelajaran, lha wong namanya saja MGMP hehe....
Saya kira sudah mewakili pak, karena semua anggota MGMP masuk menjadi
pengurus walaupun hanya sebagai anggota bidang. Sehingga terwakili semua. Inilah
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kebersamaan.  Dengan  MGMP  tumbuh  kebersamaan  juga.Demikian  juga  dalam
semua  kegiatan  MGMP  melibatkan  semua  anggota  tidak  pilih-pilih.  Hanya  saja
masing-masing  anggota  mempunyai  tugas  sesuai  dengan  beban  sebagai  panitia
kegiatan. Setiap kali akan melakukan kegiatan pasti semua akan tahu itu. Sekali lagi
pak...bahwa  semua  guru  terlibat  dalam  memberikan  pertimbangan  perencanaan
sehingga menjadi keputusan organisasi. Dalam hal adanya guru PNS dan Honorer
tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban.
Ya, pengawasan MGMP bukan pada awal dan pertengahan, melainkan juga
sampai  dengan  berakhirnya  kegiatan  MGMP.  Dengan  demikian,  semua  peserta
melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini.
Keanggotaan  MGMP  terus  terang  kuantitasnya  sama  akan  tetap
keanggotaanya keluar masuk, tergantung kepada Madrasah yang memberikan tugas.
Karena mata pelajaran fikih itu berada pada rumpun pelajaran PAI. Akan tetapi guru
yang  sudah  tersertifikasi  mata  pelajaran  fikih  biasanya  tidak  akan  keluar  masuk
anggota.  Begitu  pak....  Jadi  guru  yang  mengikuti  MGMP  itu  adalah  guru  mata
pelajaran yang sudah mendapatkan surat tugas dari Madrasah.
Ya...menurut saya MGMP ini berjalan biasa-biasa saja. Artinya sebagian dari
tujuan dan fungsinya sudah tercapai.  Tergantung dari  guru peserta  MGMP dalam
mempraktekkannya  di  Madrasah  masing-masing.  Kendala  pasti  ada
pak...perencanaan  program  kegiatan  yang  sudah  kita  buat  dalam  pelaksanaannya
belum sesuai dengan harapan. Maka sangat dibutuhkan evaluasi dari berbagai pihak
terutama  pembinanya.  MGMP  melibatkan  semua  guru  dalam  berbagai  kegiatan.
Masing-masing guru diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensinya.
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Guru  fikih  yang  mengikuti  MGMP  merasa  terkesan  dalam   kegiatannya.
Kegiatannya dimulai dari perencanaan yang nyata menggambarkan tahapan kegiatan
MGMP.  Dalam prosesi  MGMP dilaksanakan  secara  terjadwal,  melibatkan  semua
peserta,  dipandu  oleh  ketua  MGMP  dan  berlangsung  tertib,  aman  dan  lancar.
Selanjutnya,  MGMP  diakhiri  dengan  kesepakatan  dalam  berita  acara  hasil
musyawarah.  Hasil  musyawarah  inilah  menjadi  dorongan  bagi  guru-guru  untuk
diterapkan dalam melaksanakan tupoksinya.
Semua anggota  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  sehingga menjadi
keputusan  musyawarah.  Misalnya  masing-masing  guru  diberi  tanggung  jawab
penyusunan silabus dan lain-lain.  Dari hasil  penyusunan itu akan dijadikan bahan
diskusi dengan guru lainnya untuk mendapatkan permufakatan. Anggota merasa ikut
berperan dalam penignkatan kompetensinya. Guru tidak merasa keberatan mendapat
tugas itu pak...alhamdulillah semua mau menerimanya. Ini sekaligus juga merupakan
respon  anggota  terhadap  program yang dibuat  MGMP.  Kehadiran  mereka  dalam
setiap kali  kegiatan adalah bentuk partisipasi.  Mereka berani membagi waktu dan
tugas di saat pembelajaran di madrasah masing-masing.
Anggota  MGMP sesuai  kesepakatan  dan tertuang  di  dalam ART MGMP,
memberikan donasi yang sama setiap kali pertemuan. Untuk kepengurusan sekarang
ini, program kegiatan rutin MGMP yang dilaksanakan pak...misalnya ya.... itu tadi
memperbaiki  proses  pembelajaran  serta  peningkatan  kompetensi  guru  pak...Tidak
semua program bisa tercapai pak...pasti ada kendala pak, misalnya terbatasnya guru
pamong atau instruktur yang menguasai materi. Untuk mengundang instruktur juga
terkendala  dana  pak...Selain  itu  kesibukan  dari  masing-masing  guru  sekarang  ini
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lebih  banyak  mengerjakan  administrasi  madrasah  pak...sehingga  tidak  maksimal
dalam berkegiatan MGMP.
Ya...selama ini solusi yang kita lakukan adalah memberikan tanggung jawab
sebagai  pemateri  secara  bergantian  kepada  para  peserta  MGMP.  Guru  yang
mempunyai  kemampuan  keilmuan  lebih  bisa  membagikan  ilmunya  kepada  guru
lainnya.  Lebih  baik  lagi  jika  yang memberi  materi  ahli  di  bidangnya.  Untuk itu,
MGMP sedang  berusaha melakukan pendekatan agar bisa mendatangkan pakar ahli
di bidangnya sebagai nara sumber. Saya kira mengundang ahli atau pakar sebagai
nara sumber adalah cara yang terbaik. Nah... untuk mendatangkan pakar di bidang
keahliannya dapat ditempuh dengan kerjasama pada lembaga pendidikan tinggi dan
praktisi serta komunikasi langsung kesediaan pakar ahli di bidangnya.
Terus  dananya  bisa  dengan  cara  membuat  usulan  kepada  K3M  untuk
dimasukkan dalam penyusunan anggaran Madrasah di setiap Madrasah. Bisa juga
dengan membuat proposal disampaikan kepada sponsor.
 Hasil wawancara dengan sekretaris MGMP fikih
Kode : W.06
Responden : Wahadi, S.Ag
Hari, Tanggal : Sabtu, 25 Nopember 2017
Waktu : 09.00 WIB
Lokasi : di ruang pertemuan MGMP
Peneliti  melakukan  wawancara  kepada  sekretaris  MGMP  fikih  sebagai
pelengkap data yang peneliti peroleh. Bapak Wahadi, S.Ag  merupakan guru fikih di
MTs Negeri Klaten. Peneliti menanyakan kesiapan dari bapak Wahadi untuk dimintai
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penjelasan. Maka disepakati pertemuannya pada saat di ruang pertemuan Saya selaku
sekretaris  ya...selama ini  hanya membuat  undangan kegiatan,  mencatat  kehadiran,
menyimpan  dokumen  MGMP.  Terus  kalau  ada  kegiatan,  saya  menjadi  pengatur
acara,  dan  lain-lain.  Selain  itu  saya  mengumpulkan  surat  tugas  dari  peserta
Musyawarah sebagai bukti  kehadirannya untuk diserahkan kembali  kepada kepala
Madrasah.
MGMP kita rencanakan dan kita kelola, misalnya melibatkan anggota MGMP
yang mempunyai kemampuan lebih, diminta untuk sharing dengan anggota MGMP.
Ini semua dilakukan untuk saling memberi dan menerima ilmu dan wawasan masing
masing peserta. Peserta musyawarah diberikan tanggung jawab pada setiap kegiatan.
Misalnya di dalam penyusunan Silabus dan RPP, peserta musyawarah dibagi menjadi
tiga kelompok disesuaikan dengan kelas  yang diajarnya.  Setelah selesai membuat
silabus  dan  RPP,  peserta  musyawarah  mendiskusikan  untuk  mendapatkan
kemufakatan dan kesamaan Silabus dan RPP.
Selama kegiatan  para peserta  ikut  bertanggung jawab terhadap kesuksesan
MGMP.  Untuk  itu  pengawasan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  ketua,  sekretaris,
bendahara  tetapi  dilakukan  seluruh  peserta.  Perlu  melakukan  kerjasama  dengan
kepala Madrasah, untuk memberi motivasi dan peluang kepada guru yang mengikuti
MGMP.
Biasanya waktu kegiatan MGMP itu terhambat kepada acara Madrasah yang
tidak bisa ditinggalkan.  Misalnya madrasah mendelegasikan dalam suatu kegiatan
siswa.Sehingga  tidak  bisa  menghadirinya.  Kemudian  hambatan  pemateri  atau
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pamong. Peserta MGMP yang berpindah pindah sehingga saya harus mencocokkan
keanggotaan ini setiap waktu.
Tindakan pengurus untuk mengatasi hambatan ini adalah agar peserta MGMP
mengosongkan  kegiatan  belajar  mengajar  di  saat  ada  jadual  MGMP.  Kemudian
meminta  kepada  kepala  Madrasah  untuk  mendorong  guru  agar  aktif  mengikuti
MGMP  pak.  Selama  ini  MGMP  memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan
kompetensi guru, terutama kompetensi pedagogi dan profesional.
Hasil  wawancara  dengan  kepala  MTsN  Jatinom  mewakili  MTs  Kabupaten
Klaten
Kode : W.07
Responden : Drs. H. Sunyata, M.M
Hari, Tanggal : Kamis, 23 Nopember  2017
Waktu : 08.00 WIB
Lokasi : di ruang kepala Madrasah
Peneliti,  Kebetulan bersamaan dengan wakil kepala bidang Kurikulum untuk
suatu keperluan yang kemudian  saya minta  untuk mendokumentasikan pertemuan
kami.  Peneliti dipersilahkan masuk oleh kepala madrasah dan duduk di ruang tamu.
Peneliti  menyampaikan maksud kedatangan yang mudah ditebak kepala madrasah
karena telah ada komunikasi sebelumnya. Setelah beberapa saat berbincang-bincang,
mulailah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan.
MGMP  adalah  musyawarah  guru  mata  pelajaran  sejenis  dengan
memberdayakan guru agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sama dengan
cara  saling  sharing  (bertukar  pengalaman)  antar  guru  sehingga  bisa  meningkat
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kualitas mengajarnya. Dalam MGMP bisa membicarakan dan membahas perangkat
pembelajaran,  membahas  berbagai  macam  cara  penelitian.  Sehingga  MGMP  itu
sangat penting terutama dalam pembahasan SKL dan sebagainya.
Hambatan  MGMP  antara  lain  keuangan  atau  pendanaan.  MGMP
mendatangkan  nara  sumber  dari  ahli  di  bidangnya  membutuhkan  dana  yang
memadai.  Nara  sumber  ini  sangat  penting  untuk  menyamakan  kemampuan  guru
mapel.  Untuk mendatangkan pakar di bidang keahliannya dapat ditempuh dengan
kerjasama pada lembaga pendidikan tinggi dan praktisi serta komunikasi langsung
kesediaan pakar ahli di bidangnya. 
Hambatan  lainnya  guru  kurang  disiplin  dalam kehadirannya.  Hal  ini  bisa
dikarenakan  keadaan  yang  dilematis.  Kehadirannya  di  MGMP  sangat  perlu
sedangkan  meninggalkan  jam  mengajar  adalah  salah.  Sehingga  terkadang  siswa
hanya ditinggali tugas, atau mengajar sebentar terus ditinggal atau tidak berangkat
MGMP sama sekali. 
Yang saya lihat di Klaten ini, MGMP sudah berjalan dan terlaksana dengan
baik  dan tertib,  terorganisasi.  Sudah ada  penanggung jawab dan koordinator  dari
K3M.  Maka  MGMP  perlu  melakukan  kerjasama  dengan  kepala  Madrasah  dan
koordinator,  untuk  memberi  motivasi  dan  peluang  kepada  guru  yang  mengikuti
MGMP.
Keterbatasan dana MGMP bisa diatasi dengan dana mandiri yang disimpan
sebagai  kas atau MGMP membuat  usulan kepada K3M untuk dimasukkan dalam
penyusunan anggaran Madrasah di setiap Madrasah. MGMP juga membuat proposal
disampaikan kepada sponsor, donatur dan Kemenag pusat.
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Keterbatasan  nara  sumber  bisa  diatasi  dengan  mendatangkan  WI  atau
mengundang ahli atau pakar sebagai nara sumber.
LAMPIRAN 5
     Catatan hasil observasi proses pembelajaran
Kode : O.01 
Hari, tanggal : Jumat, 24 Nopember 2017
Pukul : 08.30
Tempat : di kelas 8b
Guru : Sri Pujiahastuti, S.Ag
Materi : Makanan dan minuman yang halal dan haram
Ibu  Sri  Pujihastuti  di  saat  memberikan  pelajaran  menerapkan  metode
mengajar serta penguasaan materi pelajaran sesuai dengan RPP yang di susunnya.
Pembelajaran  menjadi  menarik  perhatian  siswa  dengan  bermain  peran  maupun
diskusi. Peneliti berada di dalam kelas.
Sebelum memulai materi pelajaran, guru mengucapkan salam dan menyuruh
siswa  untuk  merapikan  meja  dan  tempat  duduk.  Setelah  rapi  guru  melakukan
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appersepsi  dan  menyampaikan  tujuan  pembelajaran.  Kemudian  siswa  melakukan
pengamatan.  Guru mempersilahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan atas hasil
pengamatan.  Satu persatu siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar materi
pelajaran adab terhadap orang tua dan guru yang diamati. Setelah semua membuat
dan menyampaikan pertanyaan, guru membimbing siswa untuk membuka cakrawala
atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
Siswa  dibagi  beberapa  kelompok  untuk  melakukan  diskusi.  Guru
membimbing kelompok hingga selesai. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi di
depan kelas secara per kelompok. Setelah mengadakan tanggapan perwakilan siswa
disuruh  duduk  kembali  dan  seterusnya  sampai  semua  kelompok  selesai
mempresentasikan.
Pada  tahap  akhir  pembelajaran,  guru  bersama  siswa  menyimpulkan  hasil
diskusi.  Pelajaran  diakhiri  dengan  pemberian  tugas  kepada  semua  siswa  serta
mengucap bacaan hamdalah dan salam.
 Hasil observasi keterlibatan guru dalam pengamalan ajaran Agama
Kode : O.02
Hari, tanggal : Sabtu, 2 Desember 2017
Pukul : 07.00
Tempat : di Masjid MTs Negeri Jatinom Klaten
 Pada hari  ini  peneliti  mengamati  kegiatan  keagamaan  siswa.  Pembiasaan
yang dilakukan guru fikih kepada siswanya adalah ikut mendorong siswa untuk rajin
beribadah terutama sholat dhuha dan shalat dhuhur berjamaah.
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Pukul 07.00 siswa sudah mulai memasuki musholla untuk menjalankan shalat dhuha.
Diakhiri  dengan  doa  bersama,  selesai  pada  pukul  07.15.  Guru  fikih  ikut
melaksanakan dan mendampingi siswa siswinya.
LAMPIRAN 6
Catatan lapangan hasil dokumentasi
A. Kegiatan MGMP
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B. Kegiatan Pembelajaran dan Bimbingan
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            ``
C. Kegiatan pengamalan keagamaan
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LAMPIRAN 7
Pemeriksaan keabsahan data
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N
o Aspek Hasil Wawancara Hasil Observasi
Hasil Analisis
Dokumen
1 Planning - Ya tahu, perencanaan 
musyawarah MGMP dibentuk 
antara lain; (1) memberikan 
motivasi dan meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan 
dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan membuat 
evaluasi program kegiatan 
pembelajaran. (2) membantu 
guru untuk memperoleh 
informasi dari berbagai sumber, 
pertemuan rutin dan pelatihan. 
(3) membantu memecahkan 
masalah yang terkai dengan 
proses belajar mengajar, (4) 
bekerja sama antar guru. 
(HW.02)
- Ya, rencana dari musyawarah 
MGMP antara lain 
ya....menambah teman, 
menyamakan persepsi antar guru 
mata pelajaran, menambah 
wawasan, terus....untuk 
mengetahui dan mengkaji 
perkembangan kurikulum dari 
waktu ke waktu. Ya, diantara 
rencana program MGMP lainnya 
itu baru menekankan kepada 
peningkatan kompetensi 
pedagogik misalnya menyusun 
perangkat pembelajaran, 
menyusun kisi-kisi soal ulangan 
tengah semester dan akhir 
semester, menyusun soal ulangan
tengah semester dan akhir 
semester, penyusunan modul. 
(HW.01)
- Ya untuk waktu kegiatan setiap 2
bulan sekali. Sedangkan beaya 
pelaksanaan kegiatan menjadi 
tanggung jawab peserta (urunan).
(HW.02)
Perencanaan dalam 
musyawarah MGMP 
dalam peningkatan 
profesionalisme guru fikih 
MTs Kabupaten  Klaten 
telah dilakukan 
Termuat dalam 
AD/ART MGMP, 
Visi Misi MGMP dan
Program kerja.
2 Organizing - Guru fikih dalam mengikuti 
MGMP diberi surat tugas dari 
kepala Madrasah. Surat tugas 
yang diberikan kepada guru 
bersangkutan dibuktikan dengan 
bukti kehadiran dari ketua  
Musyawarah MGMP. (HW.03)
- Saya selaku sekretaris ya...selama
ini hanya membuat undangan 
kegiatan, mencatat kehadiran, 
menyimpan dokumen MGMP. 
Terus kalau ada kegiatan, saya 
menjadi pengatur acara, dan lain-
lain. Selain itu saya 
mengumpulkan surat tugas dari 
peserta Musyawarah sebagai 
bukti kehadirannya untuk 
diserahkan kembali kepada 
kepala Madrasah.(HW.06).
Pengorganisasian dalam 
musyawarah MGMP telah 
dilakukan
Termuat dalam 
struktur organisasi 
3 Actuating - Pembelajaran fikih itu 
berorientasi pada tata cara 
ibadah, implementasi dari 
abdullah (hamba Allah). Kalau 
kita bisa memahami ketentuan 
-Sabari, S.PdI  di saat 
memberikan pelajaran 
menerapkan metode 
mengajar serta 
penguasaan materi 
- Tergambar dalam 
pelaksanaan KBM
dan Bimbingan
- Tergambar dalam 
kegiatan 
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N
o Aspek Hasil Wawancara Hasil Observasi
Hasil Analisis
Dokumen
Allah maka manusia bisa 
memahami hakekat hidupnya. 
Maka saya kira ini pentingnya 
mengikuti MGMP yaitu untuk 
lebih memahami pembelajaran 
fikih. (HW.01)
- Guru fikih di MTs Kabupaten 
Klaten telah melaksanakan 
pembelajaran dengan model 
PAIKEM, bukan hanya praktek 
yang terbatas di kelas, tapi juga 
di luar kelas. Guru fikih 
mengadakan  komunikasi 
langsung kepada siswanya di 
dalam pembelajaran maupun di 
luar pembelajaran.(HW.04).
- Guru fikih dalam pembelajaran 
sangat menguasai, disiplin dalam
kedatangannya, menjadi 
penggerak dalam kegiatan 
keagamaan di Madrasah, dan 
lain-lain. (HW. 03)
- Dalam prosesi MGMP 
dilaksanakan secara terjadwal, 
melibatkan semua peserta, 
dipandu oleh ketua MGMP dan 
berlangsung tertib, aman dan 
lancar. Selanjutnya, MGMP 
diakhiri dengan kesepakatan 
dalam berita acara hasil 
musyawarah. Hasil musyawarah 
inilah menjadi dorongan bagi 
guru-guru untuk diterapkan 
dalam melaksanakan tupoksinya. 
(HW.05)
- Ya, bahkan guru akidah akhlak 
juga mendiskusikan atau 
mendialogiskan kepada guru lain 
juga kepala Madrasah tentang 
penerapan dari hasil MGMP. 
(HW.04)
pelajaran sesuai dengan 
RPP yang di susunnya. 
Pembelajaran menjadi 
menarik perhatian siswa 
dengan bermain peran 
maupun diskusi.
-Adik Irvan berperan 
sebagai pembimbing 
terhadap siswa yang 
mempunyai masalah.
-Pelaksanaan MGMP
musyawarah 
MGMP
4 Controling - Selama kegiatan para peserta 
ikut bertanggung jawab terhadap 
kesuksesan MGMP. Untuk itu 
pengawasan tidak hanya 
dilakukan oleh ketua, sekretaris, 
bendahara tetapi dilakukan 
seluruh peserta. (HW.06)
- Ya, pengawasan MGMP bukan 
pada awal dan pertengahan, 
melainkan juga sampai dengan 
berakhirnya kegiatan MGMP. 
Dengan demikian, semua peserta
melakukan pengawasan baik 
langsung maupun tidak langsung
dalam kegiatan ini.(HW.05)
Terlaksananya kegiatan 
MGMP sesuai dengan 
rencana dari awal sampai 
akhir
Tergambar dalam 
kegiatan MGMP
5 Hambatan - Hambatannya dari peserta 
MGMP adalah merangkap 
mengajar mapel PAI selain fikih 
sehingga pesertanya berubah-
ubah yang menghadirinya. 
Sebagian peserta datang kurang 
disiplin. Ini menimbulkan 
pengulangan materi yang 
diberikan. Padahal pengulangan 
materi menjadikan penggunaan 
- Pelaksanaan kegiatan 
MGMP tidak tepat 
waktu
- Pemateri baru dari guru
- Ketentuan iuran anggota
dalam ART
Anggaran Rumah 
Tangga
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o Aspek Hasil Wawancara Hasil Observasi
Hasil Analisis
Dokumen
waktu yang bertambah lama 
pak... Sedangkan waktu 
musyawarah telah ditentukan 
oleh pemandu terbatas. (HW.02)
- Lebih baik lagi jika yang 
memberi materi ahli di 
bidangnya. Untuk itu, MGMP 
sedang  berusaha melakukan 
pendekatan agar bisa 
mendatangkan pakar ahli di 
bidangnya sebagai nara sumber. 
(HW.05).
- Selama ini musyawarah dapat 
terlaksana secara terjadwal, 
tetapi terbatas aktivitasnya dari 
peserta MGMP sendiri. Hal ini 
ada faktor yang perlu menambah 
penguat, yakni pendanaan. 
Sehubungan dengan hal itu tidak 
ada kegiatan tanpa dana, maka 
perlu perhatian tentang 
keterbatasan dana. (CHW.02)
6 Solusi - Yang saya lihat di Klaten ini, 
MGMP sudah berjalan dan 
terlaksana dengan baik dan 
tertib, terorganisasi. Sudah ada 
penanggung jawab dan 
koordinator dari K3M. Maka 
MGMP perlu melakukan 
kerjasama dengan kepala 
Madrasah dan koordinator, untuk
memberi motivasi dan peluang 
kepada guru yang mengikuti 
MGMP. (HW.07)
- Keterbatasan nara sumber bisa 
diatasi dengan mendatangkan WI
atau mengundang ahli atau pakar
sebagai nara sumber. (HW.07)
- Keterbatasan dana MGMP bisa 
diatasi dengan dana mandiri 
yang disimpan sebagai kas atau 
MGMP membuat usulan kepada 
K3M untuk dimasukkan dalam 
penyusunan anggaran Madrasah 
di setiap Madrasah. MGMP juga 
membuat proposal disampaikan 
kepada sponsor, donatur dan 
Kemenag pusat. (HW.07)
Pelaksanaan kegiatan 
MGMP
Program Kerja, Visi 
Misi
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LAMPIRAN 8
Analisis data
No Aspek Hasil Wawancara Hasil Observasi Hasil AnalisisDokumen
Kesimpulan
1 Planning - Ya tahu, perencanaan 
musyawarah MGMP 
dibentuk antara lain; (1) 
memberikan motivasi dan
meningkatkan 
kemampuan dan 
keterampilan dalam 
merencanakan, 
melaksanakan, dan 
membuat evaluasi 
program kegiatan 
pembelajaran. (2) 
membantu guru untuk 
memperoleh informasi 
dari berbagai sumber, 
pertemuan rutin dan 
pelatihan. (3) membantu 
memecahkan masalah 
yang terkai dengan proses
belajar mengajar, (4) 
bekerja sama antar guru. 
(HW.02)
- Ya, rencana dari 
musyawarah MGMP 
antara lain 
ya....menambah teman, 
menyamakan persepsi 
antar guru mata pelajaran,
menambah wawasan, 
terus....untuk mengetahui 
dan mengkaji 
perkembangan kurikulum
dari waktu ke waktu. Ya, 
diantara rencana program 
MGMP lainnya itu baru 
menekankan kepada 
peningkatan kompetensi 
pedagogik misalnya 
menyusun perangkat 
pembelajaran, menyusun 
kisi-kisi soal ulangan 
tengah semester dan akhir
semester, menyusun soal 
ulangan tengah semester 
dan akhir semester, 
penyusunan modul fikih. 
(HW.01)
- Ya untuk waktu kegiatan 
setiap 2 bulan sekali. 
Sedangkan beaya 
pelaksanaan kegiatan 
menjadi tanggung jawab 
peserta (urunan). 
(HW.02)
Perencanaan
dalam
musyawarah
MGMP  dalam
peningkatan
profesionalisme
guru  fikih  di
MTs
Kabupaten
Klaten  telah
dilakukan
Termuat dalam AD/
ART  MGMP,  Visi
Misi  MGMP  dan
Program kerja.
Jika dilakukan 
pencermatan maka dapat 
diungkapkan bahwa 
MGMP dalam melakukan
kegiatannya dibuat 
perencanaan atau desain 
secara futuristik. Ini 
menunjukkan bahwa 
MGMP memahami 
tentang pentingnya 
perencanaan. Kegiatan 
makro (besar) dan 
aktivitas mikro (kecil)  
tidak bisa melepaskan 
perencanaan, termasuk 
kegiatan MGMP itu 
sendiri. Dengan demikian
MGMP melakukan 
kegiatan menumpukan 
kepada perencanaan. 
Pemahaman MGMP 
mengenai perencanaan 
penting dimungkinkan 
pemahaman MGMP 
tentang perencanaan 
merupakan gambaran 
tahapan suatu kegiatan.
2 Organizing - Guru fikih  dalam 
mengikuti MGMP diberi 
surat tugas dari kepala 
Madrasah. Surat tugas 
Pengorganisasi
an  dalam
musyawarah
MGMP  telah
Termuat  dalam
struktur organisasi 
Bahwasannya MGMP 
melaksanakan kegiatan 
dalam perilaku organisasi 
yang jelas. Perilaku 
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Kesimpulan
yang diberikan kepada 
guru bersangkutan 
dibuktikan dengan bukti 
kehadiran dari ketua  
Musyawarah MGMP. 
(HW.03)
- Saya selaku sekretaris 
ya...selama ini hanya 
membuat undangan 
kegiatan, mencatat 
kehadiran, menyimpan 
dokumen MGMP. Terus 
kalau ada kegiatan, saya 
menjadi pengatur acara, 
dan lain-lain. Selain itu 
saya mengumpulkan surat
tugas dari peserta 
Musyawarah sebagai 
bukti kehadirannya untuk 
diserahkan kembali 
kepada kepala Madrasah.
(HW.06).
dilakukan organisasi MGMP 
menunjukkan betapa 
kuatnya menggerakkan 
potensi akademik diri 
bagi guru akidah akhlak. 
MGMP sebagai suatu 
wadah yang dikelola oleh 
guru-guru mata pelajaran 
akidah akhlak dengan 
mengkoordinasikan tidak 
hanya untuk wujud 
pertemuan tetapi 
merupakan temu ilmiah. 
Dengan demikian 
perilaku organisasi 
MGMP sebagai panggilan
aktivitas akademik 
dengan citra sesuai mata 
pelajaran bagi kehidupan 
guru-guru fikih, sehingga 
dapat diterapkan di 
Madrasah masing masing
3 Actuating - Pembelajaran fikih itu 
berorientasi dunia 
akherat, implementasi 
dari abdullah (hamba 
Allah). Kalau kita bisa 
memahami ketentuan 
Allah maka manusia bisa 
memahami hakekat 
hidupnya. Maka saya kira
ini pentingnya mengikuti 
MGMP yaitu untuk lebih 
memahami pembelajaran 
akidah akhlak. (HW.01)
- Guru fikih di MTs Negeri
Klaten telah 
melaksanakan 
pembelajaran dengan 
model PAIKEM, bukan 
hanya praktek yang 
terbatas di kelas, tapi juga
di luar kelas. Guru fikih 
mengadakan  komunikasi 
langsung kepada 
siswanya di dalam 
pembelajaran maupun di 
luar pembelajaran.
(HW.04).
- Guru fikih dalam 
pembelajaran sangat 
menguasai, disiplin dalam
kedatangannya, menjadi 
penggerak dalam 
kegiatan keagamaan di 
Madrasah, dan lain-lain. 
(CHW. 03)
- Dalam prosesi MGMP 
dilaksanakan secara 
terjadwal, melibatkan 
semua peserta, dipandu 
oleh ketua MGMP dan 
berlangsung tertib, aman 
dan lancar. Selanjutnya, 
MGMP diakhiri dengan 
- Sabari, S.PdI
di  saat
memberikan
pelajaran
menerapkan
metode
mengajar
serta
penguasaan
materi
pelajaran
sesuai
dengan  RPP
yang  di
susunnya.
Pembelajara
n  menjadi
menarik
perhatian
siswa
dengan
bermain
peran
maupun
diskusi.
Sri
Pujihastuti
berperan
sebagai
pembimbing
terhadap
siswa  yang
mempunyai
masalah.
- Pelaksanaan
MGMP
- Tergamb
ar dalam
pelaksan
aan
KBM
dan
Bimbing
an
- Tergamb
ar dalam
kegiatan
musyaw
arah
MGMP
Guru fikih mengikuti 
MGMP bukan untuk 
semata mata 
pengembangan akademik
dirinya melainkan juga 
mempunyai kontribusi 
kepada guru fikih  
lainnya. Bahkan 
mempunyai sumbangsih 
bagi peserta didik di 
tempat tupoksi masing-
masing. Ini menunjukkan
bahwa guru fikih peserta 
MGMP telah terpatri 
pola pikir pengembangan
akademik di setiap 
Madrasah. Untuk itu, 
guru fikih  tidak perlu 
terpaku pada surat tugas 
tetapi merupakan 
panggilan bahwa dirinya 
sebagai bagian 
terbinanya di tempat 
tugas Madrasahnya. 
Dengan demikian, 
aktivitas guru fikih  
dalam MGMP  
merupakan pengalaman 
yang berpeluang untuk 
diterapkan dalam 
membina peserta didik 
sekaligus sebagai think 
thank di Madrasah.
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Kesimpulan
kesepakatan dalam berita 
acara hasil musyawarah. 
Hasil musyawarah inilah 
menjadi dorongan bagi 
guru-guru untuk 
diterapkan dalam 
melaksanakan 
tupoksinya. (HW.05)
- Ya, bahkan guru fikih 
juga mendiskusikan atau 
mendialogiskan kepada 
guru lain juga kepala 
Madrasah tentang 
penerapan dari hasil 
MGMP. (HW.04)
4 Controling - Selama kegiatan para 
peserta ikut bertanggung 
jawab terhadap 
kesuksesan MGMP. 
Untuk itu pengawasan 
tidak hanya dilakukan 
oleh ketua, sekretaris, 
bendahara tetapi 
dilakukan seluruh peserta.
(HW.06)
- Ya, pengawasan MGMP 
bukan pada awal dan 
pertengahan, melainkan 
juga sampai dengan 
berakhirnya kegiatan 
MGMP. Dengan 
demikian, semua peserta 
melakukan pengawasan 
baik langsung maupun 
tidak langsung dalam 
kegiatan ini.(HW.05)
Terlaksananya 
kegiatan 
MGMP sesuai 
dengan rencana
dari awal 
sampai akhir
Tergambar dalam 
kegiatan MGMP
Pengawasan dilakukan 
bukan untuk menemukan 
kekurangan, menjelekkan,
menakut-nakuti dan 
memojokkannya kepada 
pelaku. Pengawasan yang
dilakukan dalam kegiatan 
MGMP sebagai 
pengawasan mandiri yang
melekat dalam diri 
seorang guru fikih  untuk 
mendapatkan suatu 
pengalaman yang 
bermanfaat bagi semua 
pihak. Untuk itu 
pengawasan kepada 
setiap peserta oleh peserta
memberikan wujud nyata 
pengawasan yang 
terkendali. Setiap diri 
peserta guru fikih sebagai
pengawas maka secara 
otomatis memungkinkan 
tercapainya target 
pengawasan itu sendiri.
Pengawasan ini dilakukan
mulai guru fikih  terdaftar
sebagai peserta MGMP 
sampai dengan 
pencapaian hasil yang 
diterapkan di 
Madrasahnya.
5 Hambatan - Hambatannya dari peserta
MGMP adalah 
merangkap mengajar 
mapel PAI selain fikih, 
sehingga pesertanya 
berubah-ubah yang 
menghadirinya. Sebagian 
peserta datang kurang 
disiplin. Ini menimbulkan
pengulangan materi yang 
diberikan. Padahal 
pengulangan materi 
menjadikan penggunaan 
waktu yang bertambah 
lama pak... Sedangkan 
waktu musyawarah telah 
ditentukan oleh pemandu 
- Pelaksanaan
kegiatan
MGMP
tidak  tepat
waktu
- Pemateri
baru  dari
guru
- Ketentuan
iuran
anggota
dalam ART
Anggaran Rumah 
Tangga
Ini menunjukkan bahwa 
guru fikih dalam 
mengikuti MGMP masih 
dilingkupi oleh mungkin 
kesibukan akademik, 
perjalanan yang ramai, 
dan faktor lain bukan 
persoalan disengaja 
terlambat kehadirannya. 
Setiap guru fikih 
berkeinginan untuk hadir 
tepat waktu. Namun, 
keadaan setiap guru fikih 
banyak vareannya 
sehingga kejadian hadir 
tidak sesuai waktunya
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Kesimpulan
terbatas. (HW.02)
- Lebih baik lagi jika yang 
memberi materi ahli di 
bidangnya. Untuk itu, 
MGMP sedang  berusaha 
melakukan pendekatan 
agar bisa mendatangkan 
pakar ahli di bidangnya 
sebagai nara sumber. 
(HW.05).
- Selama ini musyawarah 
dapat terlaksana secara 
terjadwal, tetapi terbatas 
aktivitasnya dari peserta 
MGMP sendiri. Hal ini 
ada faktor yang perlu 
menambah penguat, 
yakni pendanaan. 
Sehubungan dengan hal 
itu tidak ada kegiatan 
tanpa dana, maka perlu 
perhatian tentang 
keterbatasan dana. 
(HW.02)
Diperlukan 
pengembangan 
pandangan mengenai 
keahlian dalam profesi itu
sendiri. Dalam kaitan ini, 
maka MGMP seyogyanya
tidak alergi terhadap 
pakar ahli di bidangnya.
Sumber pendanaan 
MGMP belum dilakukan 
dengan kiprah yang 
optimal. Untuk itu, 
anggota MGMP perlu 
memperhatikan tentang 
pendanaan untuk kegiatan
MGMP itu sendiri dengan
musyawarah.
6 Solusi - Yang saya lihat di Klaten 
ini, MGMP sudah 
berjalan dan terlaksana 
dengan baik dan tertib, 
terorganisasi. Sudah ada 
penanggung jawab dan 
koordinator dari K3M. 
Maka MGMP perlu 
melakukan kerjasama 
dengan kepala Madrasah 
dan koordinator, untuk 
memberi motivasi dan 
peluang kepada guru 
yang mengikuti MGMP. 
(HW.07)
- Keterbatasan nara sumber
bisa diatasi dengan 
mendatangkan WI atau 
mengundang ahli atau 
pakar sebagai nara 
sumber. (HW.07)
- Keterbatasan dana 
MGMP bisa diatasi 
dengan dana mandiri 
yang disimpan sebagai 
kas atau MGMP 
membuat usulan kepada 
K3M untuk dimasukkan 
dalam penyusunan 
anggaran Madrasah di 
setiap Madrasah. MGMP 
juga membuat proposal 
disampaikan kepada 
sponsor, donatur dan 
Kemenag pusat. (HW.07)
Pelaksanaan
kegiatan
MGMP
Program Kerja, Visi
Misi
Pengurus MGMP perlu 
melakukan konsolidasi 
kepada K3M sehingga 
terjadi peran yang 
berimbang dalam 
membuka kesadaran bagi 
guru fikih mengikuti 
MGMP
Pengurus MGMP agar 
melakukan kerjasama 
baik secara lembaga 
maupun individu ahli 
pakar di bidangnya. 
Bahkan mengundang 
secara langsung atau tidak
langsung dengan kesiapan
MGMP akan didatangi 
juga.
Keterbatasan pendanaan 
dalam kegiatan MGMP 
perlu dilakukan usaha-
usaha untuk 
pengembangan MGMP 
itu sendiri.
